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EXECUTIVE SUMMARY
Proyek Perubahan berjudul Strategi Korpolairud Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia di Wilayah perairan ini merupakan proyek perubahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan Indonesia. Penyelundupan manusia di perairan Indonesia telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia serta letak geografisnya yang strategis. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur utama oleh sindikat penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan Internasional, baik untuk tujuan perdagangan manusia, eksploitasi, maupun kejahatan transnasional lainnya.
Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling Barat Indonesia secara geografis berbatasan langsung dengan selat malaka, sehingga menyebabkan Provinsi Aceh sering kali menjadi tempat mendaratnya imigran gelap etnis rohingya yang berasal dari camp pengungsian Cox’s Bazar Bangladesh dengan tujuan utamanya menuju Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perjalanan WNA Rohingnya dari Cox’s Bazar menggunakan kapal kecil menuju kapal besar yang berada di tengah laut, selanjutnya WNA Rohingnya kembali dipindahkan ke kapal kecil sehingga sampai ke perairan Aceh-Indonesia. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan integritas perbatasan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan dilaksanakannya patroli perairan oleh Kapal Patroli Polri.
Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini implementasi patroli di wilayah perairan tersebut belum optimal dikarenakan dasar hukum penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan belum komprehensif karena tidak secara khusus menangani kasus penyelundupan manusia dengan latar belakang pengungsi dari luar negeri terutama terkait dengan perlindungan pengungsi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia. Aturan ini lebih berfokus pada penanganan pengungsi yang telah tiba di Indonesia, namun belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan manusia.
Inovasi terobosan perubahan yang dilakukan pada Jangka Pendek adalah Persetujuan Dirpolair untuk Program Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia di wilayah perairan, draft PKS dengan stakeholder tentang peningkatan sinergi tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, draft SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan, serta draft Perkaba. Proyek perubahan ini akan dilanjutkan pada Pada Jangka Menengah meliputi Persetujuan PKS, SOP dan Perkaba untuk Program Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia, Penyusunan Anggaran, Integrasi data & Informasi antar Stakeholder serta pembentukkan Posko Bersama. Pada Jangka Panjang meliputi pembentukkan Satgas Bersama, pengajuan tambahan personil serta implementasi bersama Stakeholder.

Judul & Deskripsi Proyek Perubahan

	STRATEGI KOPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA

	













DESKRIPSI
	Proyek Perubahan ini dirancang dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pelanggaran hukum terutama permasalahan Penyelundupan Manusia melalui wilayah perairan. Pada saat ini marak terjadinya peningkatan penyelundupan manusia termasuk pengungsi dari negara lain yang datang ke Indonesia yang diduga adanya peran dari organisasi atau personal tertentu yang terstruktur dan sengaja melakukan penyelundupan manusia.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk memperkuat strategi Korpolairud Baharkam Polri dalam menangani penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia. Penyempurnaan strategi ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap sindikat penyelundupan manusia yang semakin maju dan terorganisir. Selain itu, proyek perubahan ini akan fokus pada peningkatan penggunaan teknologi canggih seperti drone pengawas, sistem deteksi otomatis, dan pemanfaatan big data dalam analisis intelijen. Pengembangan kompetensi personel juga menjadi prioritas, melalui pelatihan intensif yang mencakup teknik- teknik modern dalam pencegahan dan penindakan penyelundupan manusia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Korpolairud Baharkam Polri dalam mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan secara efektif.
Proyek perubahan ini juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi seperti Ditjen Imigrasi, TNI AL, KPLP, BNPP, BNN dan Badan Keamanan Laut . Dengan adanya Proyek perubahan ini dapat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama dan penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan manusia, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari tindakan yang diambil serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan lebih lanjut serta terlaksananya pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat serta memberikan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  dan  dampak
penyelundupan manusia serta hak asasi manusia agar mereka tidak terlibat dengan jaringan penyelundupan manusia.

	SPONSOR
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	PROJECT LEADER
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	COACH
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BAB I
RENCANA PROYEK PERUBAHAN

1. LATAR BELAKANG
Pemerintah Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan wilayah perairan dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang wilayah perairan dalam rangka upaya penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dengan keterbatasan jumlah kapal patroli dan pesawat udara serta sarana pengawasan maritim yang dimiliki oleh Korpolairud Baharkam Polri untuk pengamanan di wilayah

perairan, memberikan indikasi kemungkinan terjadinya kejahatan lintas batas negara yang terorganisir oleh pihak-pihak tertentu seperti kejahatan penyulundupan manusia.

“Pengamanan Wilayah Perairan Dalam Menjaga Harkamtibmas”

Strategi pengamanan wilayah perairan yang ideal dilaksanakan melalui kerjasama antar stakeholder secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan penggelaran pengamanan dilakukan melalui penempatan unsur-unsur di titik koordinat yang kemungkinan besar terjadi kejahatan dan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
Perlu adanya peningkatan kerjasama (interoperability) antar Stakeholder melalui strategi dan upaya diarahkan melaluipenempatan dan disposisi unsur dengan memanfaatkan pangkalan terdekat, menerapkan pola rotasi dan kombinasi penggunaan semua unsur pada titik-titik strategis, mendorong keterpaduan dengan institusi samping, dan meningkatkan profesionalisme prajurit dankemampuan satuan operasi.
Penyelundupan manusia ke Indonesia melalui wilayah perairan telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, mengingat posisi geografisnya yang strategis serta luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur utama oleh sindikat penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan Internasional, baik untuk tujuan penyelundupan manusia, eksploitasi, maupun kejahatan transnasional lainnya. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan integritas perbatasan negara.


Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling Barat Indonesia, merupakan posisi strategis sebagai pintu gerbang masuknya perpindahan penduduk ke indonesia dan jalur lalu lintas perniagaan Internasional. Isu penyelundupan manusia, melalui perairan Aceh merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh Korpolairud  Baharkam  Polri

karena penyelundupan manusia tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum internasional dan domestik tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan

“Penyelundupan Manusia
di Wilayah Perairan Indonesia”

kemanusiaan yang mendalam. Korpolairud Baharkam Polri, sebagai bagian dari kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah perairan, memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan Aceh. Perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanganan penyelundupan manusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat posisinya sebagai institusi yang tidak hanya mampu menegakkan hukum tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak asasi manusia di wilayah perairan Indonesia.

Dasar hukum dalam penyelundupan manusia dan penanganan pengungsi dari luar negeri adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimgrasian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, aturan ini dianggap belum komprehensif karena tidak secara khusus menangani kasus penyelundupan manusia dengan

“Kekurangan Dasar Hukum Untuk Penanganan dan Pencegahan Pengungsi”

latar belakang pengungsi dari luar negeri, terutama terkait perlindungan pengungsi dan penegakan hukum terhadap pelaku	penyelundupan manusia. Aturan ini lebih berfokus  pada  penanganan

pengungsi yangtelah tiba di Indonesia, namun belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelaku penyelundupan manusia.
Dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus penyelundupan manusia yang melibatkan pengungsi, namun data spesifik mengenai jumlah kasus ini bisa bervariasi tergantung pada sumber yang digunakan. Misalnya, laporan dari berbagai LSM dan lembaga pemerintah menunjukkan bahwa kasus penyelundupan manusia meningkat terutama di wilayah perbatasan seperti provinsi Aceh. Kekurangan dalam dasar hukum ini menghambat penegakan hukum yang efektif dan respons yang cepat terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, usulan revisi terhadap Perpres 125 Tahun 2016 sertapembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Korpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Imigrasi menjadi penting untuk memperkuat kerangka hukum yang ada.

Geostrategi negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek antara lain : aspek geografi, aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bila dilihat dari negara – negara sekitar. Geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan
pada nilai – nilai ketuhanan dan
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“Peran Korpolairud
Baharkam Polri Terhadap Pengamanan Wilayah Perairan”

kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang didalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan,

karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah Indonesia perlu memberi akses melintas bagi kapal-kapal asing guna melakukan navigasi, dalam rangka melindungi kapal – kapal yang melakukan lintas damai dan melindungi kepentingan nasional dijalur wilayah perairan maka perlu dilaksanakan patroli perairan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini implementasi patroli di wilayah perairan tersebut belum optimal dan mengakibatkan adanya potensi terjadinya Penyelundupan Manusia melalui wilayah perairan perbatasan.
Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik dari segi personel, peralatan, maupun teknologi, menjadi masalah utama dalam penanganan penyelundupan manusia. Jumlah personel yang ditugaskan untuk mengawasi wilayah perairan dan perbatasan sering kali tidak mencukupi dibandingkan dengan luasnya

wilayah yang harus diawasi. Data menunjukkan bahwa jumlah personel dan kapal patroli yang tersedia sering kali tidak cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif.

“Kapasitas Sumber daya Korpolairud Baharkam Polri Yang Masih Terbatas”

Jumlah personel Korpolairud Baharkam Polri yaitu 2.759 orang dengan rincian Korpolairud 668 orang, Ditpolair 1.474 orang, Ditpoludara 617 orang, yang menggambarkan bahwa personel yang bertugas pada Ditpolair sebanyak 1.474 orang baik yang bertugas di kapal patroli dan sebagai staff di kantor. Jumlah seluruh kapal patroli Polisi sebanyak 66 kapal dengan rincian Jumlah kapal tipe A2 sebanyak 5 kapal, kapal tipe A3 sebanyak 13 kapal, kapal tipe B1 sebanyak 2 kapal, kapal tipe B2 sebanyak 17 kapal, kapal tipe B3 sebanyak 6 kapal, kapal tipe C1 sebanyak 17 kapal, kapal tipe C2 sebanyak 6 kapal. Dari data tersebut diketahui bahwa kapal tipe A2 dengan panjang 60 meter sampai dengan 75 meter yang bisa melaksanakan patroli perairan di wilayah perbatasan dengan jumlah sebanyak 5 kapal. Hal ini menandakan bahwa Korpolairud Baharkam Polri memiliki keterbatasan kapal patroli yang dapat berpatroli di wilayah perbatasan.

Jumlah seluruh pesawat udara Polri sebanyak 66 pesud dengan jenis pesud Rotari Wing sebanyak 57 pesud dan jenis pesud Fixed Wing sebanyak 11 pesud dimana sebanyak 7 pesud dalam kondisi rusak berat dan proses disposal sebanyak 6 Pesud. Peralatan teknologi pendukung yang dimiliki oleh Korpolairud Baharkam Polri yaitu Server vessel Monitoring Intelijen System, Automatic Identification System (AIS), Vessel Traffic Management System (VTMS), Vessel Network Backbone, Multi Platform, kamera termal. Namun sistem tersebut diatas belum terpasang seluruhnya diatas kapal patroli dan kemampuan SDM yang belum memadai. Keterbatasan semua ini membuat proses pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia menjadi kurang optimal, sehingga pelaku penyelundupan manusia bisa lebih mudah lolos dari pantauan.

Stakeholder utama dalam penanganan penyelundupan manusia meliputi lembaga pemerintah seperti Imigrasi, Kepolisian, dan TNI, serta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, dan sektor swasta yang mungkin terlibat dalam logistik dan transportasi. Namun, kerjasama antar stakeholder ini sering kali tidak optimal. Misalnya, kurangnya koordinasi antara Imigrasi dan

“Kurangnya Kerjasama Antar Stakeholder Dalam Penanganan Penyelundupan Manusia”

Korpolairud bisa menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus, sementara organisasi internasional sering kali tidak dilibatkan secara maksimal dalam upaya penanganan di lapangan.

Kurangnya kerjasama ini dapat menghambat efektivitas penanganan penyelundupan manusia, karena setiap pihak mungkin memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda-beda. Optimalisasi kerjasama lintas lembaga sangat penting untuk meningkatkan respons terhadap kejahatan penyelundupan manusia.

Sistem pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis digital dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam memantau dan menangani penyelundupan manusia. Saat ini, pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan

manusia di perairan dan wilayah perbatasan Indonesia	masih
dilakukan	secara manual dengan bantuan teknologi yang terbatas. Misalnya, penggunaan radar   dan   sistem

“Pengawasan dan Pengamanan
Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan Belum Terintegrasi Data & Informasi Berbasis Digital”

pemantauan maritim masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi secara digital dalam sebuah sistem yang terpadu. Hal ini mengurangi efisiensi danefektivitas dalam mendeteksi dan merespons ancaman penyelundupan manusia.


Dampak dari sistem pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis digital ini adalah lambatnya respon terhadap ancaman penyelundupan, serta potensi lolosnya pelaku penyelundupan yang beroperasi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan semakin sulit bagi pihak berwenang untuk mengatasi penyelundupan manusia yang semakin kompleks dan terorganisir.
Masalah pengungsi dan penyelundupan manusia merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini, Perserikatan Bangsa- Bangsa telah berusaha mencari cara-cara efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini salah satunya melakukan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 mengenai status pengungsi Internasional. Pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis latar belakang yang pertama ialah pengungsi karena bencana alam (Natural Disaster)

pengungsi ini masih dilindungi negaranya karena keluar untuk menyelamatkan jiwanya dan masih dapat minta tolong pada negara dari

“Masalah Pengungsi di Indonesia”

mana ia berasal, yang kedua pengungsi yang keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya dan tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. Dari dua jenis pengungsi yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai Hukum Pengungsi (Refugees Law) adalah jenis yang kedua yaitu pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (Man Made Disaster) sedangkan yang pertama tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.
Upaya mendapatkan status pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama, mereka menunggu waktu satu sampai dua tahun bahkan bisa lebih. Proses yang lama tersebut membuat mereka terlantar dan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak bagi keamanan, ekonomi, dan sosial. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara, namun bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi.
Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan.
Tren jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Selain itu, belum optimalnya pengaturan penanganan pengungsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga telah mengakibatkan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, khususnya terkait penentuan status pengungsi, jangka waktu pengungsi, dan kontribusi anggaran Pemerintah Daerah.

2. Analisis Permasalahan
a. Identifikasi Masalah Organisasi
Pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan perbatasan yang dilakukan oleh kapal asing biasanya terkait dengan perdagangan manusia, penyelundupan barang seperti perdagangan senjata, perdagangan narkoba, penangkapan ikan tanpa izin, dan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia di perairan Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan hak asasi manusia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku kriminal domestik, tetapi juga sindikat internasional yang semakin canggih dalam menjalankan aksinya.
Korpolairud Baharkam Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga perairan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kejahatan lintas batas ini, terutama dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangkap pelaku penyelundupan manusia yang memanfaatkan luasnya wilayah perairan Indonesia. Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini kekurangan dasar hukum untuk penanganan pengungsi; terbatasnya sarana dan prasarana; kurangnya kerja sama antar stakeholder.

Penanganan penyelundupan manusia di perairan Indonesia harus dilakukan dengan pemanfaataan teknologi informasi melalui sistem berbasis digital. Penerapan teknologi Informasi dalam pengamanan Wilayah Perairan pada akhirnya melakukan pemberdayaan suatu kelompok secara terorganisasi, Korpolairud dapat melakukan monitoring dan evaluasi dan mendapatkan informasi dan database untuk potensi ancaman dan memberikan alternatif solusi bagi peningkatan kompetensi para anggota Korpolairud Baharkam Polri. Dampak jika permasalahan tidak diselesaikan adalah Bertambahnya pengungsi di Indonesia dan meningkatnya Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan.

Maka terdapat beberapa permasalahan terutama berkaitan dengan Patroli penanganan penyelundupan manusia termasuk pengungsi di wilayah perairan sebagai berikut :
1) Meningkatnya Pengungsi dari negara lain di Indonesia;
2) Maraknya Penyelundupan manusia melalui wilayah perairan ke Indonesia;
3) Terjadinya demo dan penolakan Masyarakat setempat atas datangnya pengungsi;
4) Pemerintah Daerah harus menyiapkan anggaran untuk menampung para pengungsi;
5) Kepercayaan Masyarakat atas peran Korpolairud Baharkam Polri dalam menjaga keamanan di wilayah perairan menurun.

Penyebab Masalah:
1) Terjadinya Pengusiran dan Pembersihan Etnis dari Negara lain;
2) Oknum yang bekerja sama sengaja melakukan Penyelundupan;
3) Kurangnya Kapal dan Peralatan dalam melakukan Pengawasan di Wilayah Perairan;
4) Adanya jaringan Internasional yang terstruktur, Luas dan Terkoordinasi dengan baik;
5) Kolaborasi Pengamanan antar stakeholder di Wilayah Perairan belum Optimal.
b. Penentuan Masalah Organisasi
Pada Proyek perubahan ini dirancang untuk penentuan masalah yaitu bagaimana strategi Korpolairud Baharkam polri dalam pengamanan wilayah perairan dari ancaman penyelundupan Manusia membutuhkan Kolaborasi antar Stakeholder untuk meningkatkan Harkamtibmas wilayah perairan dengan analisisnya menggunakan SOAR.
Tabel 1 : Analisis SOAR
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Berdasarkan hasil analisis SOAR maka sebagai solusi dari permasalahan adalah melakukan langkah Strategis Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah perairan Indonesia sera melakukan optimalisasi dan Pengadaan armada serta peralatan lainnnya untuk menunjang Pengawasan dan Pengamanan di Wilayah Perairan. Hal ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi Berdampak pada tema Investasi yaitu peningkatan Investasi dan kepercayaan investor dalam pengelolaan ekonomi biru di wilayah perairan.

3. Tujuan Proyek Perubahan
a. Tujuan Jangka Pendek
1) Persetujuan Dirpolair untuk proyek perubahan strategi Korpolairud Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan;
2) Analisis peraturan dan perundang-undangan tentang pengungsi dan penyelundupan manusia;
3) Audiensi dengan stakeholder (Dirjen Imigrasi, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Bakamla, Kepala Basarnas, TNI Angkatan Laut), Direktur KPLP, BNN, dan Dirpolairud Polda Aceh;
4) FGD permasalahan penyelundupan manusia dan pengungsi;
5) Penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholder;
6) Penyusunan draft SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan;
7) Penyusunan	draft	PERKABA	untuk	SOP	patroli	penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan.
b. Tujuan Jangka Menengah
1) Pembahasan dan persetujuan SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan;
2) Pembahasan dan persetujuan PKS dengan stakeholder;
3) Sosialisasi kebijakan penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan;
4) Penyusunan tambahan anggaran patroli khusus pengamanan penyelundupan manusia pengadaan armada, sarana dan prasarana patroli perairan;
5) Integrasi data dan informasi antar stakeholder untuk pengawasan penyeundupan manusia berbasis digital;
6) Persetujuan perkaba untuk SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan.

c. Tujuan Jangka Panjang
1) Pembentukkan posko koordinasi antar stakeholder untuk pengawasan penyelundupan manusia;
2) Pembentukkan satgas bersama antar stakeholder untuk pengawasan dan pengamanan wilayah perairan;
3) Pengajuan tambahan patroli khusus pengamanan, anggaran pengadaan armada, sarana dan prasarana patroli perairan untuk penyelundupan manusia ke Mabes Polri;
4) Implementasi patroli bersama stakeholder untuk program penanganan penyelundupan manusia.

4. Manfaat Proyek Perubahan
a. Manfaat Internal (Korpolairud)
1) Peran penting Korpolairud Dalam membantu pemerintah Mengatasi Permasalahan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan;
2) Peran	Strstegis	membantu	Pemerintah	Dalam	Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan;
3) Transformasi organisasi bagi kepentingan Layanan Publik menjaga kedaulatan wilayah perairan;
4) Menjaga Kedaulatan perairan Indonesia dari ancaman Pihak Asing Yang mengeksploitasi Perairan Indonesia;
b. Manfaat Eksternal (Pemerintah)
1) Role model dalam penanganan Penyelundupan Manusia di Indonesia;
2) Sinergitas Lembaga pemerintah dalam membantu permasalahan sosial Masyarakat;
3) Menghilangkan beban Pemerintah daerah dalam menampung Para Pengungsi;
4) Meningkatkan kinerja organisasi Pemerintahan untuk Transformasi Tata Kelola Kebijakan Yang Berintegritas & Adaptif Dalam Mendukung Ketahanan Wilayah Perairan.
c. Manfaat Eksternal (Masyarakat)
1) Menjaga Kestabilan Masyarakat dari adanya demo dan penolakan atas Pengungsi;
2) Meningkatnya tata kelola yang ditandai dengan adanya ketertiban lingkungan Perairan dan ketenangan masyarakat baik pesisir pantai maupun Nelayan;
3) Mewujudkan kepercayaan publik (trust building) dalam penegakan hukum di Wilayah Perairan;
4) Terlaksananya pengembangan program-program peningkatan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah pesisir dan mengurangi potensi kerentanan masyarakat terhadap jaringan penyelundupan.

5. Kaitan Antara Proyek Perubahan Dengan Reformasi Borikrasi Tematik (RBT)
Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup penting dalam Kawasan maritim dunia, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan dan transportasi laut dunia sehingga pemerintah menetapkan Tol laut sebagai bagian dari Fokus pembangunan nasional, terdapat fokus Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) yaitu mendukung terjadinya peningkatan investasi, dimana dalam strategi dalam Penanganan Penyelundupan manusia mendorong peningkatan investasi. Inovasi Perubahan relevan dengan program Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden.

6. Ruang Lingkup
Proyek Perubahan ini merupakan Strategi Korpolairud Baharkam POLRI Kondisi Saat ini : Belum optimalnya peran Ditpolair Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas Khususnya Penyelundupan Manusia
Locus : Korpolairud Baharkam Polri
Solusi : Analisis Kebijakan, FGD	Penyusunan SOP, Kolaborasi, Patroli Pengawasan air, Anggaran Penerbitan Kebijakan / Regulasi
Kondisi Yang Diharapkan : Peran Ditpolair Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas Khususnya Penyeundupan Manusia Menjadi lebih efektif
7. Profil Organisasi
Visi & Misi Organisasi

Visi Korpolairud :
Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Serta Terselenggaranya Operasional Penerbangan Polri.
Misi Korpolairud :
Meningkatkan Pencegahan, Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Serta Operasional Penerbangan.

Tugas dan Fungsi Organisasi
Tugas Korpolairud Baharkam Polri
a. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Memberikan dukungan kegiatan kepada seluruh fungsi Kepolisian, kewilayahan dan K/L;
c. Melaksanakan peningkatan kemampuan pelatihan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara;
d. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengindraan keamanan perairan Indonesia;
e. Menyelenggarakan sentra pelayanan pelaporan dan pengaduan masyarakat perairan;
f. Menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Korpolairud guna mendukung pelaksanaan tugastugas Korpolairud Baharkam Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
Tugas Kasubdit Patroliair :
a. Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai patroli perairan dan pengawalan serta melakukan pencarian, pertolongan, serta penyelamatan korban bencana alam/musibah;
b. Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan TPTKP serta penegakan hukum di wilayah perairan;
c. Menyusun rencana kegiatan Sipatwalair dan Silongmat, beserta pertanggungjawabannya;
d. Merencanakan dan mengusulkan personel yang akan ditugaskan sebagai awak Kapal Polisi untuk diajukan kepada Dirpolair;
e. Menyusun rencana penugasan kapal polisi, personel dan rencana kebutuhan anggarannya untuk diajukan ke Dirpolair;
f. kapal polisi dalam rangka operasional dengan memberikan petunjuk dan arahan tentang penanganan terhadap kejahatan/pelanggaran yang ditemukan di perairan;
g. Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
i. Memelihara dan meningkatkan kemampuan/ keterampilan personel Subdit Patroli Air, berkoordinasi dengan Subsatker lainnya;
j. Mengajukan dukungan operasional kapal kepada Dirpolair dan mendistribusikan kepada awak kapal yang bertugas berdasarkan surat perintah Kakorpolairud;
k. Menyelenggarakan pemberangkatan maupun penerimaan kapal tiba di pangkalan serta membuat laporannya;
l. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap personel dan kapal polisi baik yang sedang bertugas maupun yang berada di pangkalan;
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m. Melaksanakan	dukungan	transportasi	perairan	dalam	rangka	tugas kepolisian;
n. Menyusun laporan kegiatan secara periodik;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolair Baharkam Polri;
p. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolair Baharkam Polri;
Tugas & Fungsi Peserta (Dan Kapal)
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Tugas Komandan Kapal adalah sebagai berikut :
a. memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinir serta mengelola kapal beserta ABK;
b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kapal;
c. melaksanakan pembinaan masyarakat, patroli, dan pengawalan dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
d. melaksankan TPTKP dan penegakan hukum di wilayah perairan;
e. bertindak selaku penyidik kapal polisi;
f. memimpin dalam melakukan olah gerak kapal, pelayaran di alur, pelabuhan, cuaca buruk dan keadaan darurat serta pada saat pemeriksaan kapal;
g. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kapal serta ABK nya selama dalam penugasan dengan mengutamakan keselamatan kapal dan ABK termasuk penumpangnya;
h. memberikan arahan dan petunjuk rencana operasional kapal sesuai peran/ tugas masing-masing ABK;
i. memberi izin meninggalkan kapal (ijin khusus) kepada ABK;
j. melakukan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ABK;
k. mengambil Keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap tindakan;

l. melakukan koordinasi dengan instansi dan/ atau satuan terkait guna mendukung pelaksanaan tugas;
m. melaporkan secara periodik pelaksanaan tugas/patroli kepada Kakorpolairud dan Dirpolair;
n. melaporkan dengan segera apabila terjadi kerusakan maupun laka laut yang terjadi pada kapal polisi yang dipimpinnya kepada Kakorpolairud, Dirpolair, Kabag Ops & TIK, Kasubdit Patroli Air, Kabag Log, dan Kasubdit Fasharkan;
o. melaporkan dengan segera bilamana melakukan tindakan hukum terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran kepada Kakorpolairud, Dirpolair, Kabag Ops & TIK, Kasubdit Patroli Air, dan Kasubdit Gakkum;
p. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri;
q. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri c.q Kasubdit Patroli Air.
8. Staretegi Menyelesaikan Masalah/Terobosan Inovatif
Terobosan Inovatif
Inovasi yang dilakukan pada aksi perubahan yang dirancang melalui Alur pikir sebgai berikut :
Gambar 1 : Alur Pikir Aksi Perubahan
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Maka Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Kondisi Saat Ini:
a. Regulasi dan Kebijakan untuk pengungsi belum terkelola dengan baik;
b. Penyelundupan Manusia lewat perairan semakin meningkat;
c. Kolaborasi antar Stakeholder menyangkut Pengungsi belum optimal;
d. Skema penanganan Penyelundupan manusia di Wilayah Perairan belum terkelola dengan sistem yang baik;

e. Pengawasan Penyelundupan belum teintegrasi secara Digital Pengungsi yang mendarat di Indonesia Indonesia akan berdampak baik dari segi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.
Kondisi Yang Diharapkan:
a. Regulasi dan Kebijakan Untuk Pengungsi dapat terkelola dengan baik
b. Tidak terjadinya Penyelundupan Manusia lewat perairan
c. Kolaborasi antar Stakeholder menyangkut Pengungsi dapat optimal
d. Skema	penanganan	Penyelundupan	manusia	di	Wilayah	Perairan dapatterkelola dengan baik
e. Sistem Pengawasan Penyelundupan dapat teintegrasi secara Digital
f. Tidak ada Pengungsi yang mendarat di Indonesia Indonesia sehingga tidak berdampak baik dari segi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.
Inovasi Yang Dilakukan :
a. Nilai Tambah Bagi Organisasi dan Stakeholder
Aksi perubahan ini memberikan nilai tambah bagi organisasi Korpolairud yaitu adanya kegiatan Kolaborasi yang sebelumnya belum dilakukan sehingga dapat menjaga Harkamtibmas di wilayahperairan tersebut dari tindakan illegal Penyelundupan Manusia dan kejahatan yang mengancam perairan Indonesia. Nilai tambah Organisasi terkait juga dengan tematik Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Investasi untuk menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dan Tol Laut sehingga Harkamtibmas Wilayah Perairan dapat terjaga.
b. Kebaharuan
Adapun kebaruan dari Aksi perubahan ini yaitu adanya Kebijakan Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan Indonesia Secara Kolaborasi antar Stakeholder dan Melakukan Patroli Bersama dengan Stakeholder dalam hal Pengawasan & Pengamanan Wilayah Perairan berbasis Digital.
c. Dapat di Replikasi
Aksi Perubahan ini merupakan program pembaharuan atau turunan suatu kebijkan yang dapat juga dilakukan pada direktorat lain baik internal Polri maupun instansi pemerintah sesuai Tupoksi Organisasi dalam menjaga keamanan nasional dan menjadi role model dalam Kerjasama antar Stakeholder.
d. Dapat Diterapkan Secara Berkelanjutan
Aksi Perubahan ini merupakan aksi perubahan yang dirancang untuk kegiatan kerjasama Intelijen antar Stakeholder yang belum dilakukan dan kegiatan Kolaborasi Bersama di Wilaya perairan harus dilakukan terus menerus untuk mengantisipasi ancaman negara lain dalam Penyelundupan Manusia Indonesia maupun tindakan illegal lainnya sehingga akan terus berlanjut kebutuhannya.

e. Kesesuaian dengan nilai nilai organisasi
Aksi perubahan ini sesuai dengan nilai nilai organisasi Korpolairud yaitu dalam rangka preemtif, preventif dan Represif dari tugas pokok dan misi Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan. Khususnya juga menyangkut Pengamanan Wilayah Perairan dan Menjaga Harkamtibmas.
f. Lesson learnt hasil Visitasi Agenda untuk adopsi dan adaptasi
Kepemimpinan strategis memerlukan visi dan misi yang jelas yang dapat dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. Perencanaan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan diterima.
9. Keluaran (Output) Dan Hasil (Outcome)
a. Jangka Pendek :
1) Persetujuan	dirpolair	untuk	program	strategi	penanganan penyelundupan manusia di perairan;
2) Dokumen	analisis	peraturan	dan	perundang-undangan	tentang pengungsi dan penyelundupan manusia;
3) Draft PKS dengan stakeholder;
4) Draft SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan;
5) Draft PERKABA untuk penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan.
b. Jangka Menengah :
1) Dokumen tambahan anggaran patroli khusus pengamanan penyelundupan manusia pengadaan armada, sarana dan prasarana patroli perairan di Korpolairud;
2) Terintegrasi data dan informasi antar stakeholder untuk pengawasan penyelundupan manusia berbasis digital;
3) Persetujuan PKS dengan stakeholder untuk peningkatan sinergi tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4) Persetujuan SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan;
5) Persetujuan perkaba untuk penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan.
c. Jangka Panjang :
1) Posko koordinasi antar stakeholder untuk pengawasan penyelundupan manusia;
2) Keputusan pembentukkan satgas bersama antar stakeholder untuk pengawasan dan pengamanan wilayah perairan;
3) Dokumen pengajuan tambahan patroli khusus pengamanan, anggaran pengadaan armada , sarana dan prasarana patroli perairan untuk penyeundupan manusia ke mabes polri;
4) Patroli bersama stakeholder untuk program penanganan penyelundupan manusia.

OUTCOME : TERLAKSANANYA PENGAWASAN DAN PENGAMANAN WILAYAH PERAIRAN UNTUK PENYELUNDUPAN MANUSIA
DI WILAYAH PERAIRAN DALAM MENJAGA HARKAMTIBMAS
10. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

	KEGIATAN
	TAHAPAN
	OUTPUT
	WAKTU
	STAKEHOLDER

	
1. PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF
	a. Penyusunan Formasi Team Efektif
b. Penerbitan Sprin Team Efektif
	
Sprin Team Efektif
	
M3 SEPT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	2. PERSETUJUAN DIRPOLAIR UNTUK
STRATEGI PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PERAIRAN
	a. Perumusan Draft
b. Hasil dan Rekomendasi Analisis
	
Persetujuan Dirpolair
	
M4 SEPT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	3. ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG
PENGUNGSI DAN PENYELUNDUPAN
MANUSIA
	a. Analisis Peraturan dan Perundang-
Undangan
b. Hasil Analisis
	Hasil Analisis Peraturan & Perundang- undangan
	

M1 OKT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	
4. AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER (Dirjen
Imigrasi, Dirjen
Perhubungan Laut, Kepala Bakamla, Kepala Basarnas serta TNI Angkatan Laut)
	

a. Pelaksanaan Audiensi
b. Pembuatan notulensi/ risalah
	


Risalah /Notulensi Audiensi
	



M2 OKT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Team Efektif
f. Dirjen Imigrasi
g. Kepala Bakamla
h. Kepala Basarnas
i. Ka BNN
j. Dirjen Perhubungan Laut
k. TNI Angkatan Laut

	

5. FGD PERMASALAHAN PENYELUNDUPAN MANUSIA & PENGUNGSI
	

a. Penyiapan materi
b. Penyiapan sarana dan prasarana
c. Pelaksanaan FGD
	



Risalah hasil FGD
	



M3 OKT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Team Efektif
f. Dirjen Imigrasi
g. Kepala Bakamla
h. Kepala Basarnas
i. Ka BNN
j. Dirjen Perhubungan Laut
k. TNI Angkatan Laut

	
6.PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN PKS
DENGAN STAKEHOLDER
(Dirjen Imigrasi, Dirjen
Perhubungan Laut, Kepala Bakamla, Kepala Basarnas serta TNI Angkatan Laut)
	

a. Penyusunan Draft PKS
b. Persetujuan Draft PKS
	


Draft PKS Penanganan Penyelundupan Manusia
	



M4 OKT 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Team Efektif
f. Dirjen Imigrasi
g. Kepala Bakamla
h. Kepala Basarnas
i. Ka BNN
j. Dirjen Perhubungan Laut
l. TNI Angkatan Laut

	7. PEMBUATAN DRAFT SOP
PATROLI PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI WILAYAH
PERAIRAN
	
a. Penyusunan SOP
b. Finalisasi SOP
	Draft SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah
perairan
	

M1 NOP 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
k. Team Efektif

	8. PENYUSUNAN DRAFT PERKABA UNTUK SOP
PATROLI PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI WILAYAH
PERAIRAN
	
a. Penyiapan Materi Draft
b. Pembahasan Draft
	Draft Perkaba Untuk SOP Patroli Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Wilayah Perairan
	

DESEMBER 2024
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
l. Team Efektif
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	KEGIATAN
	TAHAPAN
	OUTPUT
	WAKTU
	STAKEHOLDER

	1. PENYUSUNAN TAMBAHAN ANGGARAN PATROLI KHUSUS PENGAMANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA PENGADAAN ARMADA , SARANA DAN PRASARANA PATROLI
PERAIRAN DI KORPOLAIRUD
	
a. Penyusunan Anggaran
b. Review dan Finalisasi Anggaran
	
Anggaran Armada, Saranan dan Prasarana
	

APRIL 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	2. INTEGRASI DATA DAN INFORMASI ANTAR STAKEHOLDER UNTUK PENGAWASAN PENYEUNDUPAN MANUSIA BERBASIS DIGITAL
	a. Pembuatan Sistem Berbasis Digital
b. Finalisasi Frame Work
c. Proses Integrasi
	Integerasi Data Dan Informasi Berbasis Digital
	

MEI 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	3. PERSETUJUAN DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN SOP PATROLI PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI WILAYAH PERAIRAN
	a. Pembahasan Draft SOP
b. Persetujuan SOP
c. Pelaksanaan Sosialisasi
	

Persetujuan SOP
	

JUNI 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	
4. PKS PENINGKATAN SINERGI TUGAS OPERASIONAL DAN SUMBER DAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
	
a. Pembahasan draft PKS
b. Persetujuan PKS
c. Pelaksanaan Sosialisasi
	

Persetujuan PKS
	

JULI 2025
	a. Kabaharkam
b. Kakorpolairud
c. Dirpolair
d. Kasubdit Gakkum Polair
e. Kasubdit Patroli Air
f. Kasubdit Intelair
g. Staff Dit Patroli Air
h. Team Efektif

	5. PERSETUJUAN PERKABA UNTUK SOP PATROLI PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI WILAYAH PERAIRAN
	a. Pengiriman Draft PERKABA
b. Pembahasan Draft PERKABA
c. Persetujuan PERKABA
	

Persetujuan PERKABA
	

AGUSTUS 2025
	a. Kabaharkam Polri
b. Kakorpolairud
c. Dirpolair
d. Kasubdit Gakkum Polair
e. Kasubdit Patroli Air
f. Kasubdit Intelair
g. Staff Dit Patroli Air
h. Team Efektif

	Tabel 3 : Pentahapan Jangka Menengah



	KEGIATAN
	TAHAPAN
	OUTPUT
	WAKTU
	STAKEHOLDER

	1. PEMBENTUKAN POSKO KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER UNTUK PENGAWASAN PENYELUNDUPAN MANUSIA.
	a. Penyiapan Sarana dan Prasarana
b. Pembuatan Posko Koordinasi
	
POSKO KOORDINASI
	

JUNI 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	

2. PEMBENTUKAN SATGAS BERSAMA ANTAR STAKEHOLDER UNTUK PENGAWASAN DAN PENGAMANAN WILAYAH PERAIRAN
	


a. Penyusunan Organisasi
b. Penyusunan Personil
c. Pembentukan Satgas Bersama
	



Risalah Sosialisasi
	



OKTOBER 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Team Efektif
f. Dirjen Imigrasi
g. Kepala Bakamla
h. Kepala Basarnas
i. Ka BNN
j. Dirjen Perhubungan Laut
k. TNI Angkatan Laut

	3. PENGADAAN, ANGGARAN PENGADAAN ARMADA , SARANA & PRASARANA UNTUK PATROLI PENGAMANAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA KE MABES POLRI
	a. Realisasi Anggaran
b. Pengadaan Armada, Sarana dan Prasarana
c. Proses ketersediaan Armada, Sarana dan Prasarana
	

Organisasi Satgas di Semua Polda
	

NOVEMBER 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif

	

4. IMPLEMENTASI PATROLI BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK PROGRAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
	

a. Penyiapan Armada, Sarana dan Prasarana
b. Implementasi patroli Bersama
c. ANEV
	


Persetujuan Anggaran tambahan Peralatan
	



DESEMBER 2025
	a. Dirpolair
b. Kasubdit Gakkum Polair
c. Kasubdit Patroli Air
d. Kasubdit Intelair
e. Staff Dit Patroli Air
f. Team Efektif
g. Dirjen Imigrasi
h. Kepala Bakamla
i. Kepala Basarnas
j. Ka BNN
k. Dirjen Perhubungan Laut
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11. Rencana Strategis Marketing
Peta Stakeholder & Strategi Komunikasi
Stakeholder yg terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dibagi dalam:
Stakeholder Internal :
a. Kakorpolairud Baharkam Polri.
b. Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.
c. Kasubdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
d. Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
e. Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
f. Para Komandan Kapal Polisi Subdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
g. Dirpolairud Polda Seluruh Indonesia.
Stakeholder Eksternal :
a. TNI-AL.
b. Dirjen Imigrasi.
c. Direktur KPLP.
d. Pimpinan BAKAMLA
e. Ka BNN.
f. Media Massa.
g. LSM.
h. Pimpinan BASARNAS.
i. Praktisi Kebijakan Wilayah Perairan.
j. Masyarakat Maritim.

Gambar 2 : Pemetaan Kuadrant Stakeholder
[image: ]
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Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
a. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus benar- benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam proyek perubahan;
b. Stakeholder Latent, yaitu stakehoder/orang-orang dengan pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;
c. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/orang-orang yang memiliki ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya dalam komunikasi;
d. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/orang-orang yang pengaruh rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya dilakukan penyusunan strategi dengan tujuan strategi yang masih memiliki pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi yang disusun adalah sebagai berikut :

Gambar 4 : Strategi Mempengaruhi Stakeholder

  KEEP INFORMED
MINIMAL EFFORT
KEEP SATISFIED
MANAGE CLOSELY


Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran Promotors, strategi yang digunakan adalah manage closely yaitu kelompok stakeholder yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan:
a. Konsultasi secara reguler;
b. Pelaporan secara reguler;
c. Diskusi secara reguler;
d. Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan
e. Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan.

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran Defender strategi yang digunakan adalah Keep Informed , Stakeholder ini terpengaruh oleh proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek perubahan Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan sosialisasi tentang Kerjasama dalam pengaman wiayah perairan dari Penyelundupan Manusia. Kuadran Latent strategi komunikasi yang digunakan adalah Keep Satisfied dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan , Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi yang reguler, sedangkan pada kuadran Aphatetic akan digunakan strategi minimal effort dimana Stakeholder ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman dengan koordinasi, kolaborasi, edukasi dan konsultasi.

Rencana Komunikasi Dengan Stakeholder :
[image: ]

Detail Strategi Komunikasi Dengan Stakholder
[image: ]

Branding Proyek Perubahan
Proyek Perubahan ini menggunakan branding “PANTAU” yang merupakan singkatan dari PencegahAN dan Aksi Korpolairud Terhadap Penyulundupan Manusia di LAUt.
Kata PANTAU ini menyiratkan tindakan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap jalur penyelundupan manusia di wilayah perairan.
[image: ]Tameng: Tameng adalah simbol dari perlindungan, pertahanan, dan keamanan. Dalam konteks PANTAU, tameng melambangkan upaya untuk melindungi wilayah perairan dari ancaman penyelundupan manusia. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan laut melalui pengawasan yang ketat dan tindakan preventif yang tegas.

Personel Polisi Perairan: Siluet atau gambar personel polisi perairan yang mengenakan seragam laut menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang terlatih dan berkompeten. Ini menunjukkan keterlibatan pihak berwenang yang profesional dalam menangani permasalahan penyelundupan manusia di laut. Personel polisi juga melambangkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di perairan.
Rencana Strategi Marketing
Strategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek Perubahan khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat bersentuhan dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Kolaborasi Pengamanan Wilayah Perairan dari Penyelundupan Manusia, adalah dengan penerapan 4 P 1 C yaitu :
a. Product
1) PKS
2) SOP
3) PerKaba
b. Place
1) Korpolairud
2) Ditpolairud Polda Seluruh Indonesia
c. Price
1) Biaya APBD/APBN
2) Kolaborasi multi pihak dalam rangka pendanaan program/ kegiatan
d. Promotion
Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya untuk menerapkan konsep serupa terutama untuk Direktorat Polairud lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. Promosi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi,
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e. Customer
1) Kakorpolairud
2) Direktur Polair
3) Kasubdit Ditpolair
4) Kasubdit Ditpoludara
5) Kabag Opsnal Ditpolairud
6) Kabag Renmin Ditpoairud
7) Direktur Polairud Polda Se-Indonesia

12. Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko

	
MASALAH
	
RISIKO
	
SOLUSI

	Koordinasi dan Kinerja Team Effektive Proyek Perubahan
	Tim pelaksana tidak dapat melaksanakan pentahapan proyek perubahan secara optimal
	Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini mendukung Pemerintah dalam Permasalahan Penyelundupan Manusia dan Mengoptimalkan rapat secara Offline dan Online.

	Program Tidak terimplementasi Dengan Stajeholder
	Tidak terkelola dengan baik dan terjadi perbedaan pandangan antar Stakeholder
	Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan bermanfaat bagi terintegrasinya system dan kerjasama antar stakeholder serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

	Tidak Terealisasinya Anggaran Pengadaan Perlatan
	Tidak Berjalannya Implementasi Proyek Perubahan
	Project Leader memberikan motivasi kapada tim efektif untuk pentingnya proper yang dilaksanakan dan mendukung serta menyiapkan tersedianya alokasi anggaran, sarana dan Prasarana bagi keberhasilan proyek Perubahan & Meyakinkan Pimpinan Polri & Korpolairud

Pengajuan Anggaran di TA 2025 dan 2026


13. Faktor Kunci Keberhasilan
a. Kepemimpinan	: Komunikasi Efektif dengan Stakeholder Untuk
mengembangkan Kepentingan Nasional;
b. Inovasi	: Terbitnya SOP, PKS, Sistem Integrasi Berbasis Digital;
c. Kolaborasi	: Dukungan Semua Stakeholder Pada Proper
serta Komunikasi Yang Efektif;
d. Learning Organization : Pemberdayaan  team  dan  organisasi  serta
Peningkatan Kompetensi SDM Digital.	29
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14. Tata Kelola Tim Efektif Proyek Perubahan
Tata kelola proyek perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 5: Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan
[image: ]
Tugas Pokok & Fungsi
a. Mentor/Project Sponsor :
1) Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;
2) Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;
3) Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek Perubahan, memberikan bimbingan dan advice kepada project leader dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan.
b. Coach :
1) Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun laporan proyek perubahan;
2) Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan pelaksanaan proyek perubahan.
c. Project Leader :
1) Merancang proyek perubahan;
2) Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari rancangan, implementasi kegiatan proyek perubahan maupum membuat laporan akhir;
3) Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan.
d. Pokja 1, Administrasi:
1) Mempersiapkan dokumen yang di butuhkan baik dari rancangan, implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan;
2) Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap
aktivitas di proyek perubahan;	30
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3) Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan skema kebijakan termasuk membuat standar operasional prosedur yang di pergunakan untuk mendukung Kolaborasi Intelijen Dalam Pengamanan Wilayah Perairan dari Penyelundupan Manusia
4) Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya overlapping termasuk produk hukum di Kepolisian maupun Stakeholder.
e. Pokja 2, Data dan Informasi Serta Pengembangan Sistem :
1) Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek perubahan;
2) Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan produk dari output proyek perubahan;
3) Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah berkaitan dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan.
f. Pokja 3, Hubungan Masyarakat :
1) Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat maupun kepada stakeholder;
2) Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi kegiatan dan memberikan update data yang diperlukan oleh stakeholder maupun project leader.
15. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk Proyek Perubahan pada jangka pendek adalah Sebagai berikut :

	No
	Deskripsi
	Estimasi Biaya
	Keterangan

	1
	Komunikasi & Koordinasi Team Efektif, Pembuatan SOP
	Rp. 5.000.000,-
	Internal Korpolairud

	2
	Administrasi (ATK) Kegiatan Proper
	Rp. 2.500.000,-
	Anggaran Polri/APBN

	3
	Pembuatan SOP
	Rp.5.000.000.,-
	Anggaran Polri/APBN

	4
	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
	Rp. 5.000.000,-
	Anggaran Polri/APBN

	
	Estimasi Total Angaran
	Rp.17.500.000,-
	



16. Rencana Mata Pelatihan Proper
a. Mata Pelatihan: Anti Narkoba
Hubungan dengan Proyek Perubahan: pengambilan mata kuliah anti narkoba dikarenakan wilayah perairan rawan terhadap peredaran Narkoba sehingga perlu pemahaman tentang mekanisne peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba dan juga masuknya dari negara asing.
Sumber Pembelajaran: Materi Pelatihan (pimnas.asnunggul.lan.go.id) , You tube, Google Scholar
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b. Mata Pelatihan: Pengadaan Barang dan Jasa
Hubungan dengan Proyek Perubahan: Barang dan Jasa, Perencanaan & Pengadaan Barang Jasa karena pada proper akan dilakukan pengadaan armada, sarana dan prasarana yang mendukung Patroli Air di wilayah perairan sehingga dibutuhkan mata pelatihan ini.
Sumber Pembelajaran: Materi Pelatihan (pimnas.asnunggul.lan.go.id), You tube, Google Scholar
c. Mata Pelatihan: Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Hubungan dengan Proyek Perubahan: Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Indonesia saat ini sedangkan mengembangkan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang hemat energi dan mempunyai keberlanjutan sehingga dibutuhkan agar ekonomi di kawasan maritim dapat terjaga dengan baik.
Sumber Pembelajaran: Materi Pelatihan (pimnas.asnunggul.lan.go.id), You tube, Google Scholar
17. Strategi Pengembangan Potensi Diri
a. Target Pengembangan Kompetensi
1) Pengembangan kepemimpinan Digital yaitu Transformasi kepeimpinan dari Kepeimpinan Konvensional ke Kepemimpinan Digital sesuai dengan Era Revolusi Industri 4.0
2) Pengembangan sebagai agent perubahan : Kepimpinan yang selalu melakukan perubahan dan inovasi terus menerus untuk keberlanjutan suatu organisasi.
3) Pengembangan Kepemimpinan Strategis : yaitu Pengembangan Kompetensi untuk melakukan perubahan pada isue isue Strategis dalam organisasi Korpolairud.
b. Strategi Pengembangan Kompetensi

	Pihak Terdampak
	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi

	a) Team Efektif
	Tean Efektif melakukaan Koordinasi & Pencapaian Target Proper
	Pelatihan Kompetensi SDM & Pembinaan Team Efektif

	b) Organisasi Patroli Air
	Persepsi	yang	sama dalam	Pengawasan	& Pengamanan Penyelundupan Manusia
	Membangun Kerjasama Team Patroli air dalam pelatihan Kepemimpinan
Strategis, dilakukan dengan cara Sosialisasi Kebijakan

	c) Masyarakat Pesisir pantai & Nelayan
	Kerjasama	dalam informasi dan peran aktif membantu Pengamanan Wilayah Perairan
	Melakukan Pemberdayaan dilakukan dengan cara Pembinaan & Ceramah , Memberikan pembekalan kepada Masyarakat Pesisir Pantai & Nelayan dilakukan
dengan cara ceramah.



18. Pemetaan Sikap Perilaku
PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
Hasil Pemetaan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan

Berdasarkan hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang dinilai bersama mentor dengan nilai :
· Integritas, sebesar 8,80 ,dengan kualifikasi baik.
· Kerjasama, sebesar 8,00 ,dengan kualifikasi baik.
· Mengelola perubahan, sebesar 8,00 ,dengan kualifikasi baik.

Nilai akhir sikap perilaku kepemimpinan, sebesar 8,27 ,dengan kualifikasi
baik.
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BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan
Proyek perubahan jangka pendek telah dapat diselesaikan sesuai dengan milestone dan jadwal yang ditetapkan. Implementasi Proyek Perubahan dilaporkan sebagai berikut:
PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF (1)TUJUAN : Melakukan Pembentukkan Tim Efektif untuk membantu Project Leader Dalam implementasi Proper Khususnya di Jangka Pendek
OUTPUT : Surat Perintah Team Efektif

Pembentukkan Team Efektif proyek perubahan PKN. II pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Nota Dinas Undangan Rapat pembentukan Tim Efektif proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 Nomor B/ND-01/IX/ PKN.II/2024/Pol- 8005 tanggal 17 September 2024, bertempat di ruang rapat KP. WISANGGENI-8005 dipimpin oleh Komandan KP. WISANGGENI-8005 Dihadiri oleh seluruh Tim Efektif. Selanjutnya setelah terbentuk Tim Efektif Proyek Perubahan dilakukan juga rapat untuk menjelaskan job description masing-masing tim.
Kegiatan tersebut menghasilkan Surat Perintah sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan (Nomor: Sprin/2090//IX/HUK.6.6./2024 tanggal 25 September 2024), Daftar hadir undangan dan Notulensi kegiatan rapat bese rta foto kegiatan.


34SURAT PERINTAH TIM EFEKTIF
RAPAT TIM EFEKTIF

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1hJ5XMDJ0YY_ZQQ9W3ken3POBX6EXun54?usp=sharing
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PERSETUJUAN DIRPOLAIR UNTUK PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PERAIRAN (2)SURAT PERSETUJUAN DIRPOLAIR

TUJUAN : Melakukan Pertemuan & Pembahasan perihal Analisis Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia di Perairan Serta Mendapatkan Persetujuan Dirpolair
OUTPUT : Persetujuan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri

Pembahasan perihal analisis strategi penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan serta pembuatan surat persetujuan Dirpolair pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan Nota Dinas Undangan rapat pembahasan analisis strategi penanganan penyelundupan manusia di perairan dan perumusan draft persetujuan Dirpolair Baharkam Polri, Nomor: B/ND-02/IX/PKN.II/2024/Pol-8005 tanggal 23 September 2024, bertempat di ruang rapat KP. WISANGGENI-8005 dipimpin oleh KKM KP. WISANGGENI- 8005 selaku Ketua Tim Efektif, Dihadiri oleh seluruh Tim Efektif.
Kegiatan ini menghasilkan surat persetujuan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, daftar hadir undangan dan notulensi ke giatan beserta foto kegiatan. Selanjutnya Pola Strategi yang akan dijalankan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan Korpolairud dalam hal ini Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri melalui surat persetujuan yang di terbitkannya.PERSETUJUAN DIRPOLAIR

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1ZEp9aw6V1hGL13WaugFDlQC8B61hFN4k?usp=sharing
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ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG PENGUNGSI DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (3)
TUJUAN : Melakukan Analisis Peraturan dan Perundang- Undangan Yang Berhubungan Dengan Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan
OUTPUT : Notulensi Hasil Analisis

Analisis peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2024 berdasarkan Nota Dinas Undangan rapat pembahasan analisis peraturan dan perundang-undangan tentang pengungsi dan penyelundupan manusia, Nomor: B/ND- 03/IX/PKN.II/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di ruang rapat KP. WISANGGENI-8005 dipimpin oleh Komandan KP. WISANGGENI-8005 selaku Project Leader Tim Efektif, Dihadiri oleh seluruh Tim Efektif.
Analisis kebijakan ini untuk mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelundupan manusia dan permasalahan pengungsi. Hasil rapat analisis di tuangkan dalam Notulensi yang menjadi landasan dalam strategi yang akan di tetapkan.

























RAPAT ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGUNGSI DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
NOTULENSI HASIL ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG PENGUNGSI DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1ErBbuziiSTxEU_W1n5TidhiD5D7axSH2?usp=sharing
37
NYOTO SAPTONO – PKN 2

AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER (4)
TUJUAN : Melakukan Audiensi Dengan 11 (Sebelas) Stakeholder Membahas Skema Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan
OUTPUT : Notulensi Hasil Audiensi

1. Audiensi dengan Direktur KPLP Bapak Jon Kenedi, M.Mar., Eng., M.M., membahas tentang peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam penanganan penyelundupan ma nusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/01/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Direktorat KPLP Jl. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat.
Pelibatan KPLP dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat diperlukan karena memiliki kapal patroli yang tersebar di seluruh pangkalan KPLP di Indonesia dan sumber daya lainnya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam
penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan ditetapkan.


























	AUDIENSI DENGAN DIREKTUR KPLP	 	NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN DIR KPLP	
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2. Audiensi dengan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bapak Noer Isroedin, S.SpD., M.M., membahas tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/02/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor BNPP Jl. Angkasa Blok B. 15 No.Kav 2-3, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.
Imigran gelap yang masuk ke Indonesia melalui perairan diantaranya adalah imigran etnis rohingya yang menggunakan kapal tradisional, pelibatan BNPP dalam pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang mengalami kecelakaan atau dalam kondisi darurat di wilayah perairan Indonesia sangat penting karena memiliki kapal patroli dan sumber daya lainnya yang dapat membantu dalam menyusun strategi penanganan penyelundupan manusia melalui wilayah perairan.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam
penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan ditetapkan.
[image: ]
[image: ]
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 AUDIENSI DENGAN DIREKTUR KESIAPSIAGAAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOTULENSI HASIL AUDIENSI DIREKTUR KESIAPSIAGAAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Link : https://drive.google.com/drive/folders/19pqSGPyd1k9dBhKMwEH_yZO8FbCmusSD?usp=sharing
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3. Audiensi dengan Direktur Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional RI Bapak Tery Zakiar Musim, S.Sos., M.M., membahas tentang peran Badan Narkotika Nasional RI dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/03/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor BNN RI Jln. MT Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur.
Pelibatan BNN RI dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan adalah berkaitan dengan program P4GN yang mencegah masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia melalui wilayah perairan yang dimungkinkan dibawa oleh imigran gelap tersebut.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.


AUDIENSI DENGAN DIREKTUR INTERDIKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN RI
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DIREKTUR INTERDIKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN RI



Link : https://drive.google.com/drive/folders/1FMWQyWK79wXp9EqxC04MF0QQsrKKPd_9?usp=sharing

4. Audiensi dengan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bapak Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H., membahas tentang peran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/04/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Dirjen Imigrasi Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
Pelibatan Ditjen Imigrasi dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat penting karena memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan imigran gelap dan telah bekerja sama dengan UNHCR yang memiliki database pengungsi rohingya dan melakukan profilling terhadap pengungsi rohingya serta memiliki rumah detensi untuk menampung para imigran gelap.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
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5. Audiensi dengan Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksma Tni Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr., Opsla., membahas tentang strategi Badan Keamanan Laut RI dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/05/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Bakamla RI Jl. Pemuda No.6, RT.2/RW.15, Rawamangun, Kota Jakarta Timur.
Pelibatan Bakamla RI dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat diperlukan karena memiliki kapal patroli yang besar dan tersebar di seluruh pangkalan Bakamla di Indonesia dan sumber daya lainnya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN DIREKTUR OPERASI LAUT BADAN KEAMANAN LAUT R.I
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN DIREKTUR OPERASI LAUT BADAN KEAMANAN LAUT R.I


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1bWpSk75dqIGNQnhZiJc7h7hOiw0qpHQC?usp=sharing
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6. Audiensi dengan Direktur Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Aceh KBP Wahyu Prihatmaka, S.H., membahas tentang peran Ditpolairud Polda Aceh dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/06/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Ditpolairud Polda Aceh Jl. Indra Budiman, Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
Pelibatan Ditpolairud Polda Aceh dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat diperlukan karena memiliki kapal patroli yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Aceh dan sumber daya lainnya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN DIRPOLAIRUD POLDA ACEH
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN DIRPOLAIRUD POLDA ACEH



Link : https://drive.google.com/drive/folders/1k3S0RTU9IxS3AlfeHgK8zeC8-VDNgfST?usp=sharing

7. Audiensi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen. Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membahas tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/07/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor BNNP Aceh Jln. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Jl. Keuchik Amin, Lampeuneurut Gampong, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh.
Pelibatan BNNP Aceh dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan adalah berkaitan dengan program P4GN yang mencegah masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia khususnya provinsi Aceh melalui wilayah perairan yang dimungkinkan dibawa oleh imigran gelap tersebut.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN KEPALA BNN PROVINSI ACEH
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN KEPALA BNN PROVINSI ACEH

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1Ih3f5HJ952LKWvc5O8J8i8YxHp7i9Cp2?usp=sharing
44
NYOTO SAPTONO – PKN 2

8. Audiensi dengan Kepala Staff Guskamla Koarmada I Kolonel Laut (P) Musleh Yadi, S.E., M.Han., membahas tentang peran Guskamla Koarmada I dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/08/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Guskamla Koarmada I Jl. Diponegoro No.21, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang.
Pelibatan TNI Angkatan Laut dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat diperlukan karena memiliki kapal patroli yang besar dan banyak serta tersebar di seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia dan sumber daya lainnya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.


AUDIENSI DENGAN KEPALA STAFF GUSKAMLA KOARMADA I


	
[image: ]
	[image: ]
	
[image: ]
	[image: ]


NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN KEPALA STAFF GUSKAMLA KOARMADA I



Link : https://drive.google.com/drive/folders/1WIZ9f1pFTYHmm0Sal331YnZEdaFoKCfI?usp=sharing
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9. Audiensi dengan Kepala Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza, A.Md.Im., S.H., M.H., membahas tentang peran Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/09/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang.
Pelibatan Imigrasi Kelas II TPI Sabang dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia khususnya wilayah Sabang melalui wilayah perairan sangat penting karena memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan imigran gelap dan telah bekerja sama dengan UNHCR yang memiliki database pengungsi rohingya dan melakukan profilling terhadap pengungsi Rohingya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
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Link : https://drive.google.com/drive/folders/1q-ma9fFajTxt0dXDDuDX5na-yjBSLgQQ?usp=sharing
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10. Audiensi dengan PJ. Walikota Sabang Andri Nourman, AP., M.Si., membahas tentang peran Pemerintah Kota Sabang dalam penanganan penyelundupan manusia berlatarbelakang pengungsi rohingya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/10/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Walikota Sabang Jl. Diponegoro No.20, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang.
Peran Pemerintah Kota Sabang dalam penanganan Pengungsi Rohingya mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan, koordinasi dengan lembaga internasional dan organisasi non pemerintah, melindungi hak-hak pengungsi, serta integrasi sosial dan ekonomi. Mereka juga bertanggung jawab memastikan keamanan dan kesehatan para pengungsi selama mereka tinggal.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN PJ. WALIKOTA SABANG
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NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN PJ. WALIKOTA SABANG
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Link : https://drive.google.com/drive/folders/1ltadYCpnXXvz8aCqOLaz7PQ4bdHyAP_j?usp=sharing
47
NYOTO SAPTONO – PKN 2

11. Audiensi dengan Kepala Kepolisian Resor Sabang AKBP Erwan, S.H., M.H., membahas tentang strategi Polres Sabang dalam penanganan penyelundupan manusia dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permohonan Audiensi, Nomor: B/11/IX/2024/Pol-8005 tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Polres Sabang Jl. Perdagangan, Kuta Barat, Kota Sabang.
Pelibatan Polres Sabang dalam pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan sangat diperlukan karena Polres Sabang memiliki tanggung jawab terhadap situasi kamtibmas di Pulau Sabang dan memiliki kapal patroli dan sumber daya lainnya.
Kegiatan audiensi ini menghasilkan foto kegiatan, surat dukungan proyek perubahan, video testimoni tentang strategi dalam penanganan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan, dan Notulensi yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi yang akan di tetapkan.
AUDIENSI DENGAN KAPOLRES SABANG
NOTULENSI HASIL AUDIENSI DENGAN KAPOLRES SABANG






Link : https://drive.google.com/drive/folders/1WMISGl-gS0NZV_k0Harfbp83mG1oysjc?usp=sharing
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FGD PERMASALAHAN PENYELUNDUPAN MANUSIA & PENGUNGSI (5)
TUJUAN : Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Solusi Tentang Penanganan Penyelundupan Manusia & Pengungsi
OUTPUT : Notulensi Hasil FGD

Focus Group Discusssion dengan 10 (sepuluh) stakeholder, yaitu: Guskamla Koarmada I, Pemerintah Kota Sabang, Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Polres Sabang, KSOP Sabang, BNPP Sabang, Bea Cukai Sabang, Karantina Kesehatan Sabang, BNN Sabang dan Panglima Laot Sabang. FGD dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Dhira Brata Polres Sabang Jl. Perdagangan, Kuta Barat, Kota Sabang. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukkan dari Stakeholder dan Narasumber dalam menyusun Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia melalui Wilayah Perairan dan juga Penanganan Pengungsi.
Hasil FGD yaitu penyelundupan manusia yang masuk ke Indonesia melalui perairan Aceh saat ini berkedok pengungsi etnis Rohingya, penanganan pengungsi dari luar negeri mengatur hanya penanganan dalam kondisi darurat tidak dalam kondisi normal, Perlu adanya revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dan dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan pencegahan penyelundupan dan penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan.
FGD DENGAN STAKEHOLDER
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	NOTULENSI HASIL FGD DENGAN STAKEHOLDER
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PENYUSUNAN DRAFT PKS DENGAN STAKEHOLDER (6)
TUJUAN : Melakukan Penyusunan Draft PKS tentang Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan dengan Imigrasi Kelas II TPI Sabang
OUTPUT : Draft PKS

Hasil Focus Group Discussion antar Stakeholder dilanjutkan dengan melakukan penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Imigrasi tentang penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan.
Penyusunan draft PKS dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang.
Pada rapat penyusunan PKS telah dapat diselesaikan draftnya yang akan diteruskan kepada tim pokja Bagkerma Korpolairud Baharkam Polri bersama tim Divisi Hukum yang selanjutnya dilaksanakan proses penandatanganan.


RAPAT PENYUSUNAN DRAFT PKS BERSAMA IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
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NOTULENSI HASIL PENYUSUNAN DRAFT PKS DENGAN DITJEN IMIGRASI


Link : https://drive.google.com/drive/folders/14nqStHeqh_mHmyKw9nmydGMaQyVxBlBt?usp=sharing
50
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PEMBUATAN DRAFT SOP PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN (7)
TUJUAN : Menyusun Panduan Pelaksanaan Patroli Penanganan dan Pencegahan Pengungsi dari luar negeri di Wilayah Perairan
OUTPUT : Draft SOP

Strategi penanganan penyelundupan manusia yang berlatarbelakang pengungsi dari luar negeri membutuhkan Standar Operation Prosedur (SOP) guna meningkatkan efektivitas operasional dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan prosedur atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan draft SOP dilaksanakan pada tanggal 04 November 2024 bertempat di Kantor Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Jl. R.E. Martadinata I/ 1, Jakarta Utara.
Penyusunan Draft SOP telah selesai dan akan diteruskan kepada tim pokja Bagkerma Korpolairud Baharkam Polri bersama tim Divisi Hukum yang selanjutnya dilaksanakan proses penandatanganan.


RAPAT PENYUSUNAN DRAFT SOP PATROLI PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
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Link : https://drive.google.com/drive/folders/1FXPhazNK7vKkkjyNO5jWV7IFhBVMX9Bd?usp=sharing

PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN (8)
TUJUAN : Menyusun Draft PERKABA tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
OUTPUT : Draft PERKABA

Strategi penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan menjadi landasan bagi organisasi Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan patroli perairan di wilayah rawan terhadap kejahatan penyelundupan manusia, sehingga dilakukan rapat penyusunan draft PERKABA yang mengatur tentang SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri.
Penyusunan draft PERKABA dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 bertempat di Kantor Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Jl. R.E. Martadinata I/ 1, Jakarta Utara. Tim penyusunan dapat menyelesaian penyusunan dan akan diteruskan kepada tim pokja Bagkerma Korpolairud Baharka m Polri bersama tim Divisi Hukum yang selanjutnya dilaksanakan proses penandatanganan.
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	RAPAT PENYUSUNAN DRAFT PERKABA TENTANG SOP DI LINGKUNGAN BAHARKAM POLRI
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	DRAFT PERKABA TENTANG SOP DI LINGKUNGAN BAHARKAM POLRI


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1PCX4CVU00vBSWBt3F_GdZIY8wh_DNvET?usp=sharing	52

2. Manfaat Implementasi Proyek Perubahan
Proyek perubahan ini setelah di implementasikan mempunyai manfaat sebagai berikut:
a. Proyek Perubahan akan mampu mengurangi jumlah penyelundupan di wilayah perairan;
b. Membantu pemerintah dalam skema penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan;
c. Meningkatkan kerjasama Stakeholder Pengamanan Wilayah Perairan;
d. Memberikan	solusi	dari	permasalahan	Penyelundupan	manusia	dan penanganan pengungsi;
e. Meningkatkan peranan organisasi pembelajar dalam efektivitas suatu organisasi;
f. Pengembangan kepemimpinan Strategis suatu organisasi pemerintah.
Proyek perubahan ini setelah di implementasikan mempunyai manfaat yang diukur dari ukuran efetifitas dan efisiensinya, sebagai berikut:
a. Efektifitas, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik :
1) Membantu pemerintah dalam skema penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan yaitu dengan adanya SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan di lingkungan internal Korpolairud Baharkam Polri sehingga mampu meningkatkan efektivitas operasional dalam menangani penyelundupan manusia berlatarbelakang pengungsi dari luar negeri;
2) Memberikan solusi dari permasalahan Penyelundupan manusia dan penanganan pengungsi;
3) Meningkatkan peranan organisasi pembelajar dalam efektivitas suatu organisasi;
4) Pengembangan kepemimpinan Strategis suatu organisasi pemerintah.
b. Efesiensi, berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal : Meningkatkan kerjasama Stakeholder Pengamanan Wilayah Perairan yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Imigrasi dapat meningkatkan produktifitas secara keseluruhan dengan biaya dan usaha yang minimal karena adanya kerja sama dalam hal pemanfaatan sumber daya seperti aset dan teknologi.
3. Kepemimpinan Strategis
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MELAKUKAN PENYELAMATAN PENGUNGSI ROHINGYA



MELAKUKAN PATROLI AIR UNTUK ANTISIPASI PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN



MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN KEPADA GENERASI MUDA UNTUK PENGAMANAN PERAIRAN

MENGIKUTI FGD KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI TENTANG PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING
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SOSIALISASI STRATEGI PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI WILAYAH PERAIRAN KEPADA KOMANDAN KAPAL PATROLI POLRI

Pengelolaan Risiko Dalam Proyek Perubahan
a. Resiko
1) Keterbatasan sumber daya (personel, anggaran, teknologi).
2) Keterlambatan dalam implementasi strategi baru.
3) Penolakan dari pihak internal (misalnya personel Korpolairud yang terbiasa dengan prosedur lama).
4) Kesulitan dalam koordinasi dengan pihak terkait (instansi lain, lembaga internasional).
5) Ketidakmampuan menghadapi modus baru dalam penyelundupan manusia.
b. Pengendalian Risiko / Solusi
1) Optimalisasi Sumberdaya lainnya atau anggaran lainnya di luar Korpolairud, misalnya anggaran APBN/APBD atau kerjasama dengan instansi lainnya
2) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Meningkatkan keterampilan personel Korpolairud agar dapat menghadapi tantangan baru dalam menangani penyelundupan manusia.
3) Penerapan Teknologi Canggih: Implementasi alat deteksi terbaru (misalnya, pemindaian atau pemantauan satelit) untuk meminimalkan celah dalam pengawasan.
4) Koordinasi Lintas Instansi: Menyusun mekanisme kerja sama yang lebih kuat antara Korpolairud dan instansi terkait, baik domestik maupun internasional.
5) Penyusunan SOP yang Jelas: Menyusun prosedur operasi standar yang lebih efisien dan relevan dengan perubahan situasi.
Pemanfaatan	Peluang	Yang	Muncul	Selama	Pemecahan Permasalahan Strategis
a. Optimalisasi	Kerjasa	dengan	Stakeholder	tidak	hanya	dalam	hal pencegahan penyelundupan manusia tetapi potensia untuk kerjasama
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pencegahan Penyelundupan Narkoba.
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b. Optimalisasi kerjasama pemeliharaan ekosistem kelautan dan peningkstan Blue Ekonomi.
c. Kerjasama dengan Stakeholder dalam Pembinaan & Pelatihan Kepada Nelayan & Masyarakat Pesisir Pantai dalam Peningkatan Ekonomi.
Pengelolaan Sumber Daya (Input) Yang Terbatas Secara Efektif Dan Efisien
a. Tim efektif.
Optimalisasi Tim Efektif yang dilakukan menggunakan SDM dari Korpoairud, mekanisme rapat digunakan by online : Zoom, koordinasi dilakukan juga melalui teleconference.
b. Anggaran.
Anggaran terbatas menggunakan anggaran internal korpolairud dan memanfaatkan anggaran kerjasama dengan Stakeholder lainnya.
c. Sarana prasarana.
Sarana & Prasarana di optimalkan menggunakan Korpolairud dan kerjasama dengan Stakeholder.
4. Implementasi Strategi Marketing
Strategi marketing ini diarahkan kepada stakeholder agar mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.PETA STAKEHOLDER SETELAH PROPER


Setelah pelaksanaan proyek perubahan terjadi perpindahan peta Stakeholder yaitu peta stakeholder dari kelompok Latents berpindah ke promoters seiring dengan kepentingan Stakeholder dalam penanganan penyelundupan manusia melalui wilayah perairan secara langsung. Stakeholder yang berpindah ke Promoters khususnya Stakeholder yang terlibat langsung dalam implementasi Proper seperti, Ditjen Imigrasi, Kepala Bakamla, Kepala Basarnas Serta TNI AL. 56
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Strategi komunikasi yang dilakukan dengan Stakeholder yaitu memberikan penjelasan secara langsung melalui Audiensi menjelaskan permasalahan strategi yang terjadi dalam penyelundupan manusia di wilayah perairan yang mengancam keamanan harkamtibmas yang menyebabkan juga turunnya kepercayaan untuk investasi dan penegakk hukum & HAM.
Pemanfaatan Strategi Organisasi
Proyek Perubahan ini menggunakan branding “PANTAU” yang merupakan singkatan dari PencegahAN dan Aksi Korpolairud Terhadap Penyulundupan Manusia di LAUt.
[image: ]Kata PANTAU ini menyiratkan tindakan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap jalur penyelundupan manusia di wilayah perairan.
Tameng: Tameng adalah simbol dari perlindungan, pertahanan, dan keamanan. Dalam konteks PANTAU, tameng melambangkan upaya untuk melindungi wilayah    perairan    dari    ancaman
penyelundupan manusia. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan laut melalui pengawasan yang ketat dan tindakan preventif yang tegas.
Personel Polisi Perairan: Siluet atau gambar personel polisi perairan yang mengenakan seragam laut menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang terlatih dan berkompeten. Ini menunjukkan keterlibatan pihak berwenang yang profesional dalam menangani permasalahan penyelundupan manusia di laut. Personel polisi juga melambangkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di perairan.
a. Pencegahan dan Aksi Korpolairud Terhadap Penyelundupan Manusia.
Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan membahayakan keselamatan korban. Dalam menghadapi masalah ini Korpolairud memiliki peran strategis yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.
b. Pencegahan menjadi langkah pertama yang diambil oleh Korpolairud dalam upaya memerangi penyelundupan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan metode pemantauan yang terintegrasi, Korpolairud secara aktif mengawasi jalur-jalur rawan penyelundupan di perairan Indonesia baik di laut maupun wilayah pesisir pantai. Pemantauan ini dilakukan melalui patroli perairan rutin, penggunaan satelit serta teknologi drone dan kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan modern untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
c. Aksi Korpolairud tidak hanya sebatas pemantauan, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan represif yang tegas terhadap para pelaku penyelundupan	manusia.	Jika	terdeteksi	adanya	aktivitas	ilegal, Korpolairud akan segera mengambil langkah-langkah intervensi dengan melakukan penyergapan, penangkapan, dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih besar.		57
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Tindakan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik di tingkat nasional maupun internasional guna membangun tim yang solid dalam menanggulangi kejahatan ini.
d. Korpolairud juga terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pelatihan teknis maupun pemahaman terkait hak asasi manusia untuk memastikan setiap tindakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban penyelundupan manusia serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga tindakan hukum yang tegas, Korpolairud berkomitmen untuk memberantas penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan hukum di laut, tetapi juga untuk melindungi martabat manusia dan mencegah eksploitasi yang merugikan korban-korban rentan, terutama di wilayah pesisir yang sering menjadi target bagi para sindikat penyelundupan. Melalui pencegahan dan aksi tegas, Korpolairud bertujuan menciptakan lingkungan perairan yang lebih aman, bersih dari praktik ilegal, dan menghormati hak asasi manusia.
Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan
[image: ]
“Korpolairud Baharkam Polri
Siap Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan, Bebas dari Tindakan illegal”
Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya untuk menerapkan konsep serupa terutama utuk kabupaten lainnya lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. Promosi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media. Rapat
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koordinasi , rapat sosialisasi untuk membangun sinergi dan kemitraan.
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PUBLIKASI PROYEK PERUBAHAN FACEBOOK	FORUM RAKYAT
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manusia-di-wilayah-perairan-sabang/
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Link : https://www.facebook.com/KorpolairudBaharka mPolri?mibextid=LQQJ4d

Link :
https://forumrakyat.co.id/2024/10/18/amankan- penyeludupan-manusia-komandan-kp-
wisanggeni-8005-gelar-fgd-di-mapolres-sabang/

HUMAS POLRI	IG KORPOLAIRUD


Link :
https://www.humas.polri.go.id/2024/10/19/strategi- korpolairud-dalam-penanganan-penyelundupan-

Link :
https://www.instagram.com/p/DBTFTugTgIJ/
?igsh=YWJlemx2ZnlvdmJy

KORPOLAIRUD NEWS
















Link :
https://korpolairud-news.com/2024/10/19/kapal- polisi-wisanggeni-8005-ditpolair-korpolairud- baharkam-polri-melaksanakan-focus-group- discussion-fgd/

TIKTOK KORPOLAIRUD
















Link :
https://vt.tiktok.com/ZSjrWEY29/
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VIDEO IG KORPOLAIRUD	YOUTUBE KORPOLAIRUD


Link :
https://www.instagram.com/p/DB9ALTqMXQa/

Link : https://youtu.be/7Zlem7eFPbI?si=wF7RUieA3- p6LvB0

5. Keberlanjutan Proyek Perubahan
Dalam keberlanjutan proyek perubahan, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan internal maupun dukungan eksternal sehingga proyek perubahan ini dapat terus berlanjut pada jangka menengah maupun jangka panjang.
Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan dengan dukungan internal dari Kakorpolairud Baharkam Polri dan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri melalui Komitmen Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa proyek perubahan ini digunakan secara berkesinambungan dan Kabagrenmin Korpolairud Baharkam Polri yang akan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi/ operasional inovasi, termasuk pengalokasian anggaran.
Dukungan dari stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dilaut juga sangat menentukan berlanjutnya proyek perubahan ini berjalan sampai pada jangka panjang.
KEBERLANJUTAN PROPER JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
[image: ]

JANGKA MENENGAH



[image: ]
JANGKA PANJANG

Penandatangan Komitmen Melanjutkan Proyek Perubahan
PENANDATANGANAN OLEH KABAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
SURAT KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN
PENANDATANGANAN OLEH KASUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1jMe8CX1lj5lnv8-UC-N3YtAHKT4gX5gn?usp=sharing	62
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Komitmen keberlaniutan Draft PKS Antara Baharkam Polri Dengan Ditjen Imigrasi dan Draft SOP Patroli Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Wilayah Perairan tersebut telah dikirimkan oleh Dirpolair kepada Kakorpolairud Baharkam Polri untuk di tindaklanjuti dalam pembahasan di tingkat internal Korpolairud Baharkam Polri.


NOTA DINAS PENGIRIMAN DRAFT PKS DAN DRAFT SOP

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1dXQq8UotUewPNdPw-0m-_junitBi_sq-?usp=sharing

Dukungan Stakeholder terhadap Proyek Perubahan
1. Dukungan Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol. M. Yassin Kosasih, S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla. terhadap proyek perubahan K omandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

Link :
https://drive.google.com/drive/folders/1qP34QgSV3	63SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

QllWnrVFHllm-2EVcbGhn1J?usp=sharing

2. Dukungan Direktur KPLP Ditjen Perhubun gan Laut Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasion al Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1C32187eae7 LGTE_CRPKjnQOoROHsKTB-?usp=sharing

3. Dukungan Direktur Kesiapsiagaan BNNP Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd., M.M., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/19KOXdODTKi IwO48dHbse2Xo6S0uodw1z?usp=sharing
64SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


4. Dukungan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasio nal Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1xlDGt50DWU bXRDOZDc1L4ApCdLyS7b-T?usp=sharing

5. Dukungan Direktur Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Tery Zakiar Muslim, S.Sos., M.M., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI- 8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1jOmgNv46AX
8tHj7mCgpoMZyRwinoK5x5?usp=sharing	65SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


6. Dukungan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Ops la., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1FzWqr6Ew10 NFZgYBYnH_Fek3IgYrZn1f?usp=sharing

7. Dukungan Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh KBP Wahyu Prihatmaka, S.H., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/1UbuNCFwCm zuB4U0vs1bJRpxhUuo1Jj26?usp=sharing
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8. Dukungan Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen. Pol. Marzuki Ali Basyah, M.M., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WIS ANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/13sdQI35eXUl wft12gq9UQMbZYucXFVK7?usp=sharing
9. Dukungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza, A.Md.Im., S.H., M.H., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Link : https://drive.google.com/drive/folders/11LkHMFxg3M Y40hHD4eQUCkxMsTU31uh5?usp=sharing

10. Dukungan Kepala Staff Gugus Keamanan Laut Komando Armada I Kolonel Laut (P) Musleh Yadi, S.E., M.Han., t erhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1BCAwgooKFf qGtZqR7N5UJBBNRGZxbOuH?usp=sharing

11. Dukungan Pj. Walikota Sabang Andri Nourman, A.P., M.Si., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1ZWcqEh2YUi gw-CY20Jz2-UvlySJx6m_p?usp=sharing

12. Dukungan Kepala Kepolisian Resor Sabang AKBP Erwan, S.H., M.H., terhadap proyek perubahan Komandan KP. WISANGGENI-8005 dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1-
e0pLwTmmS8ZchOQvBdTxy64ahY4SdaG?usp=sharingSURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


FORMULIR PELAKSANAAN MENTORING

	NO
	MENTEE
	MENTOR

	1
	NAMA
	: Capt. NYOTO SAPTONO, S.H., M.Si(Han)., M.Mar.
	NAMA
	: DADAN, S.H., M.H.

	2
	NRP
	: 74080892
	NRP
	: 69040340

	3
	PANGKAT/ GOL.RUANG
	: AKBP
	PANGKAT/ GOL.RUANG
	: KOMBES POL

	4
	JABATAN
	: KOMANDAN KP. WISANGGENI – 8005
	JABATAN
	: KASUBDIT PATROLIAIR

	5
	UNIT KERJA
	: SUBDIT PATROLIAIR
	UNIT KERJA
	: DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

	TUJUAN: KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN/ AKSI PERUBAHAN

	TAHAP
	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1)
	BASELINE TARGET (2)
	TARGET (3)
	STRATEGI PENCAPAIANTARGET (4)

	JANGKA MENENGAH
	1. Terlaksananya kordinasi penyusunan Draft PKS
2. Terlaksananya kordinasi penyusunan Draft SOP
3. Terlaksananya kordinasi penyusunan Draft Perkaba
	Nov 2024 s.d Ags 2025
	1. Persetujuan PKS
2. Persetujuan SOP
3. Persetujuan Perkaba
	Sosialisasi PKS Sosialisasi SOP Sosialisasi Perkaba

	JANGKA PANJANG
	1. Implementasi perjanjian kerjasama
2. ANEV
	Jun 2025 s.d. Des 2025
	Risalah Sosialisasi
	1. Penyusunan personel dan organisasi yang kompeten serta akses komunikasi antar stakeholder
2. Penyiapan sarana dan prasarana serta strategi implementasi patroli

	FAKTA:
1. Tersusunnya Draft PKS
2. Tersusunnya Draft SOP
3. Tersusunnya Draft Perkaba

	TAHAP
	TARGET SKP (5)
	PROGRES PENCAPAIAN TARGET (6)
	MASALAH/ HAMBATAN (7)
	PENYEBAB (8)

	JANGKA MENENGAH
	Terbentuknya kerja sama
	Terbentuknya PKS, SOP dan Perkaba
	Hambatan Birokrasi
	Kebutuhan organisasi yang berbeda

	JANGKA
PANJANG
	Terlaksananya patroli bersama
dan ANEV
	Tersedianya akses koordinasi dengan
stakeholder terkait
	Hambatan Birokrasi
	Anggaran yang terbatas




	PELUANG: APA YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PERUBAHAN/ AKSI PERUBAHAN UNTUK MENCAPAI TARGET JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG (9)

	1. Adanya dukungan dari tim efektif, mentor dan pimpinan satker
2. Adanya komitmen dan dukungan dari stakeholder terkait

	LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?

	TAHAP
	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (10)
	STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH/ HAMBATAN (11)

	JANGKA MENENGAH
	Mengadakan sosialisasi SOP dan sosialisasi perjanjian kerja sama
	Meminta dukungan Pimpinan dan stakeholder terkait Kerja Sama

	JANGKA PANJANG
	Melaksanakan patroli bersama
	Meminta dukungan Pimpinan dan stakeholder terkait Kerja Sama sertamelaksanakan ANEV





Mentee
[image: ]

 Capt. NYOTO SAPTONO, S.H., M.Si(Han).,M.Mar. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892

Jakarta, 11 November 2024 Mentor



[image: ]	DADAN, S.H., M.H.	 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040340




FORMULIR DIALOG TIM EFEKTIF DAN STAKEHOLDER

	NO
	Identitas Peserta

	1
	Nama
	: Capt. NYOTO SAPTONO, S.H., M.Si(Han)., M.Mar.

	2
	NRP
	: 74080892

	3
	Pangkat/ Gol
	: AKBP

	4
	Jabatan
	: KOMANDAN KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005

	5
	Unit Kerja
	: SUBDIT PATROLI AIR



	NO
	Jenis Aktor/ Peran
	Identitas Aktor/ Peran (1)
	Bentuk Dialog (2)
	Potensi Dukungan (3)

	


1
	


Tim Efektif
	1. Kompol Subandi, S.ST., M.M.
2. Iptu Darmadi, S.H.
3. Ipda Melky Marthen Yuli, S.Tr.Pel.
4. Ipda Yunus Situmorang, S.Tr.Pel.
5. Bripka Muhammad Ismail
6. Brigadir Adiwijaya
7. Brigadir Roberto Junior Kambu
8. Bripda Ahmad Zainul Arifin
9. Bripda M. Amri Ayji Rusydi
	Tatap muka dan diskusi
	Sumber daya

	
2
	
Stakeholder Internal
	1. Kakorpolairud Baharkam Polri
2. Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri
3. Kasubdit patroli air
4. Kabag Renmin Korpolairud Baharkam Polri
5. Dirpolairud Polda Aceh
6. Kapolres Sabang
	Tatap muka dan diskusi
	1. Sumber daya
2. Akses
3. Anggaran
4. Perencanaan
5. Fasilitas

	


3
	


Stakeholder Eksternal
	1. Kepala Staff Guskamla Koarmada I
2. Dir Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
3. Ka BNNP Aceh
4. Dir Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
5. Dir operasi laut Bakamla RI
6. Dir kesiapsiagaan BNPP
7. Dir Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI
8. Walikota Sabang
9. Kepala Imigrasi Kelas II TPI Sabang
	Tatap muka dan diskusi
	1. Sumber daya
2. Akses
3. Fasilitas



Jakarta, 11 November 2024 Peserta
[image: ]
 Capt. NYOTO SAPTONO, S.H., M.Si(Han).,M.Mar. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892

6. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar:
Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan

Rapat dalam team efektif disamping untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya kegiatan proyek perubahan dalam Jangka Pendek juga dimaksudkan untuk proses organisasi pembelajar yaitu melakukan juga Transfer Knowledge dan Pemahaman kepada anggota team efektif.
Pada team efektif dilakukan juga evaluasi terhadap masing masing pokja untuk pencapaian target pada Jangka Pendek. Implementasi organisasi pembelajar dilakuan dengan juga melalui kegiatan pada sosialisasi kepada masyarakat, dimana team efektif berinterakasi langsung dengan masyarakat.



Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan
Tabel: Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan

	Pihak Terdampak
	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi (Workdhop/ Sosialisasi/ pelatihan/ dll)
	Hasil pengembangan Kompetensi

	a) Tim Efektif
	Tim Efektif melakukan Koordinasi & Pencapaian Target
Proper
	Pelatihan Kompetensi SDM & Pembinaan Tim Efektif
	1. Melaksanakan Pelatihan SAR & penanganan korban
2. Melaksanakan pelatihan Peran Kebakaran

	b) Organisasi Patroli air
	Persepsi yang sama dalam Pengawasan & Pengamanan Penyelundupan Manusia
	Membangun Kerjasama Tim Patroli air dalam pelatihan Kepemimpinan Strategis, dilakukan dengan cara Sosialisasi Kebijakan
	1. Melaksanakan Apel bersama dan sosialisasi penyelundupan manusia
2. Melaksanakan latihan pemeriksaan dan penggeledahan diatas kapal

	c) Masyarakat Pesisir pantai & Nelayan
	Kerjasama dalam informasi dan peran aktif membantu Pengamanan Wilayah Perairan
	Melakukan Pemberdayaan dilakukan dengan cara Pembinaan & Ceramah, Memberikan pembekalan kepada masyarakat pesisir pantai & nelayan dilakukan dengan cara ceramah
	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan program polisi RW tentang keamanan dan keselamatan di laut
2. Melaksanakan kegiatan
bersih pantai bersama masyarakat pesisir pantai
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	Melaksanakan Pelatihan SAR & penanganan korban kecelakaan laut
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	Melaksanakan Pelatihan Peran Kebakaran
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	Melaksanakan Apel bersama dan sosialisasi penyelundupan manusia
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	Melaksanakan latihan pemeriksaan dan penggeledahan diatas kapal




 

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan keselamatan di laut

Melaksanakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat pesisir pantai


7. Keterkaitan	Mata	Pelatihan	Pilihan	dengan	Proyek Perubahan
Dalam upaya mendukung proyek perubahan Strategi Korpolairud Baharkam Polri dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan, maka peserta melengkapi pengetahuan dengan mengikuti mata pelatihan pilihan yang terkait dengan upaya penegakan hukum di wilayah perairan baik langsung ataupun tidak langsung. Adapun mata kuliah yang diambil dan relevan dalam mendukung proyek perubahan adalah sebagai berikut :
1. Anti Narkoba
Pengambilan mata kuliah anti narkoba dikarenakan wilayah perairan khususnya wilayah perbatasan rawan terhadap peredaran Narkoba sehingga perlu pemahaman tentang mekanisme peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba dan juga masuknya dari negara asing.
2. Pengadaan Barang dan Jasa
Pengambilan mata kuliah pengadaan barang jasa dikarenakan pada proyek perubahan memerlukan pengadaan kapal, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan Patroli Perairan di wilayah perairan perbatasan.
3. Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan maritim merujuk pada pengembangan sektor ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, serta pelestarian ekosistem laut dan pesisir.


	Nama Peserta	:
	Capt. Nyoto Saptono, S.H., M.Si(Han)., M.Mar.

	Nosis	:
	20240707012317

	Instansi	:
	Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri

	Nama Coach	:
	Margaretha Yuliani, SKM., M.M.



	No
	Judul Proyek/Aksi
Perubahan
	Mata Pelatihan
	Jalur Pembelajaran
	Hubungan dengan Proyek/Aksi
Perubahan
	Sumber Pembelajaran & Bukti

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1.
	













Strategi Korpolairud dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan
	Anti Narkoba
	Pembelajaran mandiri
	Pengambilan mata kuliah anti narkoba dikarenakan wilayah perairan khususnya wilayah perbatasan rawan terhadap peredaran Narkoba sehingga perlu pemahaman tentang mekanisme peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba dan juga masuknya dari
negara asing
	Online Pimnas LAN, You Tube, Literasi digital

	2.
	
	Pengadaan Barang dan Jasa
	Pembelajaran mandiri
	Pengambilan mata kuliah pengadaan barang jasa dikarenakan pada proyek perubahan memerlukan pengadaan kapal, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan Patroli Perairan di wilayah
perairan perbatasan
	Online Pimnas LAN, You Tube, Literasi digital

	3.
	
	Pertumbuhan Ekonomi Hijau
	Pembelajaran mandiri
	Indonesia saat ini sedangkan mengembangkan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang hemat energi dan mempunyai keberlanjutan sehingga dibutuhkan agar ekonomi di Kawasan
maritim dapat terjaga dengan baik
	Online Pimnas LAN, You Tube, Literasi digital



26 November 2024 Coach,
[image: ]
Margaretha Yuliani, SKM, M.M.

BAB III PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

	Komponen/ Sub Komponen
	Strategi Pengembangan Potensi Diri

	
	Rencana
	Proses & Progress/ Hasil Pelaksanaan

	Integritas
	Penyesuaian terhadap job description, analisis tupoksi dan analisis kebijakan serta penegakan etika dan integritas dalam jobdes
	Melaksanakan latihan pengembangan diri pengendalian kapal RIB, menganalisis kebijakan dan penegakam hukum, mengelola proper mengarahkan dan mengorganisasi tim efektif, melaksanakan pengarahan kepada ABK KP. WISANGGENI-8005 tentang kedisiplinan dan integritas, melaksanakan
peningkatan kemampuan navigasi dan permesinan kapal

	Kerjasama
	Komunikasi efektif, pengorganisasian tim efektif dan kolaborasi dengan stakeholder
	Melaksanakan latihan patroli bersama dengan Beacukai, Polres dan BNPP Sabang, melaksanakan patroli bersama Polda Aceh, melaksanakan sosialisasi destructive fishing kepada nelayan dan panglima laot Sabang,

	Mengelola Perubahan
	Mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan
	Menjadi narasumber dalam kegiatan prioritas polri Sabang Nusa, melaksanakan sosialisasi bahaya
dampak penyelundupan manusia di SMKN 1 Sabang.
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	Melaksanakan pengarahan kepada ABK KP. WISANGGENI-8005 tentang kedisiplinan dan integritas





Mengelola proper mengarahkan dan mengorganisasi tim efektif
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	Melaksanakan latihan patroli bersama Beacukai, Polres, dan BNPP Sabang
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	Melaksanakan peningkatan kemampuan navigasi dan permesinan kapal
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	Melaksanakan latihan pengendalian kapal pendukung
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	Menjadi narasumber dalam kegiatan Prioritas Polri Sabang Nusa
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	Menjadi narasumber kegiatan FGD penyelundupan manusia
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	Melaksanakan sosialisasi destructive fishing kepada nelayan dan panglima laot Sabang




Melaksanakan sosialisasi bahaya dampak penyelundupan manusia di SMKN 1 Sabang


BAB IV PENUTUP
Lesson Learnt
1. Komunikasi, Sinergitas dan Kolaborasi Merupakan Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan
2. Pemimpin		harus mempunyai kemampuan dalam	menggerakkan semua sumberdaya untuk mencapai sasaran suatu organisasi
3. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu beradaptasi atas perubahan lingkungan dengan strategi yang tepat
4. Inovasi & Kepemimpinan Strategis merupakan kunci utama suatu organisasi untuk merubah suatu sistem


[image: ]	[image: ]


DAFTAR PUSTAKA :

a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Unclos (United Nation Convention On The Law Of The Sea);
b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
d. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
g. Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
j. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
k. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
l. Undang – undang nomor 17 tahun 2017 tentang Pelayaran;
m. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
n. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 yang menjelaskan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
o. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri;
p. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan;
q. RPJMN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024;
r. 4 ROADMAP PRESISI POLRI;
s. 16 PROGRAM PRESISI POLRI;
t. Mendelow A.L (1981, December), Environmental Scanning – The Impact of The Stakeholder Concept dalam ICIS (Prosiding no.20).

Kartu Kendali Proses Coaching
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXI Tahun 2024


Nama Peserta	: Capt. Nyoto Saptono,
S.H., M.Si(Han)., M.Mar.
NDH	: 20240707012317
Instansi	: Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri

Nama Coach  : Margaretha Yuliani, SKM,
M.M.


	No
	Tanggal
Coaching
	Isu/ Permasalahan Yang dihadapi
	Media Komunikasi
	Hasil
Coaching
	Tanda Tangan
Coach

	1.
	26 November
2024
	Rancangan laporan implementasi proyek perubahan dengan judul strategi korpolairud dalam penanganan penyeludupan manusia di wilayah perairan
	Daring Whatsapp (WA)
	· Paraf PKS tim efektif dan Imigrasi Sabang
· pengiriman draft PKS dan SOP oleh Dirpolair kepada Kakorpolairud
· Pengelolaan resiko proyek perubahan
· Pemanfaatan peluang
· Pengelolaan Sumber Daya
· Implementasi Strategi Marketing
· Pemanfaatan Strategi Organisasi
· Kelengkapal Link Dokumen
	
[image: ]

	2.
	30 November
2024
	Usulan perbaikan laporan implementasi proyek perubahan dengan judul strategi korpolairud dalam penanganan penyeludupan
manusia di wilayah perairan
	Daring Whatsapp (WA)
	· Kelengkapan manfaat implementasi proyek perubahan dari segi efektifitas dan efisiensi.
· Tanda tangan di kata pengantar.
	
[image: ]

	3.
	Desember 202401

	Usulan perbaikan laporan implementasi proyek perubahan dengan judul strategi korpolairud dalam penanganan penyeludupan manusia di wilayah
perairan
	Daring Whatsapp (WA)
	- Perbaikan akhir terhadap naskah laporan implementasi.
	


























LAMPIRAN PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF
1. SPRIN TiM EFEKTIF
2. NOTULENSI RAPAT
3. ABSENSI













































LAMPIRAN PERSETUJUAN DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
1. UNDANGAN
2. NOTULENSI RAPAT
3. PERSETUJUAN DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
4. ABSENSI
















































LAMPIRAN ANALISIS KEBIJAKAN
1. UNDANGAN
2. NOTULENSI HASIL ANALISIS
3. ABSENSI













































LAMPIRAN AUDIENSI DENGAN STAKEHOLDER
1. PERMOHONAN AUDIENSI
2. NOTULENSI HASIL AUDIENSI











































































LAMPIRAN FGD DENGAN STAKEHOLDER
1. UNDANGAN
2. NOTULENSI HASIL FGD
3. DAFTAR HADIR





































































LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT PKS
DENGAN STAKEHOLDER
1. UNDANGAN
2. DRAFT PKS
3. DAFTAR HADIR





































































LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT SOP
1. UNDANGAN
2. DRAFT SOP
3. DAFTAR HADIR















































LAMPIRAN PENYUSUNAN DRAFT PERKABA
1. UNDANGAN
2. DRAFT PERKABA
3. DAFTAR HADIR
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OIRERTORAT KEFOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLIS| WISANGGENI-8005

NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
'STRATEGI KORPOLAIRUD DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
DI WILAYAH PERAIRAN

L DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolsian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Saluan Organisasi pada Tingkat Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor

B/1312IVIIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatihan Kepemimpian

Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;
3. Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli _ Nomor

Sprin/2080/X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektf dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat | Angkatan XXXI

Tahun 2024,

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Korpolairud dalam
penanganan penyelundupan manusia di wiayah perairan, yang dilaksanakan

pada
a  Hari Jumat;

b Tanggal : 18 Okiober 2024

. Pukul  :08.30 WIB s.d. Selesai

d. Tempat :Aula Dhira Brata Polres Sabang;

€. Pimpinan : Komandan KP. Wisanggen - 8005.

2. Pembahasan Narasumber Focus Grup Discussion
a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber dan seluruh
peserta yang hadir yang akan membahas tentang Strategi Korpolairud

dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan;

2) Isu penyelundupan manusia, melalui perairan Aceh telah menjadi
masalah yang semakin kompleks dan mengkhawairkan sehingga
menjadi tantangan signifikan bagi Korpolairud Baharkam Polri karena
penyelundupan manusia tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum
intenasional dan domestik tetapi juga menimbulkan dampak sosia
dan kemanusiaan yang mendalam. Hal ini menimbulkan ancaman
serius terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia,
sehingga perlu dilakukan_pencegahan dengan dilaksanakannya

patroll perairan oleh Kapal Patroli Polri:
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3)

)

Dalam pelaksanaan patroli perairan belum optimal karena dasar
hukum penanganan penyelundupan manusia diwilayah perairan
diantaranya Perpres no. 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dari luar neger, Undang-Undang no. 6 tahun 2011 tentang
keimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dianggap belum
komprehensif karena tidak secara khusus menangani kasus
penyelundupan manusia dengan latar belakang pengungsi dari luar
negeri, aturan ini lebih berfokus pada penanganan pengungsi yang
telah tba di Indonesia, namun belum memberikan dasar hukum yang
kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan manusia;

Menghadapi tantangan penyelundupan manusia_membutuhkan
sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel, teknologi,
maupun anggaran. Hal ini dapat menghambat efekivitas operasionai
di lapangan. Pencegahan penyelundupan manusia melalui perairan
tidak dapat dilaksanakan sendiri sehingga harus melibatkan semua
stakeholder seperti Kepolisian, TNI AL, Imigrasi, Bakamia, Badan SAR
Nasional, Syahbandar, BNN, lembaga non-pemerintah dan badan
intenasional.

b, Kapolres Sabang, AKBP Erwan, S.H. MH,

"

2)

3

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia

Polres Sabang melaksanakan kegiatan pencegahan

) Patroli wiayah perairan dilalukan oleh kapal Satpolair dan di
bantu oleh kapal nelayan;

b)  Melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada para panglima
Iao nelayan dan masyarakat yang tinggal di dekat pesisir pantai;

©)  Menghimbau kepada masyarakat untuk mengambil langkah-
langkah preventif guna melindungi diri sendiri dan orang-orang
terdekat dari ancaman penyelundupan manusia;

) Rapat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Stakeholder
terkait

Kendala yang dihadapi oleh Polres Sabang dalam tindak pidana

penyelundupan manusia

a)  Tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan dengan pola
jaringan terputus;

b)  Disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian;

©) Terbatasnya sarana prasarana.

Upaya Polres Sabang dalam mencegah tindak pidana penyelundupan

manusia

) Sosialisasi dan seminar umum kepada masyarakat;

b) Pengawasan dan pemberantasan sius-situs digital yang
mengarah pada penyelundupan manusia;

©) Masyarakat ikut Serta memberikan informasi, melakukan
pengawasan, dan melaporkan kepada pihak berwenang jika
menemukan dugaan adanya praktk penyelundupan manusia.
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membawa imigran gelap yang ternyata membawa pengungsi dan kapal
tidak dalam keadaan darurat. Dan juga penanganan pengungsi setibanya
di Pelabuhan dapat sepenuhnya dilakukan dengan baik.

d) Penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan Aceh secara
optimal tidak dapat dilaksanakan oleh hanya satu nstansi tetapi dibutuhkan
koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan
pencegahan penyelundupan dan penanganan penyelundupan manusia di
wilayah perairan.

Mengetahui, -
IDAN KP. WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Selaku Selaku
PROJECT LEADER

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080852
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SRS
1. Fungsi Korpolairud Dalam Menjaga Karkamtibmas

Wilayah Perairan

Transformasi Organisasi Polri Presisi

Dukungan Pimpinan Polri & Polda Untuk

Penanganan Penyelundupan Manusia

OPORTUNITY (0)

1. Komitmen pemerintah dalam Masalah TPPO yang
menjadi penyebab masalah harkamtibmas

2. Era Vuca & Revolusi Industri membuka Peluang
tranformasi & Kolaborasi

3. Peningkatan Gitra Polsi di Masyarakat khususnya
peran Korpolairud dalam Penanganan Pengungsi

ASPIRTION (A) STRATEGI (SA)

1. Dukungan pemerintah dan masyarakat untuk L
Transformasi Organisasi Korpoalirud Dalam Menja
harkamtibmas Wilayah Perairan

2. Kolaborasi instans terkait

dalam kerjasama Penanganan Penyelundupan

Manusia Via Perairan

Melakukan Langkah Strategis dalam membantu

pemerintah Dalam permasalahan

Penyelundupan manusia

2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder
terkat Permasalahan pengungsi dari negara lain

'STRATEGI (OA)

1. Pemanfaatan teknologi prasarana Korposirud untuk
mengatasi permasalahan Pengamanan Wiyah Perairan

2. Membantu pemerintzh dalam Mengatasi permasalahan
Penyelundupan Manusia dan Harmonisasi Harkamtibmas

RESULT (R) STRATEGI (SR)

1. Adanya Program Pemerintzh dalam mengatasi
Permasalahan Penyelundupan Manusia

2. Transformasi organisasi Pemerintah daiam Mengatasi

‘permasalahan Pengungsi dari negara lain

1. Peran penting Korpolairud Menggunakan
Peralatannya untuk membantu pengamanan

wilayah perairan

Melakukan Inovasi Sistem melalui Kerjasama

Integrasi data & Informasi Untuk penanganan

Pengungsi Antar Stakeholder

3. Meningkatkan Pengawasan Wilayah Perairan dengan
Pemenuhan Kapal & Peralatan

'STRATEGI (OR)

1.Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia di
Wiayah Peraitan Indonesia

2.Optimalisasi & Pengadaan Armada serta Peralatan
lainnya i Korpoairud untuk pengawasan dan
Pengamanan Wiayah Perairan
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Menimbang:

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

'STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

. bahwa Badan Pemelinara Keamanan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, diiaksanakan sesual Standar Operasioanal Prosedur
pada masing-masing unit keria di lingkungan Badan Pemelhara
Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b bahwa Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan
Pemelihara_Keamanan Kepolisian Negara Republi_Indonesia
sebagai dasar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
‘agar berjalan secara efektf,efisien, profesional dan proporsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
PemelharaKeamanan Kepolisian Negara Republi_Indonesia
tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan
Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
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Penyustinan naskah kerja sama Baharkam Poli dengan iisiasi

dari pinaklan;

Sistem pelaporan berkala di ngkungan Baharkam Poir

Penunjukan dan pengajuan caion anggota Polsi Khusus;

Pendidkan dan pelaiihan reguler

Pendidikan dan pelatihan knusus:

Penerbtan KTA Polsi Khusus;

Perpaniang KTA Polsi Khusus:

Pendidikan dan pelatihan pengembangan:

Peningatan kemampuan:

Pengawasan pembinaan tekris Polsi Khusus

Pelatihan Kompetens| pawang satwa Polr

Bantuan teknis unt K-9 pelacak (kiminal umum/ sar/ handaki

narkoba);

Pemerisaan kesshatan dan Dokumen K-9 baru

Penerbtan rekomendasi Badan Usaha Jasa Pengamanan uni

Ko

Patioi /Daimas; Unk K< Penangkalan (penjagaan/

pengawalan):

Patrol Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALK

Tanggap darura terhadap kebakaran kapal Polis

Tanggap darurat terhadap kapa kandas:

Tanggap darurat terhadap orang jatun di aut (Man OverBoard);

Tanggap darura terhadap tubrukan kapal

Penggunaan perbantuan pesawat udara Pol untuk kegiatan

Bantuan Kenda Operasi Kewiayahan;

aa. Palroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wiayah
perairan

svesz-r-rzae

NexgsE

Pasal3

(1) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a sampai dengan huruf e diaksanakan oleh Birorenmin Baharkam
Polr

(2) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruff, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Birobinops Baharkam Polri

(3) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf | sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh Korbinmas Baharkam
Polr

(4) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf q sampai dengan huruf u dilaksanakan oleh Korsabahara Baharkam
Polr

(5) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf v sampai dengan huruf aa diaksanakan oleh Korpolairud Baharkam
Polr
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Pasal 4
'SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kabaharkam Polri i

Pasal 5
Peraturan Kabaharkam Polr ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024
KEPALA BADAN _PEMELIHARA _DAN

KEAMANAN  KEPOLISIAN  NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD FADIL IMRAN

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LISTYO SIGIT PRABOWO.
REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR
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" Kapal Polisi Wisanggeni-8005 Ditpolair Korpolairud
Baharkam Polri
Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)"

Sabang — pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 Komandan KP.
WISANGGENI-8005 AKBP Capt. Nyoto Saptono, S.H.,
M.Si(Han)., M.Mar. melaksanakan Focus Group Discussion
(FGD) Strategi korpolairud dalam penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan di Aula Dhira
Brata Polres Sabang, Mako Polres Sabang.

Adapun Narasumber pada FGD ini yaitu Kapolres Sabang
AKBP Erwan, S.H., M.H,, Kepala Kantor Imigrasi Sabang
Bapak Muchsin Miralza, A.Md.Im., S.H., M.H., Paban Ops
Guskamla Koarmada | Mayor Laut (P) Fitriana C. Ardi, S.E.,
M.Tr.Opsla., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sabang Bapak T. Ramli Angkasa, S.E., M.Si.Ak., dan
peserta pada FGD ini yaitu Personel KP. WISANGGENI-8005,
Personel Polres Sabang, Personel Guskamla Koarmada |,
Personel Kantor Imigrasi Sabang, Personel Pos SAR Sabang,
Personel KSOP Sabang, Personel Kemenkes Sabang,
Personel Walikota Sabang, Personel BNN Sabang, Personel
KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, dan Panglima Laot
Lhok Pasiran Sabang.

FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek
perubahan yang di gagas AKBP Capt. Nyoto Saptono, S.H.,
M.Si(Han)., M.Mar,, dan sebagai salah satu metode proyek
leader dalam rangka menggali saran masukan, ide gagasan
baik dari narasumber maupun stakeholder terkait.
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KP. WISANGGENI-8005 AKBP Capt. Nyoto Saptono, S.H., M.Si(Han).,
M.Mar. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Strategi
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perairan di Aula Dhira Brata Polres Sabang, Mako Polres Sabang.
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Sabang - pada hari Jumat, 18 Oktober 2024
Komandan KP. WISANGGENI-8005 AKBP Capt. Nyoto
Saptono, S.H., M.Si(Han)., M.Mar. melaksanakan
Focus Group Discussion (FGD) Strategi korpolairud
dalam penanganan penyelundupan manusia di
wilayah perairan di Aula Dhira Brata Polres Sabang,
Mako Polres Sabang.
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korpolairud Sabang — pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 Komandan
KP. WISANGGENI-8005 AKBP Capt. Nyoto Saptono, S.H., M.Si(Han).,
M.Mar. melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Strategi

korpolairud dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah
perairan di Aula Dhira Brata Polres Sabang, Mako Polres Sabang.
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BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
'KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

'KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

‘Saya yang bortandatangan o bavah il

4 Nama  : DADAN,SH.MM

Panghat  : KOMISARIS BESAR POLISE;

NRP 69040340

daboun ;. KASUBDIT PATROLIAR, DITPOLAR KORPOLAIRUD BAHARKAM
2 Nama 1WAYAN SUPARTHA YADNYA, S1;

Pangkat ¢ KOMISARIS BESAR POLISE

NRP ;60060363

Jsbatan + KABAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Dangan i brkomitnon soponchnya ik

1. Monyodiakan sumber doya yang dporiukan dalam mlementasi operasionl inova
temasuk pengaikasian anggaran;
Melaksanakan moritoring dan evakia, unuk merjamin baia poyek perubahan in
dgunakan secara berkesinambungan.

s Proyok Perubshan Pelathan Kepormimpinan Nasional tngka | Angkatan 00 Taun
2024 & Pusat Pondidkon Adnistasi Kopobsian Republk Indonesia yang digagas ol
Capt. NYOTO SAPTONO, S.H., M.Si(Han), M.Mar. (Komandan KP. Wisanggeri-3005)
‘dengan ju:

Strateg! Korpolairud Dalam Pananganan Penyslundupan Manusia
i Wilayah Perairan

Damiian surat Komitmon Il saya buat dengan sobonar-benamya uniuk dargunakan
sebagaimana mestiya.
Jakorta, 11 November 2024
KASUBDIT PATROLI KABAGRENMIN

o DADANSH.MH_____
ROWISARIS BESAR POLIS! NRP 63640340
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Imigasi dan Drat SOP patrl penanganan pangungsi car kar
ogeri i wlayah poraran.

Rujukan:

a. Poraturan Kepala Kepoliian Negara Republl Indonssia Nomor 6 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasl dan Tata Kera Satuan Orgarisasi pada
Tioghat Markas Besar Kepoisan Negara Repubik Indonesia sebagaimana
16 dubah lerakhe dengan Peraluran Kepolisan Negara Repubik
Indonesia Nomr 13 Tahun 2024 tontang Perubahan kelima aas Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Repubilk Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tertang
‘Susunan Organisas dan Tta Kora Satuan Organisas pada Tingkat Markas.
Besar Kepolsan Negara Repubik Indonesia

b Surat Porintah Kepala Kopolsian Negara Repubik Indonesia. Nomor:
Spi11312VIIDIK25/202¢ tanggal 24 Jull 2028 perihal Pelahan
Kepemimpian Nasional Tingat Il ngkatan Y5O Tahun 2024;

. Suat Pernan Kepsa Kopolaind Gaharkam Poki Nomor
‘SprN2090IXHUK 6.6,/2024 tentang Penurjkan sebagai Tim Elektf dalam
fangka mendukung Pelatihan Kepamimpinan Nasionl Tingeat Il Angtan
XK1 T 2024,

‘Senubungan dengan rjukan (arsebut df ats, bersama i disampalkan kepada
Ka. Drok PKS anara Baharkam Poli dengan D imigasi dan Draft SOP patrl
penanganan pengungsi dar uar neger  wiayah perairan uniuk diindakianii
dolam pembahasan o ingkat inlemal Korpolairud Baharkam Poi

Demiian permahonan kamjukan, ki ucapkan terimakasih.

'BRIGADIR JENDERAL POLISI
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KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISI Y
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Dari - Dipolar Korpolarud Baharkam ol
Hal - Pongiiman Draft PKS antara Baharkam Poki dengan Dilen

Imigrasi dan Dratt SOP patro pananganan pengungs dar uar
eger diwiayah peraan.

1. Ruikon

. Poraturan Kepala Kepolison Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 tantang Susunan Organisaa dan Taa Keria Saluan Organiasi pada
Toghat Markas Besar Kepoisian Negara Republk Indonesia sebagaimana
olah dubah terakie_dengan Poraturan Kopolsian Negara Ropubik
Indonasia Nomor 13 Tahun 2024 tnlang Perubahan kelma atas Peraturan
Kepala Kepolisan Ngara Repubik Indonesia Nomar & Tahun 2017 fentang
‘Susunan Orgarisasidan Tata Krja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas
Besar Kepolian Negara Repubik Indones

b, Suat Perniah Kepala Kepolsian Nogara Rapublk. Indonesia Nomor:
‘SpreVi13T2VIIDIK 25,2024 tanggal 24 Juli 2024 porial Pelatihan
Kepernimpian Nasiona Tngkat I Angatan XXKI Tahun 2024;

G Sual Peintah Kopola Kopolaiud Baharkam Poii Nomor
‘Sprn20301XIHUK 86,2024 tontang Parunjukan sebaga Tim Efekt daam
rangka mendukung Pelathan Kepemimpinan Nasional Tingka Il Angkatan
00 Tabun 2024,

2 Sahubungan dengan rjukan frsebut i otas, bersama in disampaikan kepoda
Ka.Drafl PKS antaa Baharkam Por dengan Dijen Imigras dan Dran SOP patrl
pananganan pengungs dar lar nogrdi wiayah poraian uniuk dindakiani
dalam pambahasan d ngkat el Korpolinkd Baharkam Pol,

3. Domikian parmohonan kami afukan, ki ucapkan erimakasih.

Jakart, 78 Noyombor 2024
DIRPOLAIR KORPOLIRUD BAHARKAM POLRI

“BRIGADIR JENDERAL POLISI
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'BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERARAN DAN UDARA

PERNYATAAN DUKUNGAN TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
'PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
"ANGKATAN XXXI TAMUN 2024

‘Yang bertandatangan di bawah

Noma jon. Pol. M, Yassin kosasih, LK., MSL, M T+ Opsin,

dobatan Kakorpolaiud Baharkom Pt

Kesatuan < Korpookud Baharkam Poki

Dongan Inl menyatakan dukungan saponubnya olas pelaksanann ook perubahan
yang berxdul “Strateg Korpolarud Dalam Penanganan Penyslundupan Manusia ai
‘Wilayah Porairan” yang diakukan oloh Peserta Polainon Kopomimpinan Nasional
Tioghat Il Angkatan XXX Tahun 2024 6 Pusal Pondidkan Adminstast (Pusdkrin)
Lomadat ol sabagal borkut

Noma +AKBP Capt. Nyoto Sapiono, SH.. MSi(Han). M.Mar.

Jabatan :Komandan KP. WISANGGENI - 8005.

Kesstuan  : Korpolanud Baharkam Poki.

Domixian surat pomyataan il ibuat,sebagalbentuk dukungan.

Jakaria, 18 Novermber 2024
IRUD BAMARIKAM POLRI

MYASSIN K
WePE!
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
'PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Ii
ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

‘Yang bertandatangan i bawah i

Nama Jon Kenedi, M Mar.Eng,. MM
dabatan Diektur Kesatuan Perjagaan Laut Dan Pantai
Kesatuan  : Direktorat Kesaluan Penjagaan Laut Dan Paniai

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan proyek perubahan
yang berjudul “Srate! Korpolairud Dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di
Wilayah Perairan” yang diakukan cleh Peserta Polatian Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024 Gi Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin)
Lemdiat Pon, sebagai berkut

Nama AKBP Capt. Nyoto Saptono, SH., M SiHan).. M Mar.

dabatan Komandan KP. WISANGGEN - 8005,

Kesatuan  : Korpolairod Baharkam Pok.

‘Dermikian surat pernyataan in ibuat, sebagai bentuk dukungan.

T JON|KENEDI, M Mar.Eng, MM.
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BASARNAS

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
'ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Noer ltodin Muchisin, S.Pd., MM.
Jabatan Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Kesatuan  : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan proyek perubshan
yang beriudul “Strateg! Korpolairud Dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di
‘Wilayah Porairan” yang diakukan oleh Peserta Pelothan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024 G Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin)
Lemdidat Polr sebagai berikut

Nama + AKBP Capt. Nyoto Saptono, S H., M SiHan)., M Mar.
Jabatan Komandan KP. WISANGGEN - 8005,
Kesatuan  : Korpolairud Baharkam Poli

‘Demikian surat permyataan in ibuat, sebagai etk dukungan.

Jskarta, 07 Okiober 2024
Kesiapsiagaan Badan Nasional
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRAS!
Jalan R Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Jakarta Selatan 12640
elp 021-5225031, webs: wnw.imirasigo.d

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

ANGKATAN X00XI TAHUN 2024

Yang bertandatangan di bawah

Nama ‘Saffar Muhamma Godam, SH. M H,
Jabatan ikt Pangawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kesatuan Diitorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

‘Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas peaksanaan proyek perubahan yang
berjudul “Strategi Korpolairud dalam Penanganan Ponyelundupan Manusia di
Wilayah Perairan” yang diakukan oleh Peserta Pelathan Kepamimpinan Nasions Tngiat
11 Angkatan XXXI Tahun 2024 d Pusat Pendikan Adminsrass (Pusdienin) Lemikiat
Poir, sebagai berkut

Nama AKBP Capt. Nyoto Saplono, S H, M SiHan).. M Mar
Javatan Komandan KP. WISANGGENI - 8005,
Kesatuan Korpolairud Baharkam Poir

Demikan surat pernyataan in buat, sebagai bentuk dukungan

Jakarta, 0a Oktober 2024
Ditekur Pengawasan dan Penindakan
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"PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT 1| ANGKATAN
XXX TAUN 2024

Yang bertandatangan i bawah nt:

Nama +TERY ZAKIAR MUSLIM, 505, MM.
Jabatan  : Diretur Iterdiksi Deput Bdang Pemberantasan
Kesatuan Badan Narkotka Nasional Repubi Indonesia.

Dengan ini menyatakan dukungan sopenuhnya atas polaksansan proyok perubahan
yang berjudul *Strategi Korpolairud Dalam Penanganan Ponyslundupan Manusia di
Wiayah Perairan” yang diakukan cleh Poserta Pelathan Kepemimpinan Nasional
Tingiat Il Angialan YO0 Tahun 2028  Pusat Pondidkan Adminsirast (Pusdikmin)
Lomdikat Poir, sebagai berkut

Nama £ AKEP Capt. Nyolo Saptono, S H. M.Si(Han), M Mar.

Jabatan (omandan KP. WISANGGENI - 8005.

Kesatuan  : Korpolanud Bahakam Poli
Demikian surat permyataan il dibuat, sebagal bentuk dukungan.

Jakaria, 10 Okiober 2024
DIREKTUR INTEROIKSI
DEPUTLRIDANG PEMBERANTASAN

&
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DADAN KEAMANAN LAUT
'REPUBLIK INDONESIA
Gedun Perintis Kemerdekaan, Jin. Proklamasi 1o 56 Pegangsann
Timur, Menteng - Jakarta Pusat 10320
Telp. 021-50848130 Fa, 021-21393961

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
'PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il
'ANGKATAN XX0XI TAHUN 2024

Yang bertandatangan di bawah i

Nama Laksma Bskamia Octavianus Buc Susanto, S H, M S1, M TrOpsla
Jabaten Direktur OperasiLaut
Kesatuan - Badan Keamanan Lout Repubik Indonesio.

Dengan inl menyatakan dukungan sepenuhnya atas polaksanaan proyek perubohan
yana berucul “Strateg! Korpolairud Dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di
Wilayah Perairan” yang diakukan oleh Pesorta Peliinan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXX| Tahun 202¢ 6 Pusat Penddikan Adminisirasi (Pusdkmin)
Lemdikiat Poin, sevagaiberkut

Nama AKBP Capt. Nyoto Saptono, S H., M SiHan). M bar.
Jabatan Komandan kP, WISANGGENI - 8005,
Kesatuan  : Korpolaiud Baharkam Poli

Demikian surst pemyataen in dibua, s0bogai beriuk dukungan.

08 Okobor 2024
Baden Keamanan Laut
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'DAERAM ACEH
'DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA|

daian T, Nyak Avel Jevlingke Banda Acoh 23114

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT
'ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

‘Yang bertandatangan i bawah

Nama KBP Wahyu Prinaimaka, SH.
dabatan Direkur Kepesisian Perairan dan udara Poida Aceh.
Kesatuan  Direktorat Kepolisian Perakran dan udara Polda Aceh

Dengan i menyatakan dukungan sepenutnya atas pelaksanzan poyek pervbatan
yang berjudul “Strategi Korpolairud Dalam Penanganan Panyelundupan Manusia di
Wiayah Porairan yang hakukan o Pesers pelian Kepomimonan Nasioal
Tingta I Angkatan 5004 Tahun 2034 6 Pusat Pancdhan Admmsves (Psakmn)
Lemaiia P, sebogal b

Nama - AKBP Capt. Nyoto Saptono, SH., M.Si(Han). MMar.
Jabatan - Komandan KP. WISANGGEN - 8005
Kesatuan  :Korpolaind Baharkam Pols

‘Dermikian surat pemyataan n dibuat, sebagai bentuk dukungan.
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI ACEH
J1 O i Teuku Muhammadasan
L. Keuik Amin Aliad Batoh Banda Aceh Kode Pos 23352
“Telp - (0651) 8016383
oew  ©-maibunp_aceh@bon goid / Websie  hits:/acch ban goid

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il
'ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

Yang bertandatongan di bawoh i

Nama Brigion. Pol. Drs. Marzuk Al Basyah, MM,
Jabatan  :Kepala Badan Narkotka Nasional Provins Aceh.
Kesatuan  : Badan Narkotka Nasional Povinsi Aceh

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya alas pelaksanaan proyek perubahan
yang brjudul “Stratogi Korpolairud Dalam Pananganan Penyslundupan Manusia di
Wilayah Perairan” yang iakukan oloh Pesorla Polaihan Kopemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024 di Pusat Pendian Administrsi (Pusdkmin)
Lemdikat Poki, sebagai berikt

Nama *AKBP Capt. Nyolo Saptono, SH., M SiHan)., M bar
Jabatan  : Komandan KP. WISANGGENI - 8005,
Kesatuan  : Korpolairud Baarkam Pol.

Domikian surat prnyataan in dbuat, sabogai entuk dukungan,
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KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
Jaen Tt Umar Nomar. 10 Sabing 23511
Telopon (0652) 21345 ki (0559) 22833
Lo, sabangmepacigo | os o migas abangiogmad com

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
"ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawa i

Nama Muchsin Miralza, AMG.m., S.H. MH.
Jabatan Kepala kantor Imigrasi kelas | TPI Sabang
Kesatan Dirckiorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhinya atas pelaksanaan proyek perubahan
yang berjudul “Strategi Korpolairud dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di
Wilayah Perairan” yang diakukan oleh Peserta Pelatian Kepemimpinan Nasional
Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024 di Pusat Pendidian Adminisirasi (Pusdkin)
Lemdidat Polr, sebagai eriut:

Nama AKBP Capt. Nyolo Saptono, S.H.. M.Si (Han)., MMar.
Jabatan Komandan KP. WISANGGEN - 8005,
Kesawan  : Korpolairud Baharkam Polr.

Demikian surat permyataan ini dibuat, sebagai bentuk dukungan.
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KOMANDO ARMADA |
GUGUS KEAMANAN LAUT

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
'ANGKATAN XX TAHUN 2024

Yangbertandotangan  bavah
Nama Kolonel Laut (°) Museh Yad, S, M Han
lobatan :Kepala Staf Guskaria Koormadal
Kesatan ¢ Gugus Keamanan Laut Koarmada

Dengan ini menyatakan dukungan sopenuhnya alas pelaksanaan proyek pervbahan
yang berudul “Siratogl Korpolairud Dalam Penanganan Penyelundupan Hanusis o
Wilayah Porairan" yang diakukan cieh Pesoria Palathan Kepemimpinan Nasional
Tinghat Il Anghatan X004 Tahun 2024 6 Pusat Pendihan Administrast (Pusdionn)
Lemakiat Poi, sebagal berkut

Nama AKBP Capt. yoto Saptono, S H. M SicHan). M Mar.

Jabatan Komandan KP. WISANGGENI - 8005

Kesatuan  : Korpolanud Baharkam Poti.

emiian surat peryataan i dibua, sebagal bentk Sukungan.
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WALI KOTA SABANG
"PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK

FERUBANAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT 11 ANGKATAN YOI TAHUN 2024

Yang bertandatangan di bavah in:

Nama + Andr Nourman, A, M.Si.
Jabatan . Wal Kota Sabang
Kesatuan  : Pemerintah Kota Sabang.

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan proyek
perabahan yang berjdul *Strsteg) Korpolairad Dalam Pesanganan
Penyelundupan Manusia di Wikyah Persiran® yang dilacukan oleh
Peserta Pelathan Kepermimpinan Nasions] Tingkat I Angkatan X0XXI Tahun
2024 di Pusat Pendidikan Administrss (Pasdikimin) Lemdiklat Poe, scbagal
berikut

Nama AKBP Capt. Nyoto Sapiono, SH., M SiHan)., M.Mar.
Jsbatan  + Komandan KP. WISANGGENI - 8005,
Kesauan  : Korpolarud Bahaskam Poir

Demikian surat pernyatasn i dibuat,sebagai bentuk dukungan.

i Dipenoors No 20 Sabang Telepon 0652 21040 s 065222202
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA|
DAERAH ACEH
RESOR SABANG

PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER TERHADAP PROYEK PERUBAHAN PESERTA.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN X00XI TAHUN 2024

1. Yang bertanda tangan di bawah i, Saya:

Nama ERWAN, SH. MH.
Panghat/Np  : AKBP 7505042
Javatan + KAPOLRES SABANG
Kesatan POLRES SABANG

2 Dengan ini menyatakan dukungan sapenuhnya atas pelaksaraan proyek perubahan yang
berudul “Stratogi Korpolairud Dalam _Penanganan Ponyolundupan Manusia_di
Wilsyah Porairan yang diakukan oleh peserta Pelathan Kepemimginan Nasional Tingkat
i Angkatan XU Tahun 2024 6 Pusat Pendidican Adminisirasi (Pusdimin) Lemdiiat

P, sebagaiberiut:

Nama - GAPT. NYOTO SAPTONO, SH. MSI (HAN), MMAR.
PanghatNp AKBP /74080852

Jabatan KOMANDAN KP. WISANGGENI-8005

Kesatuan  KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

3. Demiian Surat in dibuat sebagaibentuk dukungan





image169.jpeg




image170.png




image171.png




image172.png




image173.jpeg
TRUKTUR TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PKN Il TINGKAT I| ANGKATAN XXXI T.A 2024

+ 1
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Kakorpolaiud

ongarahkan & Memberkan Dukungan

[Audionsi, Laporan & Konsulasi

2__|Dipola Kooarud Mongarahkan & Memborkan Dukungan [Audionsi Laporan & Konsulasi

3 |Kasubdit Patrokar x::::l’:‘:‘”:’:‘,’;x"“‘"““" Dukungan Sefta | iensi, Laporan & Konsultasi
Kasubdt Gaium P Mengarahkan & Memberkan Dukungan [Audionsi& Koordnas! & Sosalsas:

4_|Kabag Dipoiaiud Mengarahkan & Memberkan Dukungan [Audionsi Laporan & Konsulasi

5 [srena poit Mengarahkan & Memberkan Dukungan [Audionsi Laporan & Konsulasi

6 _|Para Komandan Pavotar Mengarahkan & Memberkan Dukungan [Audionsi& Koordinasi & Sosalsas!

6 |Dipolaiud Pokda Souruh Indon engarankan & Memberkan Dukungan [Audionsi& Koordinasi & Sosalsas:

1 [Kepaia INSA [Komimen Bersam & Kolaboras: [Audionsi, Laporan & Konsulasi

2_[Pimpinan KPLP [Komitmen Bersarma & Kolaboras: [Audionsi Laporan & Konsulasi

3 |Pimpinan KKP [Komitmen Bersama & Kolaboras! [Audionsi& Koordinasi & Sosalsas:

4 [Pimpinan Bakamia [Komitmen Bersarma & Kolaboras: [Audionsi Laporan & Konsulasi

5 [Moda Massa Mendukung Proper [Sosaisasi

& i Mendukung Proper [Sosaisasi

7_[Pimpinan Basamas. Mendukung Proper [Audionsi, Laporan & Konsultas

5_[Praktsi Kabjakan Wiayah Peraian Mendukung Proper [Koordnasi & Sosalsas:

9 |Masyarakat Mariim [Mendutng Proper [Sosiasasi
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. Tahapan Proyek Perubahan pada
Jangka  Pendek Berhasil
Dilaksanakan semua.

. Kolaborasi antar  Stakeholder
Dalam  Dukungan  Skema
Penanganan  Penyelundupan

Manusis

. Proper  Menghasilkan  Draft
Perkaba, Draft SOP Serta Draft
PKS

. Proper akan terus dilanjutkan
baik Jangka Menengah maupun
Jangka Panjang & Disyahkannya
Perkaba Tentang Penanganan
Penyelundupan  Manusia  Di

iih Perairan





image221.png
1. Perlunya membangun kesadaran
semua Lembaga negara dalam
Menjaga Harkamtibmas Wilayah
Perairan

. Program yang telah dilaksanakan
pada proyek perubahan agar
dapat terus ditingkatian dengan
melibatkan Stakeholder lainnya
dan  dapat dimplementasikan
untuk  Strategi  Penanganan
Penyekundupan  Manusia &
Penanganan Pengungsi
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REKOMENDASI

1. Perlunya
pemerintahmembuat
kebijakan dalam
penanganan Penyelundupan
manusia dan Penyelesaian
masalah pengungsi

2. Perlu diperkuat armada,
sarana & Prasarana
pengamanan wilayah
periairan untuk mencegah
adanya penyelundupan
manusia di wilayah perairan.
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BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

Pertimbangan

Dasar

Untuk

SURAT PERINTAH
Nomor. Sprin/ 1090 NXIHUK 6 672024

bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK Il
Angkatan XXXI TA 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat
perintah,

1. Peraturan_Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Organisasi pada Tingka! Markas Besar,

2. Surat Kepala Kepala Kepolisian Negara Republk Indonesia
Nomor: B/11312/VIIIDIK 2.5 /2024/SSDM tanggal 24 Juli 2024
tentang Peserta Pelatian Kepemimpinan Nasional (PKN) TK I
Angkatan XXXI TA 2024,

DIPERINTAHKAN

NAMA,_PANGKAT, NRP DAN JABATAN TERSEBUT DALAM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan seharvhari, agar
melaksanakan tugas sebagai Tim Efekif dalam rangka
mendukung Pelatinan Kepemimpinan Nasional TK Il Angkatan
XXXI TA. 2024,

2 surat perintah ini berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai
dengan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.i
Angkatan XXXI T A 2024;

3 melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Korpolairud
Baharkam Poir.

4. melaksanakan
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2 SURATPERINTAH KAKORPOLARUD
R SPRIN 7030 [(UHUK 662024

by o 7

4. melaksanakan surat perintah ini dengan saksama dan penun
rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan dic Jakarta
tanggal tember 2024

a0 KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
KABAGRENMIN
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BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

N PERAIRAN

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAKORPOLAIRUD
NOMOR__ SPRIN/ 1080 __IXHUK6.6/2024
IANGGAL 35  SEPTEMBER 2024

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELATIHAN

P EMAPIAN AASIONAL T ANCHATANSO T, 2050
[wo] PANGKAT ____JABATAN KET
no A [P STRUGTURAL T FonesonL |
DAN KP WISANGOEN - 6005 SUBOIT
1 |G woroserono.si. | aar | BAEL RS PROJECT LEADER
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an KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
KABAGRENMIN





image15.jpeg
PANTAU

PENCEGAHAN DAN AKSI KORPOLAIRUD
TERHADAP PENYULUNDUPAN MANUSIA DI LAUT
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN RAPAT KE-1 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

L DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republk Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
BA1312VIIDIK 25,2024 tanggal 24 Jull 2024 tentang Pelathan
Kepemimpian Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Rapat Tim Efektf dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Angkatan XXXI Tahun 2024 yang dilaksanakan pada

Hari Kamis,
Tanggal : 19 September 2024;
Pukul  : 15.00 WIB s.d. Selesai

Tempat  : Ruang Rapat KP. Wisanggeni - 8005;
Pimpinan : Komandan KP. Wisanggen - 8005 selaku Project Leader,
Peserta - Tim Efeki.

2. Pembahasan rapat

a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan seluruh Tim
Efekif dalam kegiatan rapat awal;

2)  Menjelaskan tugas Tim Efektf;

3) Menjelaskan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana
pencapaian dan tenggat waktu pelaksanaan;

4)  Pembagian Tim Efektif menjadi 3 (tga) Sub Tim Efektf;

5)  Diharapkan Output dari Project ini dapat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan kinerja Korpolairud Baharkam Polri dan
membangun sinergitas antara Stakeholder Maritim.
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. Katua Tim Elfgkit

1) Ucapan terima kasih kepada Project Leader telah menunjuk dan
memberi kepercayaan kepada kami menjadi Ketua Tim Efektf dan
akan melaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapal
dan terselesaikan tugas proyek perubahan pada Pelatian
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan X0XXI Tahun 2024

2) Agar kepada seluruh Tim Efeki bekeria semaksimal mungkin
untuk lancamya proses penyusunan Proyek Perubahan in;

3) Pada rapat awal ni kami tekarkan kepada Tim Efektf untuk dapat
memahami tugas dan tanggung Jawabnya masing-masing;

4)  Untuk mempermudah komunkasi maka kita buatkan whatapp
group dan agar pengerjaan proyek perubahan dapat diaksanakan
secara efekti dan efisien

c. Anggota Tim Efektil

1) Terima kasih kepada Project Leader telah menunjuk kami menjadi
Tim Efektf, dan kami akan melaksanakan tugas dan tanggung
jawab ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapai
dan terselesaikan tugas secara efektf dan efisien;

2) Pada prinsipnya kami selaku Tim Efekif siap mendukung dan
membantu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Project
Leader melalui ketua Tim Efeki.

Mengetah,
N KP. WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Selaku

NOTULEN,

AJUN KOMISARES BESAR FOLIS NFP 74080882 BRIGAINE POL IS DUA TESE O0B0451
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NOTA DINAS
Nomor : BIND- 02 /IX/PKN.I1/2024/P0l-8005

Kepada : Yth. Tim Efektif Proyek Perubahan
Dari : Komandan KP. Wisanggeni - 8005 selaku Project Leader

Perihal : Undangan rapat pembahasan analisis strategi penanganan
penyelundupan manusia di perairan dan perumusan draft
persetujuan Dirpolair Baharkam Polr

1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor
Sprin/11312IVIVDIK 25,2024 tanggal 24 Jul 2024 perihal Pelatihan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b, Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli  Nomor
Sprin/2000/1X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rjukan tersebut di atas, kami mengundang Peserta Rapat
perumusan draft analisis strategi penanganan penyelundupan manusia di
perairan, yang akan dilaksanakan pada

a Har Rabu;
b, Tanggal 25 September 2024;

o Pukdl 09.00 WIB s.d selesai

d. Tempat Ruang Rapat KP. Wisanggeni - 8005.

3. Demikian untuk menjadi makium, dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasi,

Sabang, 23 September 2024
IDAN KAPAL POLIS| WISANGGENI-8005
Selaku
PROJECT LEADER

BpL. NYOTO SAPTONO. S.H. M.Si(Han).. M.Mar,
“AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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EONRISAN.
NOMOR:B/ND-

TANGGAL ;23

LTS EHINAG
02___[XIPKN.I/2024/Pol-8005
SEPTEMBER 2024

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF DALAM RANGKA RAPAT PERUMUSAN DRAFT
ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PERAIRAN

NO NAMA PANGKAT/ NRP JABATAN FUNGSIONAL
[l 2 3 0
1. | SUBANDI, S.ST.MM. KOMPOL/ 79020145 KETUA TIM EFEKTIF
2. DARMADI, SH. IPTUI 70080086 KETUA POKJA
ADMINISTRAS!
3. | MELKY MARTHEN YULI, IPDAY 96051340 KETUA POKJA DATA DAN
S.TrPel. INFORMAS!
4. YUNUS SITUMORANG, IPDAY 96101335 KETUA POKJA HUBUNGAN
S.TPel. MASYARAKAT
5. | MUHAMMAD ISMAIL BRIPKAY 79121207 ANGGOTA POKJA
ADMINISTRAS!
6. | ADIWIAYA BRIGADIR/ 91100036 ANGGOTA POKJA
| ADMINISTRAS!
7. | ROBERTO JUNIOR BRIGADIR/ 90010326 | ANGGOTA POKJA DATA
| KAMBU DAN INFORMAS!
8. | AHMAD ZAINULARIFIN |  BRIPDA 00050451 AANGGOTA POKJA DATA
DAN INFORMAS!
9. M. AVRI RUSYDI AYJI BRIPDA/ 03080608 ANGGOTA POKJA
HUBUNGAN MASYARAKAT

PROJECT LEADER

1, NYOTO SAPTONO, S,

‘Sabang, 23 September 2024
IDAN KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

Selaku

M.Si(Han). MMr.

“AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN RAPAT KE-2 TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

L DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republk Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
BA1312VIIDIK 25,2024 tanggal 24 Jull 2024 tentang Pelathan
Kepemimpian Nasional Tingkat | Angkatan XXXI Tahun 2024;

3. Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli  Nomor
Sprin/2000/X/HUK6.6.2024 tanggal 25 September 2024 tentang
Penunjukan sebagai Tim Efeklif dalam rangka mendukung Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka perumusan draft analisis strategi penanganan
penyelundupan manusia di perairan pada proyek perubahan_Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024, yang
diaksanakan pada

Hari Rabu;
Tanggal : 25 September 2024;
Pukul  ©09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat _ : Ruang Rapat KP. Wisanggen - 8005;
Pimpinan : KKM KP. Wisanggeni - 8005 selaku Ketua Tim Efekf;
Peserta - Tim Efeki.

2. Pembahasan rapat

a. Project Leader
1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan seluruh Tim
Efektf yang hadir dalam kegialan rapat kedua yang akan
membahas tentang analisis sirateg penanganan penyelundupan

manusia di perairan;
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3)

4)

5)

6)

I

Proyek Perubahan yang di rancang berjudul Strategl Korpolairud
Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia di
wilayah perairan. Proyek perubahan inl merupakan proyek yang
bertyjuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan
masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan;
Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling Barat Indonesia,
merupakan pintu gerbang masuknya perpindahan penduduk dari
luar negeri ke Indonesia dan jalur lalu lintas periagaan
Interasional. Letak Provinsi Aceh secara geografis berbatasan
langsung dengan selat malaka, sehingga menyebabkan Aceh
sering kali menjadi tempat mendaratnya etnis rohingya yang
berasal dari camp pengungsian Cox's Bazar Bangladesh dengan
tujuan utamanya menuju Malaysia untuk mencari kehidupan yang
lebih layak;

Perjalanan WNA Rohingnya dari Cox's Bazar menggunakan kapal
kecil menuju kapal besar yang berada di tengah laut, selanjutnya
WNA Rohingnya kembali dipindahkan ke kapal kecil sehingga
‘sampai ke perairan Aceh-Indonesia;

Isu penyelundupan manusia, melalui perairan Aceh telah menjad
masalah yang semakin kompleks dan mengkhawatikan sehingga
menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh Korpolairud
Baharkam Polri karena penyelundupan manusia tidak hanya
melibatkan pelanggaran hukum internasional dan domestik tetapi
juga menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang
mendalam;

Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional,
pelanggaran hak asasi manusia, dan integritas perbatasan negara.
Sehingga perlu diakukan pencegahan dengan diiaksanakannya
patrol perairan oleh Kapal Patroli Polr;

Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini implementasi
patroli di wilayah perairan tersebut yang belum optimal karena
dasar hukum  penanganan penyelundupan manusia diwilayah
perairan yaitu Perpres no. 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dari luar negeri, Undang-Undang no. 6 tahun 2011
tentang keimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
dianggap belum komprehensif karena tidak secara  khusus
menangani kasus penyelundupan manusia dengan latar belakang
pengungsi dari luar negeri, terutama terkat ~perlindungan
pengungsi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan
manusia. Aturan ini lebih berfokus pada penanganan pengungsi
yang telah tiba di Indonesia, namun belum memberikan dasar
hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan
manusia:
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9)

pencaganan panyelundupan manusia meiaiul perairan ftidak dapal
dilaksanakan sendir sehingga harus melibatkan berbagai lembaga
dan organisasi, bak di tingkat lokal, nasional, maupun
internasional. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara Korpolairud
Baharkam Polri dengan lembaga lain seperti TNI AL, Imigrasi
Badan SAR Nasional , lembaga non-pemerintah dan badan
intenasional dapat menyebabkan terhambatnya operasi  dan
penegakan hukum khususnya di perairan;

Menghadapi tantangan penyelundupan manusia membutufkan
sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel, teknologi,
maupun anggaran. Korpolairud Baharkam Polri sering  kal
menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, fasiltas, dan jumiah
personel yang kurang dan teriatih, yang dapat menghambat
efekdivitas operasional dilapangan.

Tanggapan Ketua Tim Efektif

1)

2)

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Project Leader maka
dapat disimpulkan bahwa penanganan pencegahan masuknya
Pengungsi Rohingya yang temyata merupakan tindak kejahatan
penyelundupan  manusia ~ diperlukan  dasar hukum  yang
komprehensif dan tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendir
di tiap-tiap stakeholder melainkan harus bekerja sama dengan
‘Stakeholder maritim dan masyarakat nelayan pesisir pantai;
Pembahasan rapat ke-2 Tim Efekif dinarapkan dapat memberikan
solusi sehingga tjuan dari proyek perubahan ini dapat terwujud
dalam terlaksananya pencegahan penyelundupan manusia melalui
perairan sehingga dapat diiakukan dengan tetap memperhatikan
hak asasi manusia.

Tenagapan Pesera
1)

2)

3

Analisis latar belakang masalah sangat membantu dalam
memberikan gambaran awal pembahasan dalam perumusan drat
strategi penanganan penyelundupan manusia di perairan pada
proyek perubahan;

Kurangnya jumiah personel sesuai kebutuhan, kurangnya alat
komunikasi satelit dalam penyampaian informasi dan masuknya
pengungsi yang melibatkan masyarakat sekitar menjadi salah satu
kendala di lapangan yang mempunyai peranan penting dalam
menentukan hasil penyelidian dan perumusan draft strategi
penanganan penyelundupan manusia di perairan;

Dalam pelaksanaan patroli perairan perlu adanya dasar hukum
yang kuat sehingga kegiatan penanganan penyelundupan manusia
dapat berjalan dengan baik dan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia:
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Farlu adanya kerasama antar Stekeholder yang beruges df
wilayah perairan dalam hal pertukaran informasi dan par
bersama, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam
penanganan penyelundupan manusia di perairan;

5) Perlu adanya pendekatan kepada masyarakat desa pesisir atau
masyarakal yang tinggal di wilayah pantai, sehingga dapat
mendukung  pelaksanaan  tugas  dalam  penanganan
penyelundupan manusia di perairan.

3. Pembahasan tentang strategi penanganan penyelundupan manusia melalui

peraitan
a. Perlu adanya penegakan hukum dalam regulasi yang konsisten dan
tegas;

b, Perlu adanya peningkatan teknologi alat komunikasi dan navigasi yang
lebih modern sehingga dapat teriaksananya pemantauan, penyampaian
informasi dan pertukaran data;

©. Perlu adanya pelatihan pengembangan SDM yang berkelanjutan sepert
program pelatihan penanganan kasus penyelundupan manusia beserta
peningkatan kesejahteraan bagi personel untuk meningkatkan motivasi
dan efektiitas kerja;

d. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam
forum  pelaksanaan operasi gabungan mengenai ~penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan;

e Perlu adanya pengembangan sarana prasarana, teknologi
Infrastruktur Pelabuhan;

1. Meningkatkan dan memperluas Jaringan kemiraan dengan lembaga
pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta komunitas interasional;

9. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan
kesadaran publik dan advokasi mengenai penyelundupan manusia di
perairan

dan

Mangotahu
NOAN K WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Soias Saa
PROJECT LEADER NoTuLEN
| ]
5 Z
“Capl_NYOTO SAPTONO. § 1.1 Sian). Mo, AMAD ZAINULNREIN

AU KOMISARSS BESAR POLIS NRP 7608085 BIGGADIR POLIS! DUA N 00030851
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KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

SURAT PERSETUJUAN
'DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Sehubungan dengan upaya Kolaborasi dalam menangani penyelundupan
‘manusia di wilayah perairan, pada perinsipnya saya menyetujui untuk diaksanakan
pembahasan secara kolaboratf dengan Kementian Kelembagaan terkait guna
membangun kesepahaman.

Dipindai dengan CamScanner
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

SUBDIT PATROLIAR

KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

ABSENS| RAPAT KE-2 TIM EFEKTIF

HARI ITANGGAL : RABU, 25 SEPTEMBER 2024;
'WAKTU :09.00 WIB S.D SELESAI;
TEMPAT : RUANG RAPAT KP. WISANGGENI - 8005.
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| SABANG, 25 SEPTEMBER 2024
KOMANDAN KAFAL OIS WISANGGENI 005

M.SiHan), M Mar,

Capt, NYOTO SAPTONO, S H., M.SiHan). M.Mar.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892

Dipindai dengan CamScanner
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NOTA DINAS
Nomor : BIND- 03 /IX /PKN.IIZ2024/Pol-

Kepada : Yth. Tim Efektif Proyek Perubahan
Dari : Komandan KP. Wisanggeni - 8005 selaku Project Leader

Perihal :Undangan Rapat Pembahasan Analisis Peraturan &
Perundang- Undangan Tentang Pengungsi & Penyelundupan
Manusia.

1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor
Sprin/11312IVIVDIK25.2024 tanggal 24 Jull 2024 perihal Pelatihan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b, Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli Nomor
‘Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan nyjukan tersebut di atas, kami mengundang Peserta Rapal
Analisis Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Pengungsi dan
Penyelundupan Manusia di wilayah perairan, yang akan diiaksanakan pada

a Har Kamis;
b, Tanggal 03 Oktober 2024;

o Pukdl 09.00 WIB s.d selesai

d. Tempat Ditpolair Korpolairud Baharkam Polr, Jakarta Utara.

3. Demikian untuk menjadi makum, dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasi,

‘Sabang, 30 September 2024
IDAN KAPAL POLISI WISANGGENI-8005
Selaku
PROJECT LEADER

a0l NYOTO SA Han).. M.
“AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN RAPAT KE-3 TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT Il ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

L DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia_sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Saluan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
B/1312/VIIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatihan Kepemimpian
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;

3. Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam ~ Poli  Nomor
Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan
sebagai Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Rapat Tim Efekt dalam rangka analisis peraturan & undang-undang tentang
pengungsi & penyelundupan manusia di wiayah perairan pada proyek
perubahan Pelathan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX Tahun
2024, yang diaksanakan pada

a Hari Kamis;
b Tanggal 03 Oklober 2024
. Pukul  :09.00 WIB s.d. Selesai

d. Tempat :Ruang Rapat KP. Wisanggeni - 8005;

2. Pembahasan rapat
a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kashh atas kehadiran Ketua dan seluruh Tim
Efektif yang hadir dalam kegiatan rapat ketiga yang akan membahas
tentang analisis dasar hukum penanganan penyelundupan manusia
diwilayah perairan yaitu Perpres no. 125 tahun 2016 tentang
penanganan pengungsi dariluar neger, Undang-Undang no. 6 tahun
2011 tentang keimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)  Aran tersebut diatas ini dianggap belum komprehensif karena tidak
secara khusus menangani kasus penyelundupan manusia dengan
latar belakang pengungsl dari luar neger, terutama terkat
periindungan pengungsi dan penegakan hukum terhadap pelaku
penyelundupan manusia. Aturan ini lebih berfokus pada penanganan
pengungsi yang telah tba di Indonesia, namun belum memberikan
dasar hukum yang kuat uniuk mencegah dan  menindak
penyelundupan manusia;
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J) Semeniara W, Undang-Lndang Nomor £1 fahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga
tidak secara eksplisit menyebutkan pengungsi, sehingga sering kal
terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus.

4)  Kekurangan dalam dasar hukum tersebut menghambat penegakan
hukum yang efektf dan respons yang cepat terhadap situasi darurat,
oleh karena lu_perlu adanya perlu adanya pembahasan tentang
peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penyelundupan
manusia.

b, Tanggapan Ketua Tim Efektif

1) Dalam rapat ke-3 tim efektif perlu dibahas secara terperinci tentang
peraturan presiden tentang penanganan pengungsi dari luar negeri
‘dan undang-undang yang berkaitan dengan penyelundupan manusia
dan TPPO;

2) Pembahasan tentang peraturan presiden fentang penanganan
pengungsi dari luar negeri dan undang-undang yang berkaitan dengan
penyelundupan manusia dan TPPO berkatan dengan penanganan
dan pencegahan yang diakukan oleh kapal patroli Polr

©. Tanggapan Peserta

1) Dalam pelaksanaan patroli perairan perlu adanya dasar hukum yang
kuat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penanganan dan
pencegahan penyelundupan manusia dapat berjalan dengan bak
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;

2)  Dalam pelaksanaan patroli perairan yang telah kia laksanakan, kita
memerlukan dukungan data intelejen/ informasi agar pelaksanaan
patrol dapat berjalan secara efektif dan efisien;

3)  Dalam penanganan penyelundupan manusia di perairan perlu adanya
kerjasama antar Stakeholder yang bertugas di wiayah perairan dalam
hal pertukaran informasi dan patroli bersama sehingga terhindar dari
Kesalahan;

4)  Pendekatan kepada masyarakat desa pesisi/ yang tinggal di wilayah
pantai mampu mendukung pelaksanaan tugas dalam penanganan
penyelundupan manusia.

3. Pembahasan fentang dasar hukum penanganan penyelundupan manusia
melalui perairan.

a. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari luar
negert

1) Pasal § Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan
wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga
yang menyelenggarakan usaha di bidang Pencarian dan Pertolongan;

2) Pasal 6 Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang
Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang
melakukan panggilan darurat;

3) Pasal 7 Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dapat melibatian instansi terkait, melipui:

) Tentara Nasional Indonesia;

b)  Kepolisian Negara Republik Indonesi
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€) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan;

d) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut
dengan nama Badan Keamanan Laut; atau

&) Kementerianflembaga _pemerintah _nonkementerian _ terkalt
lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

4)  Pasal 8 Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang

menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat berkoordinasi dengan
lembega yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan
Pertolongan;

5) Pasal 41 Penanganan Pengungsi pada semua tahapan dilakukan
dengan memisahkan Pengungsi dengan kelompok penyelundupan
manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:
1) Pasal89
) Ayat 1 Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan
upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya
tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
b) Ayat 2 Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

(1) Pertukaran informasi dengan negara lain dan instans
terkait di dalam negerl, melputi modus operand
pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta
legitimasi dan validitas dokumen;

(2) Kerja sama teknis dan pelatian dengan negara lain
meliputi periakuan yang berdasarkan per kemanusiaan
terhadap korban, pengamanan dan kualtas Dokumen
Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi
serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia
‘dengan cara konvensional dan nonkonvensional;

(3) Memberkan penyuluhan hukum kepada masyarakat
bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia merupakan tindak pidana agar orang  tidak
menjadi korban;

(4) Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang
dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak
mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditir, atau
diterbitkan secara melawan hukum;

(5) Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen
Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas
nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen
tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan
penggunaannya.

©) Ayat 3 Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

(1) Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaky tindak pidana
perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia:
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(<) TindakanAdminiatratii Kelmigrasian termacap pelaku tindak
pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

(3) Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi
penegak hukum lainnya.

2)  Pasal 120 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan
mencari keuntungan, baik secara langsung maupun {idak langsung,
untuk dif sendii atau untuk orang lain dengan membawa seseorang
atau_kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak
terorganisasi, atau memerintahkan orang lain uniuk membawa
seseorang atau_kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun
tidak terorganisasi, yang tidak memilki hak secara sah untuk
memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wiayah Indonesia
dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak
memilii hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik
dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau
tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalu pemeriksaan
imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
1) Pasal 1
a) Ayat()

Perdagangan Orang adalah indakan perekrutan, pengangkuan,
penampungan, pengiiman, pemindahan, atau- penerimaan
Seseorang dengan ancaman kekerasan, _penggunaan
Kekerasan, penculian, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahguinaan kekuasaan atau posii rentan, penjeratan ulang
atau memberl bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain
tersebut, baik yang diakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi

b)  Ayat(3):
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,

mental, fislk, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang
diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

c) Ayat(7)
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
Korban yang melipulittapi tdak terbatas pada pelacuran, kerja
atau pelayanan paksa, perbudakan atau prakik serupa
perbudakan, penindasan, _pemerasan, pemanfaatan_fisik
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ danlatau jaringan
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
oleh pihak lain untuk mendapatkan Keuntungan baik materi
maupun immaterill.
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¢. Deriasarken pambenasan PerBAIEN dan UNcang-undeng yeng berkeian
dengan penyelundupan manusia dapat disimpulkan:

1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari
luar negeri:
Penemuan kapal yang diduga membawa pengungsi dari luar negeri
dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepoliian Negara
Republik Indonesia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang perhubungan, Lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan
Keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan
Laut, dan Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait
lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia bila
dalam keadaan darural berkoordinasi dengan lembaga yang
menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
Namun belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tata
cara pencegahan dan penanganan kapal yang diduga membawa
pengungsi dari luar neger dalam keadaan normal (tdak dalam
keadaan darurat). Penanganan pengungsi pada semua tahapan
dilakukan dengan pemisahan pengungsi dengan _kelompok
penyelundupan manusia pada tahapan penemuan tdak dapat
dilaksanakan karena dalam kondis/ keadaan darurat;

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya
preventf dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak
pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
Upaya preventif yang dilakukan Pertukaran informasi dengan negara
lain dan instansi terkait di dalam negeri, Kerja sama teknis dan
pelatihan, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta
Menjamin bahwa dokumen Perjalanan atau identtas yang dikeluarkan
berkuaitas.

3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
Dalam Hal ini terdapat perbedaan antara penyelundupan manusia
dengan perdagangan orang yaitu bahwa perdagangan orang sepert
yang di sebutkan pada pasal (1) di atas, terdapat kata ckploitasi
dimana semua pengungsi yang masuk i perairan Indonesia fakianya
diapangan masuk secara illegal atau masuk dalam kategor
penyelundupan manusia tetapi tidak semua pengungsi tersebut
diekploitasi atau masuk dalam kategori perdagangan orang.

4) Oleh karena itu perlu adanya revisi Perpres 125 Tahun 2016
pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Korpolairud dan
Imigrasi dan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan
penyelundupan manusia di wiayah perairan serta Peraturan
Kabaharkam (Perkaba) untuk Penanganan penyelundupan manusia
di wilayah perairan:
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Tuuan darl pembuaian Penanfan Kenasama (FKS) antara
Korpolairud dan Imigrasi, dan SOP penanganan penyelundupan
manusia di wiayah perairan serta Perkaba uniuk Penanganan
penyelundupan manusia diwilayah perairan untuk memperkuat
kerangka hukum yang ada dan menjadi petunjuk pelaksana
komandan KP. Wisanggeni-8005 dalam melaksanakan antisipasi
penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan;

Mengetahui,
IDAN KP. WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Solaku Selaku
PROJECT LEADER NOTULEN

AHMAD ZAINULRIFIN

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892  BRIGADIR POLISI DUA NRP 00050451
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGEN!-8005

ABSENSI RAPAT KE-3 TIM EFEKTIF

1HA ! I TAHUN 2024
HARI TANGGAL KAMIS, 03 OKTOBER 2024;
WAKTY £09.00 WIB S.0 SELESAI;
TEMPAT RUANG RAPAT KP. WISANGGENI-8005.
o A PANGKAT/NRP | _JABATAN FUNGSIONAL | TANDATANGAN
T [ Copt NYOTO SAPTONG, | AKBP/ 74080892 'PROJECT LEADER.
SH. MS(Han). M Mor —
2 [SUBANDI ST MM KOMPOU 79020145 | KETUATIM EFEKTIF D
3| oARmAD 1PTUI 70080088 KETUAPOKIA
ADMINISTRASI
ELKY NARTHEN YUL, 1POAI96051340 | KETUAPOKIADATADAN | |
sTepel INFORNAS!
5| YUNUS STUMORANG, TPDA 96101335 | KETUA POKGIA HUBUNGAN
STepel MASYARAKAT

| ROBERTO JUNIOR KAMBU | BRIGADIR/ 50010326 |  ANGGOTA POKIA DATA|

OAN INFORMASI

9. [ AMMAD ZAINUL ARIFIN BRIPDA/00050451 | ANGGOTA POKJA DATA
AN INFORMAS!

0. | M AMRIRUSYDI AV BRIPOA/0I0B0808 | ANGGOTA POKIA
HUBUNGAN MASYARAKAT

& | MURAMMAD ISUAL GRIPKAI 79121207 | ANGGOTAPOKIA
AOMINISTRAS!

7. | ADTWIATA GRIGADIRI 91100036 | ANGGOTA POKIA
ADMINISTRAS!

'SABANG, 03 OKTOBER 2024
OMANDAN KAPAL POLISI WISANGGENI-8005
0 Selaku

PROJECT LEADER

AJON KOVISARIS BESAR POLIS NAP 14040553

Dipindai dengan CamScanner




image254.png
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005 Jakarta, 30 September 2024

Nomor B/01/1X12024/Pol - 8005

Kiasifiasi  : BIASA

Lampiran 1 Lembar

Perihal Permohonan Audiensi Kepada

Yih. DIREKTUR KESATUAN
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

di

Jakarta

1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312IVIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatinan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri _ Nomor
Sprin/2090/1XIHUK6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efekif dalam
rangka mendukung Pelatinan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami AKBP Capt. NYOTO SAPTONO,
SH., MSi(Han), MMar, Jabatan Komandan KP. Wisanggeni — 8005 sebaga
peseta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan X0 Tahun
Anggaran 2024 yang sedang melaksanakan kegiatan Implementasi  Proyek
Perubahan dengan judul “Strategi dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di
Wiayah Perairan’, kami mengajukan  permohonan Audiensi kepada Direklur
Kesaluan Penjagaan Laut dan Pantai

3. Berkaitan dengan permohonan Audiensi diatas dan untuk mendukung kelancaran
dalam berkoordinasi kami sampaikan Contact Person KOMPOL SUBANDI, S.ST.
MM., dengan nomor Whatsapp 0813 - 7840 - 6999;

4. Demikian untuk menjadi makium dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
,.\mu, \

Iﬂﬂllmm
"ﬁ.,j‘f,“],"i,iﬁi@

IDAN KP. WISANGGENI - 8005
Selaku
PROJECT LEADER /

M.Mar,

‘AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAIR

KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN AUDIENSI
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
JON KENEDI, MMar, Eng., MM,

L DASAR

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia_sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Saluan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
B/1312IVIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatihan Kepemimpian
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;

3. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam ~Poli  Nomor
Sprin/2090/IX/HUK.6.6./2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan
sebagal Tim Efekf dalam rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX| Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Audiensi dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai membahas tugas pokok
fungsi dalam mengamankan pelayaran di wilayah perairan untuk mendukung
strategi Korpolairud dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah
perairan pada proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Angkatan XXXI Tahun 2024, yang dilaksanakan pada
a Hari Senin;

b Tanggal 07 Oklober 2024

. Pukul  :08.00WIB s.d. Selesai

d. Tempat : Kantor Direktorat KPLP, Jakarta Pusat.
2. Pembahasan Audiensi

a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai Bapak Jon Kenedi, MMar, Eng. MM. atas waktu

yang diberikan kepada Project Leader untuk melaksanakan kegiatan
Audiensi;

2)  Proyek Perubahan yang di rancang berjudul Strategi Korpolairud
Baharkam Polri_ dalam_penanganan penyelundupan manusia_di
wilayah perairan. Proyek perubahan ini merupakan proyek yang
bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya
imigran gelap ke Indonesia melalul wilayah perairan;

3) Kegiatan Audiensi ini membahas lentang tugas pokok fungsi
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan
keamanan pelayaran di wilayah perairan yang mungkin dapat
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‘mendukung strategl Korpolairud dalam penanganan penyelundupan
manusia di wilayah perairan pada proyek perubahan Pelathan
Kepemimpinan Nasional Tingkat | Angkatan XXXI Tahun 2024.

b, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
Tugas Pokok fungsi dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

)

2)

3

Aspek legal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam

mengamankan pelayaran di wiayah perairan

a) Dasar hukum ferkait Peran KPLP dalam mengamankan
pelayaran di wilayah perairan yaitu UU No. 17 Tahun 2008
fentang Pelayaran dan berbagal peraturan turunannya sepert
Peraturan Menteri Perhubungan. KPLP juga berpedoman
dengan hukum intemasional, seperti Konvensi PBB tentang
Hukum Laut (UNCLOS) dan SOLAS 1974

b) Peran KPLP dalam menjaga keselamatan dan keamanan
pelayaran di wilayah perairan adalah bertanggung jawab dalam
menjaga  keselamatan, keamanan, dan  perindungan
lingkungan maritm di wilayah perairan Indonesia. KPLP
memastian  pelayaran bebas dari ancaman _sepert
pembajakan, pencurian, penyelundupan, serta pelanggaran
hukum dilaut.;

Strategi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan

pencegahan penyelundupan manusia di wilayah perairan yaitu

) KPLP menggunakan strategi patroli terencana berkoordinasi
dengan instansi penegakan hukum lainnya di wilayah-wilayah
rawan  kejahatan. Penggunaan alat Kenavigasian, sistem
pengawasan laut dan sistem informasi terkoordinasi juga
diterapkan;

b) Teknk pencegahan penyelundupan manusia dengan
menggunakan sistem patroli laut dan informasi inteljen untuk
mendeteksi _aklivitas penyelundupan manusia, serta
peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan negara
tetangga dalam berbagi informasi;

©) Sinergitas dalam penanganan penyelundupan manusia yaitu
dengan koordinasi berbagai lembaga penegak hukum di tingkat
nasional dan intemasional, serta Pertukaran informasi dengan
badan-badan _intemasional seperti Interpol dan MO
(Internationsl Meritime Organization)..

d) Instansi yang perlu dilbatkan yaity TNI AL, Polair, Badan
Keamanan Laut (Bakamla), Bea cukai, Kementerian Kelautan,
Perikanan dan Imigrasi Serta_berpedoman pada. peraturan
lembaga intenasional sepert IMO, SOLAS 1974 dan UNODC
(United Nations Office on Drugs and Crime)

Kendala KPLP dalam pelaksanaan patroli di laut dapat mencakup

beberapa aspek, antara lain

) Kelerbatasan Sarana dan Prasarana KPLP sering mengalami
keterbatasan dalam hal armada kapal dan peralatan penunjang
yang memadai untuk patroli di laut lepas. Kapal patroli yang
tersedia mungkin tidak cukup kual atau cepat untuk
menjangkau area yang luas, terutama di wilayah perairan yang
Jauh dan terbuka.
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4)

D}  JUITEEN PERONS! Yang IILSMES Can GISIDUSY tenage Kerja yeng
belum merata menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli yang
optimal. Selain itu, kemampuan teknis serta keahiian dalam
menghadapi  situasi darurat di laut sering kali masih
membutukan peningkatan.

©) Faktor Cuaca dan Kondisi Alam Laut yang tdak selalu
bersahabat, terutama pada musim-musim tertentu, sepert
musim angin barat dan timur, sering menjadi kendala bagi
KPLP dalam melaksanakan 'patroll. Cuaca buruk dapat
menghambat mobilitas kapal patroli dan menurunkan efektivitas
operasi pengawasan.

d)  Keterbatasan anggaran menjadi salsh satu kendala utama, di
mana biaya operasional patrol laut cukup tinggl, mencakup
biaya bahan bakar, pemeliharaan kapal, dan perawatan
peralatan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada
kemampuan KPLP dalam melakukan modernisasi peralatan.

&) Koordinasi dengan Instansi lain_seperti Kepolisian Perairan
(Polair) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPLP sering
mengalami hambatan, terutama dalam hal prosedur dan
pembagian tanggung jawab yang jelas di lapangan. Hal ini
kadang menyebabkan overlap atau kebingungan dalam tugas
pengawasan di wilayah perairan.

f) Keterbatasan Teknologi pemantauan maritm sepert radar dan
sistem pengawasan elekironik, kadang masih kurang memadai,
terutama di wiayah-wiayah perbatasan. Keterbatasan ini
membuat sulit untuk mendeteksi _aklivitas _ilegal _atau
pelanggaran di wiayah perairan yang jauh dari pantavan
langsung.

) Regulasi dan Kebiakan yang tidak Konsisten atau berubah-
ubah dan perbedaan regulasi antar-instansi sering menjad
kendala dalam pelaksanaan patroli laut. Ketidaksinkronan
reguiasi antara pusat dan daerah juga dapat menghambat
pelaksanaan patrol yang efeki.

h)  Adanya ancaman darl aktivitas ilegal, seperti penyelundupan,
penangkapan ikan secara ilegal (ilegal fishing), dan
perdagangan manusia, memerlukan respons cepat dan efekti
yang sering kall membutuhkan koordinasi lintas-instansi dan
peralatan yang lebin terbaik.

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan patrol, baik dari
dalam maupun luar, Upaya KPLP dapat dilakukan melalui beberapa
langkah strategis:

) Meningkatkan kualitas kapal patrol dengan teknologi yang lebin
canggih dan daya jelajah yang lebih baik untuk menjangkau
area yang lebih luas dan terpencil. Selain itu, penambahan
peralalan_ seperti radar dan sistem pemantauan otomatis
(Automatic Identification Syster) dapat membantu_dalam
mendeteksi kapal-kapal mencurigakan secara lebih efekti.

b)  Memberikan pelathan intensif dan berkelanjutan bagi personel
KPLP dalam keterampilan patroli, navigasi, serta penanganan
situasi darurat di laut. Pengembangan kemampuan teknis di
bidang komunikasi, _inteljen, dan operasi taktis akan
meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.
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h)

‘Meningraikan  koordinasl  dengan lembaga iain - sapert
Kepolisian Perairan (Polair), Direklorat Jenderal Bea dan Cukai,
TNI Angkatan Laut, serta pihak-pihak internasional yang terlbat
dalam keamanan laut Kera sama ini penting unluk
mengoptimalkan pembagian tugas dan sumber daya, termasuk
pemanfaatan data inteljen marilim secara bersamar-sama.
Pemanfaatan Teknologi Pemantauan yang lebih maju dengan
menggunakan teknologi terbaik seperti satelit dandrone
maritim untuk melakukan pemantauan di wilayah-wilayah yang
sullt djangkau atau rawan aklivitas ilegal. Teknologi ini
memungkinkan pemantauan area luas secara tepat wakiu dan
membantu meningkatkan kesadaran situasional di lapangan
Meningkatkan  efisiensi penggunaan _anggaran dengan
memprioritaskan _kebutuhan _operasional yang - mendesak.
Selain itu, mengajukan tambahan anggaran dari pemerintah
untuk memastikan  pelaksanaan patroli dapat berjalan terus
menerus dan lebih efekLf.

Mendorong adanya regulasi yang lebih sinkron antara pusat
dan daerah serta antara instansi yang memilii wewenang di
laut, Konsistensi kebjakan akan membantu meminimalkan
Konflk regulasi dan memperjelas pembagian tugas, sehingga
meningkatkan efektvitas patrol.

Peningkatan Sumber Pendanaan Altermatif melakukan kerj
sama dengan pihak swasta dan interasional sepert lembaga
donor atau organisasi martim global untuk mendapatkan dana
atau peralatan patroli tambahan. Pendanaan ini bisa
dialokasikan untuk keperluan yang mendukung akiivitas patrol
laut KPLP

Mengedukasi masyarakat pesisic mengenal _pentingnya
keamanan laut dan bagaimana melaporkan akiivitas
mencurigakan. Kerja sama dengan nelayan atau komunitas
lokal dapat meningkatkan efekivitas deteksi dini aktivitas ilegal
dilaut.

Peningkatan infrastruktur untuk memperkuat fasiltas
pangkalan seperti dermaga, pusat komunikasi dan peralatan
pemeliharaan kapal agar mendukung kesiapan kapal dan
personel untuk melaksanakan patrol di laut kapan saja.

Mengetah,
N KP. WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005

Selaku Solaku

PROJECT LEADER NOTULEN

Fi

AHMAD ZAINULYRIFIN

'AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892 BRIGADIR POLISI DUA NRP 00050451
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005 Jakarta, 30 Seplember 2024

Nomor B/ 04 /1X12024/Pol - 8005
Kiasifiasi  : BIASA
Lampiran 1 Lembar

Perihal Permohonan Audiensi Kepada
Yth. DIREKTUR JENDERAL
IMIGRAS!
di
Jakarta
1. Rujukan

a  Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312/VIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatinan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri  Nomor
Sprin/2080/IX/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagal Tim Efekif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami AKBP Capt. NYOTO SAPTONO,
SH., MSi(Han), MMar, Jabatan Komandan KP. Wisanggeni — 8005 sebagai
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXX Tahun
Anggaran 2024 yang sedang melaksanakan kegiatan implementasi Proyek
Perubahan dengan judul *Strategi dalam Penanganan Penyelundupan Manusia d
Perairan’, kami mengajukan permohonan Audiensi kepada Direklur Pengawasan
dan Penindakan Keimigrasian

3. Berkaitan dengan permohonan Audiensi diatas dan untuk mendukung kelancaran
dalam berkoordinasi kami sampaikan Contact Person KOMPOL SUBANDI, S.ST.
M.M., dengan nomor Whatsapp 0813 - 7840 - 6999;

4. Demikian untuk menjadi makium dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasin.

COMANDAN KP. WISANGGENI - 8005
Selaku
PROJECT LEADER

/
>~/

T Y T e T TR 2T T
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAIR

KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN AUDIEANS!
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
'SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S H., M.H.

L DASAR

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia_sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Saluan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
B/1312/VIIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatihan Kepemimpian
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;

Surat Perintah  Kepala Korpolairud Baharkam ~ Poli  Nomor
Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan
sebagai Tim Efektif dalam rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1

Audiensi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

membahas tugas pokok fungsi dalam penanganan pengungsi luar negeri di

wilayah perairan Indonesia_untuk mendukung strategi Korpolairud dalam

penanganan penyelundupan manusia di wiayah perairan pada proyek

perubahan Pelathan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX| Tahun

2024, yang diaksanakan pada

a Hari Selasa;

b Tanggal 08 Oktober 2024

. Pukul  :09.00 WIB s.d. Selesai

d. Tempat :Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAM, Jakarta Pusat.

Pembahasan Audiensi

a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian Bapak Saffar Muhammad Godam, SH.,

MH. atas wakiu yang diberkan kepada project leader untuk
melaksanakan kegiatan Audiensi;

2) Proyek Perubahan yang di rancang berjudul Strategi Korpolairud
Baharkam Polri dalam_ penanganan  penyelundupan manusia_d
wilayah perairan. Proyek perubahan ini merupakan proyek yang
bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya
imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan:
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Kegialan Audiensi inl membahas tentang tugas pokox ungs|
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam
penanganan pengungsi luar negeri di wilayah perairan Indonesia yang
mungkin dapat mendukung strategi Korpolairud dalam penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan pada proyek perubahan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun
2024

b, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

"

2)

Tugas Pokok fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM adalah

) Dasar hukum Peran Direklorat Jenderal Imigrasi Kementerian
Hukum dan HAM dalam penanganan imigrasi yaitu Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan
peraturan lainnya yang terkait

b) Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAM dalam penanganan Pengungsi dari luar negeri diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang
Penanganan Pengungsi Luar Negeri, yaitu pada tahapan
penemuan melakukan pendataan Identtas Pengungsi yang
ditemukan dan berkoordinasi dengan UNHCR pada tahap
penampungan melakukan pendataan dan koordinasi dengan
pemerintah Kota/Kabupaten sebagai pihak yang diberi
kewenangan untuk menampung pengungs! yang ditemukan di
wilayah hukum pemerintah Kota/Kabupaten tersebut. Dalam
tahapan pengawasan Keimigrasian, Direklorat Jenderal
Imigrasi melakukan pengawasan terhadap pengungsi yang
sudah mendapatkan keputusan final dari UNHCR( Keputusan
pemulangan ke negara asall penempatan ke Negara ketiga):

©)  Peran Direklorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan
HAM dalam penanganan imigran gelap yang masuk melalui
perairan yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian maka Imigran Gelap baik dari darat,
Laut, ataupun udara dapat dikenakan pidana pasal 113 tentang
masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigras.

‘Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

‘dalam penanganan imigran gelap yang masuk melalui perairan yaitu

a) Strategi patroli dalam penanganan imigran gelap dengan
berkedok pengungsi Rohingya adalah bekerja sama dengan
UNHCR yang memilii database dari Pengungsi Rohingya dan
melakukan Profiling sebagai pengungsi Rohingya;

b) Bentuk sinergitas yang diiaksanakan oleh Direktur Jenderal
ImigrasiKementerian Hukum dan HAM adalah bersinergi
dengan instansi lain yang memiliki_ kewenangan menjaga
perbatasan wilayah negara dalam Konteks kewenanagan
masing-masing Instaansi yang diatur dalam masing-masing
peraturan;

©) Menjalin kejasama dalam penanganan imigran gelap yang
masuk melalui perairan dengan melibatkan semua instansi yang
memilii_kewenangan menjaga perbatasan wilayah negara
Indonesia
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J) Rendala Lirekur Jenderal imigrasl Kemanterian Fukum dan HAM
dalam penanganan imigran gelap yang masuk melalui perairan yaitu

) Sumber daya manusia yang menguasal terkait perhal bangsa
Rohingya (Bahasa, budaya dan Karakter wilayah) dan data
akurat mengenai pengungsi Rohingya yang telah direkam oleh
UNHCR;

b) Sarana dan prasarana terkait transportasi laut, adapun kendala
lainnya yaitu sarana rumah detensi imigrasi yang belum siap
menampung imigran gelap ataupun pengungsi dari luar neger
yang datang dengan berskala besar ke Indonesia.

4) Upaya yang harus ditempuh Terkait SDM Direktorat Jenderal Imigrasi

dalam penanganan Imigran gelap adalah

a) Terhadap imigran ilegal yang bergabung dengan pengungsi
rohingya maka diperukan peningkatan  pengetahuan SDM
Imigrasi terkait Bahasa, budaya dan Karakler wiayah etnis
Rohingya.

b) Saat ini sudsh diusulkan pembangunan penampungan atau
fumah detensi imigrasi berskala besar di daerah Cikeas.

BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Selaku
NOTULEN

RYOTO SAPTONO. S.H, M.Si(Han).. MMar. mm ZANULRRIFIN
'AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892  BRIGADIR POLISI DUA NRP 00050451
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005 Jakarta, 30 September 2024
Nomor B/ 05 /1X12024/Pol - 8005
Kiasifiasi  : BIASA
Lampiran 1 Lembar
Perihal Permohonan Audiensi Kepada

Yih. KEPALA BADAN KEAMANAN
LAUT REPUBLIK INDONESIA

i

Jakarta

1. Rujukan

a  Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312/VIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatinan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri  Nomor
Sprin/2090/1XIHUK 6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efekif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut i atas, kami AKBP Capl. NYOTO SAPTONO,
SH., MSi(Han), MMar, Jabatan Komandan KP. Wisanggeni — 8005 sebagai
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXX Tahun
Anggaran 2024 yang sedang melaksanakan kegiatan implementasi Proyek
Perubahan dengan judul *Strateg Korpolairud dalam Penanganan Penyelundupan
Manusia di Perairan’, kami mengajukan permohonan Audiensi kepada Kepala Badan
Keamanan Laut Repubiik Indonesia;

3. Berkaitan dengan permohonan Audiensi diatas dan untuk mendukung kelancaran
dalam berkoordinasi kami sampaikan Contact Person KOMPOL SUBANDI, S.ST.
MM., dengan nomor Whatsapp 0813 - 7840 - 6999;

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasin.

QMANDAN KP. WISANGGENI - 8005

oy
/

PROJECT LEADER
NYOTO SAPTONO, S.H.. M.Si(Han). MMar.
"AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN AUDIENS
DIREKTUR OPERASI LAUT BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
LAKSMA TNI OCTAVIANUS BUDI SUSANTO, S.H., M.SL., M.Tr, Opsla.

L DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor § Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia_sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
B/1312/VIIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatihan Kepemimpian
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;

3. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam ~Poli  Nomor
Sprin/2090/IX/HUK6.6./2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan
sebagal Tim Efekti dalam rangka mendukung Pelathan Kepemimpinan
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX| Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Audiensi dengan Badan keamanan Laut membahas tugas pokok fungsi dalam
pencegahan dan penanganan pengungsi dari luar negeri melalui wilayah
perairan Indonesia untuk mendukung strategi Korpolairud dalam penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan pada proyek perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024, yang
diaksanakan pada

a  Hari Selasa;
b Tanggal 08 Oktober 2024
. Pukul 1330 WIB 5.d. Selesai

d. Tempat : Kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Jakarta.
2. Pembahasan Audiensi

a. Project Leader
1) Mengucapkan terima kasih kepada Direktur Operasi Laut Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia Laksma TNI Octavianus Budi
Susanto, SH, MSi, M.Tr, Opsla. wakiu yang diberikan kepada

project léader ntuk melaksanakan kegiatan Audiensi;

2) Proyek Perubahan yang di rancang berjudul Strategi Korpolairud
Baharkam Polri dalam_ penanganan  penyelundupan manusia_d
wilayah perairan. Proyek perubahan ini merupakan proyek yang
bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya
imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan;

) Kegiatan Audiensi ini membahas tentang tugas pokok fungs! Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia dalam pencegahan dan
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penanganan pengungsi dan luar negerl melalul wilayah perairan
Indonesia yang mungkin dapat mendukung Strategi Korpolairud
dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah_perairan
pada proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Angkatan XXXI Tahun 2024.

b, Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

)

2)

‘Tugas Pokok fungsi dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

) Dasar hukum Peran Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia_dalam melasanakan patroli perairan, keselamatan,
dan penegakkan hukum di wilayah perairan indonesia yaity
Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamia dan
Peraturan pemerintah  No. 13 Tahun 2022 tentang
penyelenggaraan keamanaan, keselamatan, dan penegakan
hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia.

b) Peran Badan Keamanan Laut Repubiik Indonesia di wilayah
perairan adalah melakukan patrol, penindakan, dan operasi
keamanan di perairan indonesia, menyelenggarakan  sistem
peringatan dini_keamanan dan keselamatan di perairan
indonesia, menjaga, mengawasi, mencegah, dan menindak
pelanggaran hukum di perairan  indonesia, memberikan
bantuan pencarian dan pertolongan di perairan_indonesia,
menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan
keselamatan di perairan _indonesia, menyusun_kebiakan
nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan
indonesia, dan melaksanakan tugas lain dalam sistem
pertahanan nasional.

Strategi patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut) di Indonesia

biasanya mencakup beberapa aspek kunci, antara lan:

a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya, antara lain
meningkatkan jumiah dan kualitas kapal patroli serta peralatan
pendukung untuk memastkan kemampuan deteksi dan
respons yang cepat.

b) Pengawasan dan Pemantauan dengan menggunakan teknologi
terkini seperti radar dan satelit guna memantau_perairan
Indonesia secara tepat waku. Hal ini sangat membantu dalam
mendeteksi aktivitas ilegal seperti pencurian kan dan kegiatan
penyelundupan.

©) Kerjasama Multiateral yaitu bekeria sama dengan negara-
negara tetangga dan lembaga Interasional dalam mengatasi
masalah keamanan mariim termasuk patroli bersama dan
berbagi informasi intelijen.

) Pendidikan dan Pelatihan dengan meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan personel melalui program pelatihan reguler
dalam pengawasan, penegakan hukum dan  teknik
penyelamatan.

) Operasi Terintegrasi dengan cara melakukan operasi terpadu
dengan instansi lain seperi TNI AL dan Polri_untuk
meningkatkan efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.
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T} FaIisipas! Mesysrake: Gaiam menjage Ssamanan faut melsks
program-program kesadaran dan pelatihan.

Kendala Bakamla dalam pelaksanaan patrolidi laut dapat mencakup

beberapa aspek, antara lain

) Sumber Daya Manusia antara lain keterbatasan jumiah
personel dan _pelatihan yang kurang memadai dapat
menghambat efekivitas patrol,

b) Keterbatasan armada kapal, peralatan dan teknolog
pemantauan yang modem dapal mengurangi kemampuan
untuk mendeteksi dan merespons ancaman di laut.

©) Kondisi cuaca yang buruk dan gelombang tinggi dapat
membatasi operasi patroli dan meningkatkan  fisiko
keselamatan,

) Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhikemampuan
Bakamla untuk melakukan patrol secara rutin dan efekif.

&) Kurangnya koor ntara Bakamia dan instansi lain, sepert
TNI AL atau_Polair, dapat menghambat respons. terhadap
pelanggaran dilaut

) Meningkatnya tindak kriminal seperti pencurian ikan,
penyelundupan, dan terorisme maritim memerlukan perhatian
dan strategi yang lebih baik.

Upaya Bakamia menghadapi tantangan dalam pelaksanaan patrol

penanganan penyelundupan manusia:

) Peningkatan Kapasitas SDM dengan cara melatih personel
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

b) Memanfaatkan feknologi modern seperti drone, sistem
pemantauan dan alat komunikasi terbaik untuk meningkatkan
efektivitas patroli

©) Membangun kemitraan dengan instansi lain baik
negeri maupun intemasional untuk berbagi informas
sumber daya dalam menghadapi tantangan keamanan.

d) Menggunakan data inteljen untuk mengidentfikasi potensi
ancaman dan merencanakan patrol yang lebih strategis.

) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan
maritm,

) Menyusun dan memperbarui standar operating prosedur (SOP)
dalam pelaksanaan patroli agar lebih responsif terhadap situasi
yang berubah,

) Instansi yang perlu dilbatkan yaitu TNI AL, Polair, Badan
Keamanan Laul (Bakamia), Bea cukai, Kementerian Kelautan,
Perikanan dan Imigrasi,

dalam
dan

Mengetah,
N KP_WISANGGENI - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Selaky Selaku
PROJECT LEADER NOTULEN

Capt_ NVOTO SAPTONO. S.H., M.Si(Han)., M.Mar.

'AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892 BRIGADIR POLISI DUA NRP 00050451
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005 ‘Sabang, 30 September 2024
Nomor B/ 08 /1X12024/Pol - 8005
Kiasifiasi  : BIASA
Lampiran 1 Lembar
Perihal Permohonan Audiensi Kepada
Yih. KOMANDAN GUSKAMLA
KOARMADA |
i
Tempat

1. Rujukan

a  Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312/VIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatinan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri  Nomor
Sprin/2080/IX/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagal Tim Efekif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut i atas, kami AKBP Capl. NYOTO SAPTONO,
SH., MSi(Han), MMar, Jabatan Komandan KP. Wisanggeni — 8005 sebagai
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXX Tahun
Anggaran 2024 yang sedang melaksanakan kegiatan implementasi Proyek
Perubahan dengan judul *Strateg! Korpolairud dalam Penanganan Penyelundupan
Manusia di Wiayah Perairan’, kami mengajukan permohonan Audiensi kepads
Komandan Guskamia Koarmada | Sabang

3. Berkaitan dengan permohonan Audiensi diatas dan untuk mendukung kelancaran
dalam berkoordinasi kami sampaikan Contact Person KOMPOL SUBANDI, S.ST.
MM., dengan nomor Whatsapp 0813 - 7840 - 6999;

4. Demikian untuk menjadi makium dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasin.

QMANDAN KP. WISANGGENI - 8005
\ Selaku
PROJECT LEADER

/
>~

"AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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DIRERTURAT KEPOLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAIR

KAPAL POLISI WISANGGENI-8005

NOTULEN AUDIENS!
KEPALA STAFF GUSKAMLA KOARMADA |

KOLONEL LAUT (P) MUSLEH YADI, S.E., M.Han,

L DASAR

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Repubii Indonesia_sebagaimana telah
beberapa kal diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
B/1312IVIIDIK.2.5./2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pelatinan Kepemimpian
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX Tahun 2024;

3. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam ~Poli  Nomor
Sprin/2090/IX/HUK6.6./2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan
sebagal Tim Efekt dalam rangka mendukung Pelathan Kepemimpinan
Nasional Tingkat Il Angkatan XXX| Tahun 2024.

I PELAKSANAAN

1. Audiensi dengan Gugus keamanan Laut membahas tugas pokok fungsi dalam
pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan
Indonesia untuk  mendukung ~ strategi Korpolairud dalam _penanganan
penyelundupan manusia di wiayah perairan pada proyek perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan XXXI Tahun 2024, yang
diaksanakan pada
a Hari Kamis,

b Tanggal 10 Okiober 2024

. Pukul 1330 WIB s.d. Selesai

d. Tempat : Kantor Gugus Keamanan Laut Komando Armada | Sabang.
2. Pembahasan Audiensi

a. Project Leader

1) Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staff Guskamla

Koarmada | Kolonel laut (p) Musieh yadi, S.E., M Han., atas waktu

yang dberkan kepada project leader untuk melaksanakan kegiatan
Audiensi;

2)  Proyek Perubahan yang di rancang berjudul Strategl Korpolairuc
Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia d
wilayah perairan. Proyek perubahan ini merupakan proyek yang
bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya
imigran gelap ke Indonesia melalui wiayah perairan;

3) Kegitan Audiensi il membahas tentang tugas pokok fungs
Guskamla Koarmada | dalam pencegahan dan . penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia.
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Repaia Sl Guskaria Kosrmada |

"

2)

3)

Tugas Pokok fungsi dari Guskamia Koarmada |

) Dasar hukum peran Guskamla Koarmada | yaitu
(1) Undang-Undang No. 34 tahun 2004: menegakkan hukurm

dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional
sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum
internasional yang tlah diratfkas’

(2) Undang-Undang Nasional Lain: memberikan kewenangan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu i laut kepada
Perwira TNI AL

(3) Uncios 1982: Batasan kapal perang (pasal 29), Kapal atau
pesawat udara yang berhak penegakan PerUU Negara
Pantai (pasal 73), Menyita karena perompakan (pasal 107),
Hak melakukan pemeriksaan (pasal 110), Hak Pengejaran
seketia (pasal 111), Pelaksanaan wewenang uniuk
pemaksaan pentatan (pasal 224).

b)  Tugas TNI AL adalah pertahanan mara laut (Gak Lat), Gakkur
dan menjaga keamanan laut, diplomasi Angkatan Laut,
Pengembangan kekuatan Angkatan Laut, Dawilhanla (Polmar,
Komead)

©) Tugas Guskamia Koarmada | di wilayah perairan adalch
sebagal satuan pelaksana operasi (sallakops) Koarmada |
bertugas  melaksanakan  proyeksi  kekuatan quna
menyelenggarakan operasi laut seharL-hari dalam benluk patrol
keamanan laut balk uniuk lujuan penegakan hukum lau
nasional dan internasional maupun untuk menciptakan konds
yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka
penegakan kedaulatan negara dan hukum dilaut;

Strategi Guskamia Koarmada | dalam melasanakan patroli perairan,

keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah perairan yaitu

) Guskamla Koarmada | menggunakan strategi patrol terencana
berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum lainnya di
wilayah-wilayah rawan kejahatan;

b) Penanganan penyelundupan manusia dengan menggunakan
sistem patroli laut dan informasi inteljen untuk deteksi dini
penyelundupan manusia, serta peningkatan kerja sama dengan
instansi terkait dan negara tetangga dalam berbagi informasi;

©) Sinergitas daiam penanganan penyelundupan manusia yaitu dengan
koordinasi berbagai lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan
intemnasional seperti Imigasi, TNI AL, dan Polar

Kendala dalam upaya mencegah dan menangani penyelundupan

manusia di wilayah perairan Aceh, antara lain

) Wilayah operasi Koarmada | mencakup perairan yang luas dan
beragam, termasuk area dengan garis panta panjang, banyak
pulau keci, serta perairan yang berbatasan langsung dengan
negara lain. Kondisi ini menyulikan pengawasan secara
menyeluru, sehingga penyelundup  manusia dapat
memanfaatkan area terpencil atau rute tidak resmi yang sult
dijangkau oleh patrol.

b) Keterbatasan personel serta armada kapal patroli yang tidak
memadal membuat operasi keamanan laut sering kal kurang
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‘optimal. Lialam banyak kasus Guskamia harus mamprioriasxan
patroli di wilayah yang dianggap lebih rawan sehingga area
yang tidak terjangkau patroli menjadi celah bagi aklivitas
penyelundupan.

) Kurangnya Peralatan dan Teknologi pengawasan maritim yang
terbaik seperl radar jarak jauh sistem pengawasan berbasis
satelit dan perangkat komunikasi modem. Hal ini
mengakibatkan  kemampuan  deteksi  dini terhadap
penyelundupan manusia belum maksimal, sehingga kapal-
kapal penyelundup bisa lolos dari pantauan di jalur-jalur
tertentu

d)  Keterbatasan Anggaran Operasional Patroli laut terutama untuk
bahan bakar, pemelharaan kapal dan dukungan  logistik.
Anggaran yang terbatas sering kali menghambat frekuensi dan
durasi patrol sehingga membuat pengawasan tidak bisa
berjalan kontinu, terutama di wilayah perbatasan.

) Modus Operandi Penyelundup manusia menggunakan teknik
dan sirategi yang baru untuk menghindari deteksi, sepert
memanfaatian kapal kecil yang bergerak di malam hari
mengganti rute secara cepat, atau menggunakan jaringan
komunikasi terenkripsi. Penyelundup juga kadang bekerja sama
dengan penduduk setempat yang mengenal medan.

f) Cuaca ekstrem dan kondisi laut yang buruk sering kali
membatasi patroli laut, terutama di musim _tertentu.
Penyelundup bisa memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan
operasi penyelundupan karena risiko patroli berkurang pada
kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Upaya Guskamla Koarmada | dalam pencegahan dan penindakan

penyelundupan manusia di wilayah perairan

) Meningkatkan frekuensi patroli di area yang rawan
penyelundupan manusia seperti wilayah perbatasan dan jalur-
jalur utama yang sering dilalui kapal penyelundup.

b)  Memanfaatkan teknologi pengawasan yang lebih baik sepert
radar maritim dan sistem pengawasan berbasis satelit untuk
memperkuat deteksi dini aktivitas penyelundupan.

©) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Polairud,
Bakamia, Bea Cukai, dan Imigrasi. Dengan meningkatkan
koordinasi dan integrasi data, upaya penanganan
penyelundupan manusia menjadi lebih efektif. Koordinasi yang
baik membantu _pertukaran informasi dan mempercepat
tindakan di lapangan.

d) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Personel Guskamia
mendapatian pelatian khusus dalam menangani kasus
penyelundupan  manusia  dan penanganan korban
penyelundupan yang sering kall memerlukan_ pendekatan
kemanusiaan.

) Penguatan Kerjasama Intemasional Karena banyaknya jalur
perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain,
Guskamia Koarmada | menguatkan kerja sama dengan negara-
negara tetangga. Kerjasama ini mencakup latihan bersama,
operasi gabungan, dan pertukaran  informasi inteljlen untuk
membatasi ruang gerak jaringan penyelundupan manusia.
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T Opomsl lepacu den Fenndsian thrum yang Teges
Guskamla melakukan operasi terpadu bersama  lembaga
penegak hukum lain untuk  memberantas jaringan
penyelundupan manusia.

o) Sosialisasi kepada Masyarakat Pesisir Guskamla melakukan
pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat _pesisit
terutama di daerah yang rawan menjadi pintu masuk atau
transit_penyelundup. Masyarakat _diberikan _pemahaman
mengenai bahaya penyelundupan manusia dan didorong untuk
melaporkan aktivitas mencurigakan.
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KAPAL POLIS| WISANGGENI - 8005

TERMS OF REFERENCE FOCUS GROUP DISCUSSION
'STRATEGI KORPOLAIRUD DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
DI WILAYAH PERAIRAN

Latar Belakang

Provins| Aceh yang tertetak dl bagian paling Barat Indonesia, merupakan
pintu gerbang masuknya perpindanan penduduk darl luar negeri ke Indonesia dan
Jalur lalu lintas periagaan Intemasional. Letak Provinsi Aceh secara geografis
berbatasan langsung dengan selat malaka, sehingga menyebabkan Aceh sering
kall menjad tempat mendaratnya etnis rohingya yang berasal darl camp
pengungsian Cox's Bazar Bangladesh dengan tujuan utamanya menuju Malaysia
untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perialanan WNA Rohingnya dari Cox's
Bazar menggunakan kapal kecl menuju kapal besar yang berada di tengah laut
selanjutnya WNA Rohingnya kemball dipindankan ke kapal kel sehingga sampa
ke peraran Acef-Indonesa.

Isu penyelundupan manusia, melalul perairan Aceh telah menjadi masalah
yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan sefingga menjadi tantangan
signifikan yang dihadapl oleh Korpolairud Baharkam Polr karena penyelundupan
manusia tidak hanya melbatkan pelanggaran hukum intemaslonal dan domesti
tetapi Juga menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang mendala. Hal in
menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak
asasi manusia, dan integritas perbatasan negara. Sehingga perlu diakukan
pencegahan dengan diaksanakannya patroll perairan oleh Kapal Patroll Poir

Permasalahannya
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Permasalanannya adalah sampal dengan saat Ini implementas patrol di
wiayah perairan tersebut yang belum optimal Karena dasar hukum penanganan
penyelundupan manusia diwilayah perairan yaitu Perpres no. 125 tahun 2016
tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Undang-Undang no. 6 tahun 2011
tentang Kkeimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dianggap belum komprenensi
Karena tidak secara Knusus menangani kasus penyelundupan manusia dengan
latar belakang pengungsl dar luar neger, terutama terkat perindungan
pengungsl dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia
Aturan nfebin berfokus pada penanganan pengungs yang telan tiba df Indonesia,
namun belum memberkan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan meninda
penyelundupan manusia.

Menghadap! tantangan penyelundupan manusia membutuhkan sumber
daya yang memadal, balk dalam hal personel, teknologl, maupun anggaran.
Korpolairud Baharkem Polri sering kall menghadapl keterbatasan dalam hal
anggaran, fasiltas, dan jumiah personel yang kurang dan teriath, yang dapat
menghambat efekiivias operasional di lapangan.

Pencegahan penyelundupan manusia melalul perairan tidak dapat
dllaksanakan sendir sehingga harus mellbatkan berbagallembaga dan organisasl
balk di tingkat lokal, naslonal, maupun Intemasional. Kurangnya koordinasi dan
sinergl antara Korpolairud Baharkam Polrl dengan lembaga lain sepertl TNI AL ,
Imigrasi, Bakamla, Badan SAR Nasional, lembaga non-pemerintan dan badan
Intemasional dapat menyebabkan terhambatnya operasi dan penegakan hukum
Khususnya di perairan.

Poln Pembahasan
Terkalt latar belakang diatas, dimohon kepada Kepala Kantor Imigrasi
Kelas Il TP| Sabang Bapak Muchsin Mrraiza, AMdIm, SH., MH. selaku
narasumber dapat menyajkan materl dengan tema : “STRATEGI DALAM
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI
WILAYAH PERAIRAN”.
Beberapa
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Beberapa materl yang dapat disampakan narasumber bekenaan dengan Tindak

pldana penanganan penyelundupan manusia melalul wilayah Perairan Melputi:

4. Tugas pokok fungsl dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam
pengawasan dan penceganan penyelundupan manusia melalul wiayah
perairan;

2. Ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkalt dengan pengawasan
dan penceganhan penyelundupan manusia melalul wiayah perairan;

3. Kewenangan penegakkan hukum Direktorat Jenderal Imigras! berdasarkan
Undang-undang yang menjad dasar hukum dalam proses penyelidikan dan
penyidikan terkait dengan tindak pidana penyelundupan manusia melalu
wiayah perairan;

4. Stategl dalam pengawasan dan pencegahan penyelundupan manusia
melalul wiayzh perairan.

Waktu Pelaksanaan

1 Harl Jumat
2. Tanggal 18 Oktober 2024

3 Pukul 09.00 Wi

4. Tempat Mako Polres Sabang

5 Pimpinan  :Komandan KP. WISANGGENI-8005
6. Peserta

a Personel Guskamia Koarmada |

b, Personel Kantor Walkota Sabang
c. Personel Kantor Imigrasi kelas Il TP Sabang

d. Personel Polres Sabang

e Personel KSOP Sabang

1. Personel Pos SAR Sabang

g Personel Kantor pengawasan pelayanan Bea dan Cukal (KPPBC)

Tipe Madya pabean C Sabang
h. Personel Balal Karantina Sabang
L Panglma Laot Lhok Pasiran
J. Personel Badan Narkotka Nasional Sabang
V. Penutup
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V. Penutup

Dengan Term of Reference (TOR) Inf disampaikan kepada Narasumber

sebagal pedoman dalam memberikan materl pada pelaksanaan keglatan Focus

Group Discussion terkalt “Strategi Dalam Pengawasan Dan Pencegahan
Penyelundupan Manusia melalul wiayah perairan”.

Dimohon bahan mater darl narasumber dapat dkirimkan kepada panitia
paling lambat pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 melalul alamat emall
KapalPolis8005@amellcom dan untuk Konfimasi dapat menghubung! IPDA
Melky Marthen Yul, Tr.Pel., dengan nomor Whatsapp 0822 -~ 1060 - 8424;

1 NYOTO SAPTONO, S H..M.Si(Han). MMar.
AR KOMSARES BEAAT EOLIS NF® TeB0882
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DEBM POISKIGNGAN PWOE POTENEN DO OpUME! Kerens caser
hukum penanganan penyelundupan manusia_diwilayah perairan
diantaranya Perpres no. 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dari luar negeri, Undang-Undang no. 6 tahun 2011 tentang
keimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dianggap belum
komprehensif karena tidak secara khusus menangani kasus
penyelundupan manusia dengan latar belakang pengungsi dari luar
negeri, aturan ini lebih berfokus pada penanganan pengungsi yang
telah tiba di Indonesia, namun belum memberikan dasar hukum yang
kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan manusia;

Menghadapi tantangan penyelundupan manusia _membutuhkan
sumber daya yang memadai, baik dalam hal personel, teknologi,
maupun anggaran. Hal ini dapat menghambat efekivitas operasional
di lapangan. Pencegahan penyelundupan manusia melalui perairan
tidak dapat dilaksanakan sendir sehingga harus melibatkan semua
stakeholder seperti Kepolisian, TNI AL, Imigrasi, Bakamia, Badan SAR
Nasional, Syahbandar, BNN, lembaga non-pemerintah dan badan
intenasional.

b, Kapolres Sabang, AKBP Erwan, S.H., MH.

"

2)

3

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia

Polres Sabang melaksanakan kegiatan pencegahan

) Patroli wiayah perairan dilalukan oleh kapal Satpolair dan di
bantu oleh kapal nelayan;

b)  Melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada para panglima
Iao nelayan dan masyarakat yang tinggal di dekat pesisir pantai;

©)  Menghimbau kepada masyarakat uniuk mengambil langkah-
langkah preventif guna melinduni dir sendiri dan orang-orang
terdekat dari ancaman penyelundupan manusia;

) Rapat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Stakeholder
terkait

Kendala yang dihadapi oleh Polres Sabang dalam tindak pidana

penyelundupan manusia

a)  Tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan dengan pola
jaringan terputus;

b)  Disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian;

©) Terbatasnya sarana prasarana.

Upaya Polres Sabang dalam mencegah tindak pidana penyelundupan

manusia

) Sosialisasi dan seminar umum kepada masyarakat;

b) Pengawasan dan pemberantasan situs-situs digital yang
mengarah pada penyelundupan manusia;

©) Masyarakat iku Sefa memberkan informasi, melakukan
pengawasan, dan melaporkan kepada pinak berwenang jika
menemukan dugaan adanya praktik penyelundupan manusia.





image277.png
¢. Kepala Kantor Imigrasi Sabang Muchsin Miraiza, A.Md.Im., 5.H., M.H.

)

2)

3)

4

Sebagal narasumber Kedua dalam FGD menjelaskan perbedaan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana
Penyelundupan Manusia (TPPM). Jenis kejahatan TPPO adalah
kejahatan terhadap induvidu dan terjadi pelanggaran HAM, hal ini juga
dapat bersifat transnasional (melintas batas negara) atau dalam
negerl yang garls besarya bertujuan mengekspolitasi sedangkan
jenis kejahatan TPPM adalah kejahatan terhadap negara dan selalu
terjadi pada tataran ransnasional yang gars besarmya bertujuan
pemindahan orang secara llegal;

Strategi Imigrasi Kelas Il TP| Sabang dalam penanganan imigran

gelap yang masuk melalui perairan yaitu

) Bekerja sama dengan UNHCR yang memiliki database dari
Pengungsi _Rohingya dan melakukan Profiling sebagal
pengungsi Rohingya;

b)  Bentuk sinergitas yang dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas Il TPI
Sabang adalah bersinergi dengan instansi lain yang memiliki
kewenangan menjaga perbatasan wiayah negara dalam
Konteks kewenanagan masing-masing Instaansi yang diatur
dalam masing-masing peraturan

©) Menjalin kejasama dalam penanganan imigran gelap yang
masuk melalui perairan dengan melibatkan semua instansi yang
memilii_kewenangan menjaga perbatasan wilayah negara
Indonesia.

Kendala Iigrasi Kelas Il TPI Sabang dalam penanganan imigran

gelap yang masuk melalui perairan yaitu

) Sumber daya manusia yang menguasai terkait perihal bangsa
Rohingya (Bahasa, budaya dan Karakler wiayah) dan data
akurat mengenai pengungsi Rohingya yang telah direkam oleh
UNHCR;

b) Adapun’kendala lainnya yaitu tidak adanya sarana rumah
detensi Imigrasi yang menampung imigran gelap. ataupun
pengungsi dariluar negeri yang datang ke wilayah Sabang

Upaya penanganan tindak pidana penyelundupan manusia

) Pertukaran Informasi dan kerjasama teknis serta pelatihan;

b)  Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat;

©)  Menjamin Kualtas dan Keabsahan Dokumen Perjalanan;

) Mencegah Pembuatan Dokumen Secara Melawan Hukum;

&) Penyidikan Keimigrasian Terhadap Pelaku Tindak Pidana;

f)  Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelaku Tindak
Pidana;

) Kerjasama dalam bidang penyidikan dengan Instansi Penegak
Hukum.

d. Kepala Badan Kesbangpol Sabang T. Rami Angkasa, S.E., M.SLAK.

"

Peran Pemerintah Daerah Kota Sabang mulai dari menyiapkan rumah
detensi bagi pengungsi dan berkoordinasi dengan pihak UNHCR
untuk biaya hidup pengungsi dan pihak kepolisian untuk pengamanan
serta penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana
penyelundupan manusia;
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Wandala Pemeriniah Userah Kota Sabang delam penanganan

pengungsi Rohingya

) Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi pengungsian  lintas
batas dari negara lain;

b) Terbatasnya peraturan perundang-undangan sebagai payung
hukum penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia;

©) Belum Optimainya sistem bantuan kemanusiaan dalam
penanganan pengungsi di Aceh.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam penanganan

pengungsi Rohingya

) Tindakan antisipasi datangnya gelombang pengungsi bar uke
Kota Sabang;

b)  Perlu kejelasan prosedur pemindahan apabila hal serupa terjadi
kembali;

©)  Pemerintah Pusat perlu menetapkan lokasi penampungan untuk
pengungsi Rohingya.

) Perlunya merevisi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang
penanganan pengungsi dari luar neger agar pelaksanaan
penanganan pengungsi dapat sepenuhnya dilakukan dengan

baik.
Paban Ops Guskamla Koarmada | Mayor Laut (P) Fitiana C. Ardi, SE.,
M.TOpsia.

1) Strategi patroli TNI AL dalam pengawasan dan pencegahan

2)

penyelundupan manusia di wilayah perairan yaitu dengan cara
pembagian sektor wilayan patroli dan disiokasi kekuatan. Adapun
saran masukan dari Guskamia Koarmada | untuk seluruh peserta FGD
yaitu penguatan sinergitas intelejen yang terpercaya antar instansi
terkait dan seluruh unsur masyarakat seperti panglima laot dan
nelayan;

Kendala dalam upaya mencegah dan menangani penyelundupan

manusia di wilayah perairan Aceh, antara lain:

) Wilayah operasi Koarmada | mencakup perairan yang luas dan
beragam, termasuk area dengan garis panta panjang, banyak
pulau keci, serta perairan yang berbatasan langsung dengan
negara lain;

b) Keterbatasan personel serta armada kapal patroli yang tidak
memadal membuat operasi keamanan laut sefing Kali kurang
optimal;

) Kurangnya Peralatan dan Teknologi pengawasan maritim yang
terbaik seperl radar jarak jauh sistem pengawasan berbasis
satelt dan perangkat komunikasi moder;

d)  Keterbatasan Anggaran Operasional Patroli laut terutama untuk
bahan bakar, pemelinaraan kapal dan dukungan logistik;

) Modus Operandi Penyelundup manusia menggunakan teknik
dan siralegi yang baru untuk menghindari deteksi, sepert
memanfaatian kapal kecil yang bergerak di malam hari
mengganti rute secara cepal, atau menggunakan Jaringan
komunikasi terenkripsi. Penyelundup juga kadang bekerja sama
dengan penduduk setempat yang mengenal medan:
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7) Luaca aksirem dan Kondisl iaut yang Duruk saring kall
membatasi patroli laut, terutama di musim tertentu.

Upaya Guskamla Koarmada | dalam pencegahan dan penindakan

penyelundupan manusia di wilayah perairan

) Meningkatkan frekuensi patroli di area yang rawan
penyelundupan manusia sepert wilayah perbatasan:

b)  Memanfaatkan teknologi pengawasan yang lebih baik sepert
radar maritim dan sistem pengawasan berbasis satelit untuk
memperkuat deteksi dini aklivitas penyelundupan.

©) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Polairud,
Bakamia, Bea Cukai, dan Imigrasi. Dengan meningkatkan
koordinasi dan integrasi data, upaya penanganan
penyelundupan manusia menjadi lebih efekti;

d) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Personel Guskamia
mendapatian _pelatian khusus dalam  menangani kasus
penyelundupan manusia;

&) Penguatan Kerjasama intemasional Karena banyaknya jalur
perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain;

f) Operasi Tepadu dan Penindakan Hukum yang Tegas
Guskamla melakukan operasi terpadu_bersama - lembaga
penegak hukum lain untuk  memberantas jaringan
penyelundupan manusia.

o) Sosialisasi kepada Masyarakat Pesisir Guskamla melakukan
pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir terutama
di daerah yang rawan menjadi pinu masuk atau transit
penyelundup.

Sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber Focus Grup Discussion
IPDA Melky Marthen yull, S.TrPel., PS. Panat Il KP. Wisanggeni - 8005

sebagai peserta, Mengajukan pertanyaan kepada narasumber keempat

Paban Ops Guskamla Koarmada | Mayor Laut (P) Fitriana C. Ardi, SE.,

M.TrOpsia.

Bagaimana cara yang paling efektif untuk mendapatkan informasi yang

Valid dan bagaimana upaya anggaran patrol dalam pencegahan masuknya

imigran gelap ke indonesia melalul perairan?

Jawaban

a.

)

Dalam kegiatan yang sudah kita aksanakan sebagai contoh saja yang
Kita rasakan Tahun kemarin itu sudah cukup efektf kara kita dapat
infomas! intelejen kemudian kita langsung melaksanakan indentikasi
namun demikian tidak semua kotak kotak dan sumber informasi yang
kita dapatkan tidak bisa kita laksanakan pencegahan atau dalam art
mungkin tidak akurat, kemarin hampir satu bulan kami dari Bontang
yang sebenamya kita duga di tengah laut namun yang Kita halau
hanya satu kapal, kita sudah punya sarana maupun prasarana di TNI
maupun TNI AL, kita punya pusat informasi maritim yang bisa
memonitor seluru kapal yang berlalu lintas di perairan Indonesia.
Diturunkan lagi di angkatan laut ada namanya pusat komando dan
pengendalian angkatan laut namun sekarang terpusat di pusat
infomasi maritim TNI ada juga pusat infomasi dari Bakamia, Bakamla
menmiliki radar yang peralatan lebih canggih namun demikian semua
peralatan-peraiatan yang kita gunakan masih menggunkan server dari
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fuar nagri kita he'um punya Satelk sandirl sehingga tidak bisa akurat
untuk melaksanakan indefkasi sendir terhadap kapal yang beriayar
di perairan Indonesia, apakah tu palsu atau asli kita belum bisa kama
kita_belum punya satelit mandiri itulah kelemahan kita. Namun
demikian tentunya kita perlu kaloborasi antar TNI, POLRI kemudian
Bakamia yang punya sarana-sarana tersebul sehingga dapat
memberikan informasi yang benar dan tidak menyusahkan petugas di
Iapangan atau kita yang melaksanakan aksi di lapangan.

2)  Kemudian yang ke dua, anggaran yang kita ketahui bersama tidak
hanya TNI saja kemungkinan POLRI juga mengatahui bersama
bahwa beberapa Tahun ini anggaran kita mungkin mengalami
‘automatic adjusment semuanya mengalami kekurangan atau vesiensi
untuk mencegah terjadinya gangguan ekonomi di negara kita. Namun
dalam pelaksanaan operasi harus tetap berjalan dalam TNI Angkatan
Laut, semua anggaran operasi tetap diaksanakan untuk optimalnya
operasi beralan tidak ada pengurangan yang signifikan. Kondisi di
‘armada satu dengan dengan luasnya wilayah kita masih terbatas yang
memilii 59 KRI, pesawat udara dan pangkalan-pangkalan yang
tersebar dengan ancaman-ancaman yang tersebar di seluruh wilayah
armada barat. Tidak mungkin Angkatan Laut bekeria sendirian
tentunya dibutuhkan kerja sama dengan Polair, Bakamla KPLP, Bea
‘Cukai, dan stakeholder lainnya yang mempunyai sarana dilaut untuk
melaksanakan patroli perairan bersama-sama. Saya kira efektivitas
sebenamya tidak perlu kapal-kapal patrol dilaut monitoring mencar
target tu tidak perlu karena yang kita periukan adalah informasi yang
akurat.

3) Begitu mendapatkan informasi yang akurat, baru_kapal-kapal
pemerintah baik KRI, Kapal Polisi bergerak menuju sasaran, saya kira
untuk anggaran yang efekti tidak bisa saya jawab karena semuanya
‘adalah kebijakan dar pemerintah. Tidak ada anggaran-anggaran laut
mempunyai sendir, tu adalah kebiakan dari pemerintah. Namun
untuk operasi yang efekif adalah operasi dengan menunggu informasi
intelejen yang akurat agar kita bisa melaksanakan pergerakan untuk
melaksanakan identifikasi terhadap ancaman atau gangguan yang
ada.

IPDA Yunus Situmorang, S.Tr.Pel., PS. Patek | KP. Wisanggeni — 8005
sebagal peserta, mengajukan pertanyaan kepada narasumber_ ketiga
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Sabang Bapak T. Rami
Angkasa, S.E., M.SLA

Bagaimana koordinasi yang paling efektif dalam penanganan pengungsi
untuk mencegah dampak keamanan, _kesehatan, ~sosial _kepada
masyarakat. Apakah anggarannya ada? Apablla tidak ada upaya apa yang
dapat dilakukan ?

Jawaban

Bentuk koordinasi yang paling efektif dalam penanganan pengungsi untuk
mencegah dampak keamanan, kesehatan, sosial kepada masyarakat
adalah kepala daerah berkoordinasi dengan seluruh unsur, dalam hal ii
pemerintah Sabang sudah bersinergi dengan baik, contoh kemarin diantara
pengungsi rohingya terdapat pengungsi rohingya yang hamil dan sakit tm
darl dinas kesehatan sudsh memberikan pelayanan. Dalam hal ini sumber
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menyediakan untuk mereimburse dar biaya pengobatan tersebut. Selain tu
pihak pemerintah juga ikut dalam memberian pelayanan kesehatan
kepada beberapa bayi etnis Rohingya. Adapun kewenangan kami sebagai
pemerintah daerah yaitu memberi sosialisasi terkat sektor Sosial belum
terlaksana dan hanya penanganan pengungsi Rohingya saja.

Bripda Zaenudin Sat Intel Polres Sabang sebagal peserta, mengajukan
pertanyaan kepada narasumber keempat Paban Ops Guskamla Koarmada
I Mayor Laut (P) Fitriana C. Ardi, S.E., M.Tr.Opsla.

Apabila ditemukan sekelompok pengungsi yang ingin memasuki wilayah

perairan sabang apakah boleh para nelayan mengusir paksa agar

pengungsi tersebut tidak memasuki wilayah daratan sabang?

Jawaban

1) Kalo nelayan-nelayan ini memang cukup jauh dari perairan kita diluar
12 mil di tengah laut, diperbolehkan dengan syaral tidak
menggunakan kekerasan ataupun mencelakai mereka, intinya untuk
mengarahkan pengungsi tersebut untuk menuju tempat lain. Namun
‘apabila di tengah laut menemukan salah satu ataupun dua kapal dari
pengungsi tersebut mengalami kecelakaan, orang Jatuh atau butuh
bantuan dilaut segera laporkan ke aparat,

2)  Apabila butuh bantuan atau bahkan meninggal ditengah laut harus
ditolong namun kalau tidak ada ada silahkan saja di halau, karena
tugas kita tidak ada ketentuan yang jelas dari pemerintah tentang
penyelundupan atau pengungsian manusi tersebut mungkin yang
cukup baik adalah menghalau. Demi kepentingan masyaraat aceh
masyarakat kotas sabang menimbulkan keresahan tidak masalah
yang penting kita dilarang untuk membuat kekerasan. Kita membakar
kapalnya atau melempan atau menembak kiat tidak boleh.

Kesimpulan _kegiatan FGD Strategi Korpolairud dalam ~penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan:

a)

b)

©

Penyelundupan manusia yang masuk ke Indonesia melalui perairan Aceh
saat ini berkedok pengungsi etnis Rohingya hal ini berdasarkan hasil
penyelidikan dan penyidikan dari phak Polda Aceh yang menyatakan
bahwa memenuhi unsur-unsur penyelundupan manusia yang sudah di
bawa ke pengadilan;

Dasar hukum dalam penanganan penyelundupan manusia_diwilayah
perairan diantaranya Undang-Undang no. 6 tahun 2011 tentang
keimigrasian dan Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dianggap belum
komprehensif karena tidak Secara khusus menangani kasus
penyelundupan manusia dengan latar belakang pengungsi dari luar negeri
aturan ini lebih berfokus pada penanganan imigran gelap yang telah tiba df
Indonesia. Sedangkan Perpres no. 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dar luar negeri mengatur hanya penanganan dalam kondisi
darurat tidak dalam kondisi normal sehingga belum memberikan dasar
hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan manusia
yang berkedok pengungsi;

Perlu adanya revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dar luar neger agar unsur pelaksana patroli dilaut memilki
kepastian cara bertindak bila menemukan/ memeriksa kapal yang
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‘membawa imigran gelap yang temyala membawa pengungsi dan kapal
tidak dalam keadaan darurat. Dan juga penanganan pengungsi setibanya
di Pelabuhan dapat sepenuhnya dilakukan dengan baik.

d) Penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan Aceh secara
optimal tidak dapat dilaksanakan oleh hanya satu nstansi tetapi dibutuhkan
koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan
pencegahan penyelundupan dan penanganan penyelundupan manusia di
wilayah perairan.

Mengetahui, —
ANDAN KP. WISANGGEN - 8005 BANAT KP. WISANGGENI - 8005
Selaku Selaku
PROJECT LEADER

30N KOMISARIS BESAR POLISI NRP 708885
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAIR

KAPAL POLIS| WISANGGENI-8005

NOTADINAS
Nomor : BIND- 04 /X /PKN.II/2024/P0l-8005

Kepada : Yth. Tim Efektif Proyek Perubahan
Dari : Komandan KP. Wisanggeni — 8005 selaku Project Leader

Perihal  : Penyusunan Draft PKS dengan Stakeholder.

1. Rujukan

a

Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312/VIVDIK25.12024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatihan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri  Nomor
‘Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagal Tim Efektif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

‘Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami mengundang Tim Efektf untuk

melaksanakan Penyusunan Draft PKS dengan Stakeholder, yang akan
dilaksanakan pada

b
o
q

Demikian untuk menjac

Haril Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024;

Pukul 09.30 WIB 5.d selesal;
Tempat Kantor Imigrasi kelas Il TPI Sabang.
Pakaian Yang beriaku pada hari tu

makium, dan aas kerjasamanya kami ucapkan

terimakasi,

‘Sabang, 18 Oklober 2024
ANDAN KAPAL POLISI WISANGGENI-8005
Selaku
PROJECT LEADER

L.apL NXQTO SAFTONO. 5.1 M.SltHan). M.Mar,
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DIREKTORAT KEPGLISIAN PERAIRAN

'SUBDIT PATROLIAR
_KAPAL POLISI WISANGGENI - 8005 ‘Sabang, 18 Oktober 2024
Nomor B/ 26 /X/2024/Pol - 8005
Kasifiasi  : BIASA
Lampiran -
Perihal  : Permohonan Penyusunan Kepada
Draft PKS dalam rangka.
penanganan dan pencegahan Yih. KEPALA KANTOR
{indak pidana penyelundupan IMIGRASI KELAS Il TPI
manusia di wiayah persiran. SABANG
@
Tempat
1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312/VIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelatinan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri _ Nomor
Sprin/2090/IX/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagal Tim Efekif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami AKBP Capt. NYOTO SAPTONO,
SH., MSi(Han), MMar, Jabatan Komandan KP. Wisanggeni — 8005 sebagai
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Il Angkatan XXX Tahun
Anggaran 2024 yang sedang melaksanakan kegiatan penyusunan drafl Perjarjian
Kefa Sama dalam rangka penanganan dan pencegahan tindak pidan:
penyelundupan manusia d wiayah perairan;

3. Berkaitan dengan permohonan Penyusunan Draft PKS dalam rangka penanganan
dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perairan dan
untuk mendukung kelancaran dalam berkoordinasi kami sampaikan Contact Person
KOMPOL SUBANDI, S.ST., MM., dengan nomor Whatsapp 0813 - 2530 - 6999;

4. Demikian untuk menjadi makium dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

OMANDAN KP. WISANGGENI - 8005

oL, NYOTO SAPTONO. S.H. M.Si(Han)., M.Mar,
“AJUN KOMISARIS BESAR POLIS| NRP 74080892
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PERMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

NOWOR : PKS/ __/X/2024
NOMOR : M- UM /2024

TENTANG

PENINGKATAN SINERGI TUGAS OPERASIONAL DAN SUMBER DAYA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini tanggal _..... bulan November tahun dua ribu dua puluh empat,
vertempat di Jakarta, yang bertanda tangan i bawah ini

L

KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. H. MOHAMMAD FADIL IMRAN, MSi. sclaku
KEPALA BADAN PEMELIHARAAN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, dalam_hal ini bertindak unuk atas nama KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan trunojoyo 3, kebayoran baru, jakarta
Selatan, selanjutny disebut PIHAK PERTAMA.

SAFFAR MUHAMMAD GODAM, SH. MH. selaku Pl DIREKTUR JENDERAL
IMIGRASI  KEMENTERIAN IMIGRAS| DAN PERMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MENTERI IMIGRASI DAN
PERMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna
Said, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK .
PROJECT LEADER RETUA TIW EFERTIE A TMIGRAST SABANG
RGP Capt WA SSp00. SH- | ampa Suband, S.ST, MM, | Moshln Miaza, Abm. S, WA

ke oy pol
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA

PIHAK teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berku:

. bahwa PIHAK PERTAMA yang dalam hal in adalah Badan Pemeliaraan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan
ketertban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri

b bahwa PIHAK KEDUA yang dalam halini adalah Direktorat Jederal Imigrasi Kementerian
Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia bertugas menyelenggrakan tugas dan
fungsi keimigrasian dalam hal ikhwal lau lintas orang yang masuk atau keluar wilayah
indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;

c. Bahwa PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor
M-HH-01.05.05 Tahun 2020 dan nomor : NK/31/2020 tanggal tiga bulan Februaritahun
ua ibu dua puluh tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berlkut

1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republi Indonesia Nomor 3258):

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia- (Lembaran Negera Republi Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tembahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomar 4168):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungs! Dari Luar
Neger

5. Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4310),

5. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja
satuan organisasi pada tingkat Mabes Polr

7. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja
saluan organisasi pada tingkat Polda;

8. Peraturan
PROJECT LEADER KETUA TIW EFEKTIF KA IMIGRASI SABANG.

_ ) | L
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5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik indonesia (Lembaran
Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 871)

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Perubahan Keliga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubil Indonesia; dan

10 Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, nomor : M-HH.01.05.05 Tahun 2020 tanggal iga
bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut i atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja
Sama unluk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia M-HH.01.05.05 Tahun 2020 tanggal
iga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Perjanjian Kerfa Sama in, yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal iwal lalu intas orang yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia
adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan
undang-undang.

3. Patroli adalah kegiatan petugas pairol untuk melaksanakan pengawasan dalam rangka
mencegah dan menertibkan tefadinya pelanggaran dan/atay kejahatan, serta kegiatan
pertolongan dan penyelamatan kecelakaan di perairan.

4. Patroli bersama dalam hal ni adalah kegiatan patrol yang diaksanakan bersama antara
Baharkam Poli dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

5. Sarana
PROJECT LEADER KETUA TIW EFEKTIF KA IMIGRAST SABANG

] | L
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5. Sarana patroli adalah Kapal Poisi, Pesawat Udara Poli, Kapal Patroli Direkiorat
Jenderal Imigrasi, sarana dan kelengkapan lain yang mendukung tugas patroli

6. Kapal Polisi adalah angkutan diperairan yang memiiki nomor lambung miik Polr yang
dioperasionalkan oleh Direktorat Polair Korpolainud dan digunakan melaksanakan patroli
perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana di perairan serta menjaga dan
memelihara keamanan dan ketertiban masyaraka perairan.

7. Pesawat Udara Polr adalah angkutan udara milik Poli berupa Pesawat terbang dan
Hellkopler yang dioperasionalkan oleh Direktorat Poludara Korpolairud dalam rangka
mendukung operasional

5. Kapal Patroli Imigrasi adalah kapal negara berupa kapal laut atau kendaraan airlainnya
yang digunakan sebagai sarana pairoli dan keperiuan lainnya milk Direklorat Jenderal
migrasi

9. Sasaran Target adalah segala sesuatu yang berupa benda | objek yang meliputi orang,
sarana pengangkut, lokasi, dan hal terkait lainnya.

10. Sarana pengangkut adalah segala enis dan bentuk alat angkut / ransportasi perairan
yang menjadi sasaran  target patrol.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah scbagal pedoman bagi PARA PIHAK
‘alam peningkatan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing.
masing PIHAK.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama i adalah uniuk meningkatkan komitmen, koordinasi,
dan sinergi di aniara PARA PIHAK sebagai benluk tanggung jawab bersama untuk
melaksanakan tugas dan fungsi serla pelaksanaan tindak lanjuinya sesuai kelentuan
peraturan perundangan-undangan.

BAB
PROJECT LEADER RETUA TIW EFERTIE A TMIGRAS SABANG.
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BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliput
2. pertukaran data dan/atau informasi;
b, kegiatan patroli bersama;

c. latihan patroli bersama Korpolairud Baharkam Polr dengan Direktorat Jenderal Imigrasi
dan

4. bantuan pengerahan sarana patrol dan/atau personel dalam keadaan mendesak.

BABIV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/ atau Informasi

Pasal 4

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data danjateu informasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

. mengajukan permohonan secara tertuls;

b, dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak dapat diakukan secara lisan yang
ditindaklanjut secara teruls, baik dilakukan secara manual maupun elekironik; dan

. disampaikan secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung
Jawab atas kerahasiaan data dan/ atau informasi sesuai dengan peraiuran
perundang-undangan.

(2). Data dant atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

. potensi kerawanan (Potensi Gangguan, Ambang Gangguan, Gangguan Nyata, dan
Kontjensi terkait dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

b data peta kerawanan penyelundupan:

©. data personel PARA PIHAK yang akan melaksanakan tugas dan fungsi yang
disepakati; dan

. informasi lain yang disepakai oleh PARA PIHAK.

(3) Pejabat
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(3) Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan dan memberikan atau menyampaikan
data danlatau informas ditetapkan sebagai berkut:

2 PIHAK PERTAMA
1. Pada tingkat Mabes Pol, dilakukan oleh Kakorpolairud Baharkam Pol
2. Pada tingkat Pold diakukan oleh Dirpolairud Polda.

b, PIHAK KEDUA

1. Pada tingkat Pusat, dilakukan oleh Direkiur Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian a/n Direktur Jenderal Imigrasi

2. Padatingkat Wilayah, dilakukan oleh Kepala Devisi Imigrasi dengan tembusan
kepada Direkiur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Bagian Kedua
Kegiatan Patroli Bersama
Pasal 5

(1) PARA PIHAK dapat mengajukan permintaan uniuk melakukan kerja sama dalam hal
patroli secara bersama.

(2) Adapun Patroli bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah patrol perairan
‘danatau patrol udara dengan melibatkan personel, sarana dan prasarana PARA PIHAK
‘dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan.

(3) Mekanisme permintaan patroli bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
Secara tertuls dengan disertai rencana garis besar kegiatan palrol bersama.

(4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan patrol bersama ni
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal kegiatan patroli baik pairol yang dilaksanakan oleh instansi masing masing
maupun patrol bersama menemukan pelanggaran umum maka PARA PIHAK scpakat
uniuk menyerahkan dan memproses tndak lanjut penanganannya kepada PIHAK
PERTAA.

(6) Dalam hal kegiatan patroli baik patroli yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing
maupun patroli bersama menemukan pelanggaran tindak pidana di bidang keimigrasian,
maka PARA PIHAK sepakal uniuk menyerahkan dan memproses tindak. lanjui
penanganannya kepada PIHAK KEDUA.

(7) Dalam
PROJECT LEADER KETUA TIW EFEKTIF KA IMIGRASI SABANG
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(7) Dalam hal diemukan pelanggaran tindak pidana di bidang keimigrasian serta
pelanggoran ndok_pidana_umum sekaligus, mako. dapat dlakukan pencian
penyelidikan bersama dan koordinasi dalam proses penyidikan.

(&) Komando dan pengendalian kegiatan patroli bersama ini adalah PARA PIHAK dengan
menunjuk pejabat dengan Eselon yang setingkat.

Bagian Ketiga
Latihan Patroli Bersama Korpolairud dengan Imigrasi
Pasal 6

(1) PARA PIHAK dapat mengajukan permintaan untuk melakukan latihan patroli secara
bersama,

@) Latihan patroli bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaah lathan patrol
perairan danatau udara dengan melbatkan personel, sarana dan prasarana PARA
PIHAK dengan kekuatan sesuai dengan kesepakatan.

(3) Mekanisme permintaan latihan patrol bersama sebagaimana dimaksud pada aya (1),
diajukan secara tertlis dengan disertai rencana garis besar kegiatan latihan patro
bersama

(4) Segala biaya yang tmbul berkenaan dengan pelaksanaan latihan patroli bersama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(5) Komando dan pengendalian kegiatan latinan patroli bersama ini adalah PARA PIHAK
‘dengan menunjuk pejabat dengan Eselon yang setingkal.

Bagian Keempat
Bantuan Pengerahan Sarana Patrol

(1) Dalam keadaan mendesak, PARA PIHAK dapat saling mengajukan permintaan bantuan
uniuk mengerahkan sarana patrol dan personelnya untuk segera melakukan pengejaran
dan penghentian terhadap sasaran/ target yang diduga melakukan pelanggaran atau
telibat dalam tindak pidania di perairan.

(2) Keadaan
PROJECT LEADER KETUA TIW EFEKTIF KA IMIGRASI SABANG.
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@) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya informasi
tentang pelanggaran dan/ atau kejahatan tindak pidana di bidang keimigrasian yang
diterima oleh PARA PIHAK uniuk segera ditindakianjut

(5 Selrut biayayang tmbul dr pengorahn saran ol danpersoneinya sboggimons
disehutkan ci ayat (1) dapat dibebankan kepada PIHAK yang meminta bantuan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan.

4) Komandan Patioli PARA PIHAK melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara lisan pada kesempatan pertama dan membuat laporan
secara terlls kepada Pejabat yang menerbitkan Sural Periniah,

BABIV
Pasal 8
Sosi

(1) Peranjian Kerja Sama in disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya secara
bersama-sama atau sendir-sendir guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah.

(2) Sosiaisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
. Pegawai Negeridiingkungan Baharkam Pol;
b, Pegawai Negeri di lngkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan
c. Pemangku kepentingan.

BABV
Pasal9
Penanggung Jawab

(1) Penanggung jawab Perianjian Kerja Sama ini, diaksanakan PARA PIHAK dengan
menurjuk waki-wakinya sesuai dengan fuang lingkup tugas dan fungsi masing-masing
PIHAK.

(2) Wakil
PROJECT LEADER KETUA TIW EFEKTIF KA IMIGRASI SABANG.
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(2) Wakil PARA PIHAK scbagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
& WAKIL PIHAK PERTAMA
Tingkat Pusat Karobinopsnal Baharkam Polri
Tingkat Provinsi Karoops Polda
Tingkat Kabupaten/Kotamadya : Kabagops Polres.

b, WAKIL PIHAK KEDUA
Tingat Pusat Direktur Kerjasama Keimigrasian
Tingkat Wilayah Kepala Devisi Imigrasi
Tingkat Kabupatery Kotamadya: Kepala Kantor Imigrasi

BABVI
Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang
pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Delam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesakan olch PARA PIHAK,
dapa dilakukan pertemuan secara insidenti.

BAB VI
Pasal 11
Korespondensi

(1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, selanjuinya disebut "Pemberitahuan” harus dilakukan secara tertuls dan
disampaikan dengan cara.

a. diantar langsung:
pos tercatat

b
€. melaluifaksimile; dan/atay
. surat eleldroni.

(2) Pemberitahuan
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(2) Pemberitahuan, sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat
atau nomor faksimile tersebut i bawah ini
2 PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pemelinara Keamanan Polri
u.p. Kepala Bito Pembinaan Operasional Baharkam Poli
1. Truncjoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. 021 - 1278 2220
Faks. 0217279 2220

Email: hagkerma baharkam@poligoid

Dengan tembusan:
Kantor Korpolairud Baharkam Poir

Jl. RE. Mariadinata 11

Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telp.021 - 4392124

Email - polaitbaharkampolri@gmail.com

b, PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik
Indonesia
u.p. Direktur Pengawasan dan Penindakan
JLH.R.Rasuna Said, Kav. X6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Telp. (021) 6541213
Email - humas@imigrasi goid

BAB VI
Pasal 12
Keadaan Kahar

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau peristiwa yang di luar kekuasaan PARA PIHAK,
yang menghalangi secara langsung ata tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjan
Kerja Sama in, maka salah satu PIHAK harus memberiahukan kepada PIHAK lainnya
Secara teruls paling lambat 30 (iga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan
Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat uniuk
dipertimbangkan.

(2) Dalam
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(2)  Dalam hal batas wakiu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui
Sedangkan pemberitahuan tertulis belum disampaikan, PIHAK lainnya berhak menolak
Keadaan Kahar yang digjukan.

(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai
Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar Berakhir.

() Keadaan kahar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) antara an:
. bencana alam (sepert gempa bumi
b, tindakan ateu keputusan pemerintah di bidang fskaldan moneter;
. eadaan keamanan yang idak mengzinkan; dan/atau
q

peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk
tertaksananya Peranjan Kera Sama.

BABIX
KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Adendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar
kemufakatan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjan Kerja Sama Tambahan
(Adendum), - yang merupakan salu kesatuan yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja
Sama ini

Pasal 14

Perbedaan Penafsiran atau Perselisinan
Apabila i kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan

Perjanjian Kefja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk
mufaka.

Pasal 15
Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja Sama berlsku selama 3 (iga) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini olch PARA PIHAK.

(2) Perjanjan
PROJECT LEADER RETUA TIW EFERTIE KA TMIGRAS| SABANG
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@) Peranjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan teriebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat
3 (iga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama in.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakbii sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhii Perjanjian Kerja
Sama, wajib memberitahukan maksud tersebu secara tertuls paling lambat 3 (1ga) bulan
Sebelum pengakhiran Perjanjan Kerja Sama ini kepada PIHAK lainnya.

BABX
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua),
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setela
ditandatangan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

SAFEAR MUHAMMAD GODAW, S H, M.H,
KOMISARIS JENDERAL POLISI Pit. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

PROJECT LEADER KETUA TIM EFEKTIE KA IMIGRAST SABANG
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NOTADINAS

Nomor : BIND- 05 /X IPKN.IIZ2024/Pol-
Kepada : Yth. Pejabat KP. Wisanggeni - 8005
Dari : Komandan KP. Wisanggeni - 8005

Perihal : Undangan rapat Pembuatan SOP Penanganan
Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan.

1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor
Sprin/11312IVIVDIK25.2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelathhan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b, Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli  Nomor
‘Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami mengundang seluruh personel
Tim Efektif dalam rapat penyusunan draft SOP pencegahan dan penanganan
penyelundupan manusia di wilayah perairan, yang akan dilaksanakan pada

a Har Senin;
b, Tanggal 04 November 2024

o Pukdl 09.00 WIB s.d selesai

d. Tempat Ruang Rapat KP. Wisanggeni - 8005.

3. Demikian untuk menjadi makum, dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasi,

/47 SABANG, 01 NOVEMBER 2024
KAPAL POLIS| WISANGGENI-8005
2\ Selaku
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
‘SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLIS! WISANGGENI.8005

'DAFTAR HADIR PEMBUATAN DRAFT STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYELUNDUPAN MANUSIA
DIWILAYAH PERAIRAN
Hari Tanggal Senin, 04 November 2024
Wakty £08.00WIB . Selesai.
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OIRERTORAT KEFOULISIAN FERAIRAN
'SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLIS| WISANGGENI-8005

NOTA DINAS
Nomor : BIND- 07 /XI/PKN.II2024/P0l-8005

Kepada : Yth. 1. Kaurmin Subdt Patroliair
2. Para Komandan Kapal

Dari : Komandan KP. Wisanggeni - 8005

Perihal  : Undangan rapat Penyusunan Draft Perkaba untuk
penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan.

1. Rujukan

a Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
Sprin/11312IVIVDIK25.2024 tanggal 24 Jull 2024 perihal Pelatihan
Kepemimpian Nasional Tingkat I Angkatan XXXI Tahun 2024;

b, Suat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Poli  Nomor
‘Sprin/2090/1X/HUK.6.6./2024 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektif dalam
rangka mendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan
XXXI Tahun 2024,

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami mengundang untuk rapal
Penyusunan Draft Perkaba untuk penanganan penyelundupan manusia di wilayah
perairan, yang akan dilaksanakan pada

a Har Senin;
b, Tanggal 18 November 2024;

o Pukdl 09.00 WIB s.d selesai

d. Tempat Ditpolair Korpolairud Baharkam Polr

3. Demikian untuk menjadi makum, dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terimakasi,

KAPAL POLISI WISANGGENI-8005
Selaku

PROJECT LEADER

et RHOTO SAPTONO. S.H. M.Si(tan). M Mar.
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Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri yang
dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP
adalah serangkaian Instruksi tertuls yang dibakukan mengenal
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

2. Kepoliian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ol
‘adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
Ketertiban masyarakal, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpelinaranya keamanan dalam negeri

3. Kepala Polri yang selanjutnya di sebut Kapolr adalah pimpinan Pl
dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.

4. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya  disebul
Baharkam Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polri di
bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes
Polr yang berada di bawah Kapolri

5. Kepala Baharkam Polr yang selanjutnya disebut Kabaharkam Poli
‘adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di
bawah dan berlanggung jawab kepada Kapolri dan dalam
melaksanakan tugas seharihari berada di bawah kendali Wakapolr

6. Biro Perencanaan dan Adminisirasi Baharkam Poli yang selanjutnya
disebut Rorenmin Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas
yang menyusun perencanaan dan organisasi, manajemen sarpras,
personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan
ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan
rencana strategik dan pengembangan kekuatan fungsi dan jaringan
dalam pemelinaraan kemanan.

7. Kepala Rorenmin Baharkam Polii yang selanjutnya di sebu
Karorenmin Baharkam Polr adalah unsur pembantu pimpinan dan
pelaksana staf pada Birorenmin Baharkam Polr yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri

8. Biro Pembinaan Operasional Baharkam Polri yang selanjutnya
disebut Robinopsnal Baharkam Polri adalah unsur pelaksanaan
tugas perencanaan, pembinaan dan manajemen latihan,
melaksanakan pembinaan dan pelatihan operasional, kerja sama
dibidang pelatihan maupun operasi, serta melaksanakan analasisis
dan evaluasi di lingkungan Baharkam Polri

9. Kepala Robinopsnal Baharkam Polr yang selanjutnya di sebu
Karobinopsnal Baharkam Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan
pelaksana staff pada Birobinopsnal Baharkam Polri yang
berkedudukan i bawah dan  bertanggung jawab  kepada
Kabaharkam Polri.
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Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Poli yang selanjutnya di
sebut Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama
yang berada di bawah Kabaharkam Poli bertugas
menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, dan dalam batas
kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan
masyarakat pada fingkat pusat dalam rangka pemeliharaan
keamanan guna terwujudnya stuasi dan ketertiban masyarakat yang
kondusif.

Kepala Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut
Kakorbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada
Korbinmas Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polr

Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri yang selanjutnya
disebut Korsabhara Baharkam Polr adalah unsur pelaksana utama
yang berada  dibawah Kabaharkam  Polri bertugas
menyelenggarakan fungsi Sabhara pada tingkat pusat, yang meliputi
fungsi Samapta, Pamobvit dan Polisi Satwa, dalam rangka
pemeliharaan keamanan guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang kondusif.

Kepala Korsabhara Baharkam Polri yang selanjutnya disebut
Kakorsabhara Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada
Korsabhara Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polr

Korps Polisi Perairan dan Udara Baharkam Polri yang selanjutnya
disebut Korpolairud Baharkam Polr adalah unsur pelaksana utama
yang berada di bawah Kabaharkam Polri yang bertugas antara lain
menyelenggarakan _perlindungan, pengayoman dan pelayanan
masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan
udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
Ketertiban masyarakat,

Kepala Korpolairud Baharkam Polii yang selanjutnya_disebut
Kakorpolairud adalah unsur pimpinan pada Korpolairud Baharkam
Pl yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kabaharkam Polr

Pasal 2

'SOP di lingkungan Baharkam Polri meliput;

. Rapat kerja teknis Baharkam Polr

b. Mekanisme susunan fencana kebutuhan di lingkungan
Baharkam Polr;

©. Usulan kenalkan pangkat Prs/Polri di lingkungan Baharkam
Polr;

Pengajuan usulan pengakhiran Dinas dari PolriPensiun;

e Pinjam pakai senjata Api di lingkunpengan Baharkam Polri:
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Penyusunan naskah kerja sama Baharkam Polidenganiinisiasi

dari pinaklan;

Sistem pelaporan berkala di ngkungan Baharkam Poir

Penunjukan dan pengajuan caion anggota Polsi Khusus;

Pendidkan dan pelaiihan reguler

Pendidikan dan pelatihan knusus:

Penerbtan KTA Polsi Khusus;

Perpaniang KTA Polsi Khusus:

Pendidikan dan pelatihan pengembangan:

Peningatan kemampuan:

Pengawasan pembinaan tekris Polsi Khusus

Pelatihan Kompetens| pawang satwa Polr

Bantuan tekns unt K-9 pelacak (kiminal umum/ sar/ handald

narkoba);

Pemerisaan kesshatan dan Dokumen K-9 baru

Penerbtan rekomendasi Badan Usaha Jasa Pengamanan uit

Ko

Patioi /Daimas; Unik K< Penangkalan (penjagaany

pengawalan):

Patrol Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALK

Tanggap darura terhadap kebakaran kapal Polis

Tanggap darurat terhadap kapa kandas:

Tanggap darurat terhadap orang jatun di aut (Man Over Board);

Tanggap darura terhadap tubrukan kapal

Penggunaan perbantuan pesawat udara Poli untuk kegiatan

Bantuan Kenda Operasi Kewiayahan;

2a. Palrol penanganan pengungsi dari luar negeri di wiayah
perairan

svesz-r-rzae

NexgsE

Pasal3

(1) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Birorenmin Baharkam
Polr

(2) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruff, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Birobinops Baharkam Polri

(3) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf | sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh Korbinmas Baharkam
Polr

(4) SOP dilingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf q sampai dengan huruf u dilaksanakan oleh Korsabahara Baharkam
Polr

(5) SOP di lingkungan Baharkam Poli sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf v sampal dengan huruf aa dilaksanakan oleh Korpolairud Baharkam
Pol.
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DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
‘SUBDIT PATROLIAIR
KAPAL POLISI WISANGGEN-8005

STRUKTUR TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PKN I TINGKAT II ANGKATAN X)0( T.A 2024

1

SO v

SABANG, 10 SEPTEMBER 2024

ANDAN KAPAL POLIS! WISANGGENL-8005
Seiky

PIMPINAN RAPAT

5oL NYOTO SAPTONO, S.H..M.Silian). MM,
'AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080892
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KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

SURAT PERSETUJUAN
'DIRPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Sehubungan dengan upaya Kolaborasi dalam menangani penyelundupan
‘manusia di wilayah perairan, pada perinsipnya saya menyetujui untuk diaksanakan
pembahasan secara kolaboratf dengan Kementian Kelembagaan terkait guna
membangun kesepahaman.
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PANTAU

LAPORAN/IMPLEMENTASI/PROYEK'PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN!NASIONAL (PKN)
TINGKAT; ITANGKATANIXXXI

STRATEGI'KORPOLAIRUD. BAHARKAM POLRI
DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN
MANUSIA DIWILAYAH PERAIRAN

)

PROJERILEADER BVE
Capt. NYOTO SAPTONO, 5.H.,M.Si (Han)., M.Mar.

Nosis : 20240707012317

KOMANDAN KP. WISANGGENI 8005
DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
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PANTAU
'PENCEGAHAN DAN AKSI KORPOLAIRUD
‘TERHADAP PENYULUNDUPAN MANUSIA DI LAU’

PAPORANII PLEMENTASI PROYEK{PERUBAHAN|
PESERTA\PEL/ATIHANIKEREMIMPINAN[NASIONALY(PKN)
TINGKATIIANGKATAN] XXXIR

STRATEGI KORPOLAIRUDrBAHARKAM POLRI
DALAM PENANGANAN/ PENYELUNDUPAN
MANUSIA DIWILAYAH PERAIRAN

PR&JEKLEDEQ BY:
Capt. NYOTO SAPTONO, S.H.,M.Si (Han)., M.Mar.

Nosis : 20240707012317

KOMANDAN KP. WISANGGENI 8005
DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN'DAN PELATIHAN POLR
PUSAT PENDIDIKAN'ADMINISTRASI BANDUNG
~ 2024
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